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Menimbang:

Mengingat:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf

¢ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang, setiap Rencana Tata Ruang Wilayah
harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana
Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi sebagai

perangkat operasional Rencana Tata Ruang Wilayah;

. bahwa dalam rangka menetapkan lokasi dan fungsi

ruang untuk investasi maka perlu disusun Rencana

Detail Tata Ruang Kawasan Peruntukan Industri;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail
Tata Ruang Kawasan Peruntukan Industri Seradang

Kabupaten Tabalong Tahun 2021-2041;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat



Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang

Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam
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Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6215);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-
IND/PER/7/2016 tentang Pedoman Teknis
Pembangunan Kawasan Industri (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun2016 Nomor 989);
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata
Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1308);
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor
9 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 — 2035;
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19
Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Tabalong Tahun 2014-2034 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06);
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG
dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG

KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI SERADANG KABUPATEN
TABALONG TAHUN 2021-2041.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Tabalong.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh
Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang
udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah,
tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan
memelihara kelangsungan hidupnya.

Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur
ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana

tata ruang.
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Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan
pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan
pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib
tata ruang.

Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah
rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang
dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.

Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem
jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan
sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan
fungsional.

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang
meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang
untuk fungsi budi daya.

Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya
alam dan sumber daya buatan.

Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam,
sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap
unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek
administratif dan/atau aspek fungsional.

Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah
bagian dari kabupaten/kota sesuai dengan arahan atau yang ditetapkan di
dalam RTRW kabupaten/kota.

Sub-Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut Sub-BWP
adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas
beberapa blok.

Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau
administrasi yang melayani seluruh wilayah BWP dan/atau regional.
Sub-Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial,

dan/atau administrasi yang melayani Sub-BWP.
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Pusat Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau
administrasi lingkungan permukiman kecamatan dan/atau kelurahan
dan/atau dan rukun warga.

Blok atau Blok Peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah sebidang
lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata
seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara
tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana
jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai
dengan rencana kota.

Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik
spesifik.

Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan
karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan
karakteristik pada zona yang bersangkutan.

Zona sekitar danau/waduk yang selanjutnya disebut DW adalah area yang
merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok
sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya
yang ada pada danau atau waduk dapat dilaksanakan sesuai dengan
tujuannya.

Zona penyangga yang selanjutnya disebut PE adalah area yang merupakan
bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi sebagai kawasan
penyangga.

Zona Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area
memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih
bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman
secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Subzona Hutan Kota dengan kode RTH-1 adalah suatu hamparan lahan
yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah
perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak yang ditetapkan
sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.

Subzona Taman Kota dengan kode RTH-2 adalah Lahan terbuka yang
berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau
kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau
bagian wilayah kota.

Subzona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 adalah taman yang

ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
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Subzona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 adalah taman yang
ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.

Subzona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka
hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu
juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan
berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung
serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai
sumber pendapatan.

Zona Perumahan dengan kode R adalah peruntukan ruang yang terdiri atas
kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan
masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.

Subzona Rumah Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 adalah peruntukan
ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan
untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara
jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

Subzona Rumah Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan
ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan
untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir
seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

Subzona Rumah Kepadatan Rendah dengan kode R-4 adalah peruntukan
ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan
untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara
jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang
merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk
pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja,
tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas
umum/sosial pendukungnya.

Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 adalah
peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang
difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan
dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan
rekreasi dengan skala pelayanan kota.

Subzona Perdagangan dan Jasa Skala BWP dengan kode K-2 adalah
peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang

difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan
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dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan
rekreasi dengan skala pelayanan BWP.

Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Sub-BWP dengan kode K-3 adalah
peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang
difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan
dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan
rekreasi dengan skala pelayanan sub BWP.

Zona Perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan ruang yang
merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk
pengembangan  kegiatan  pelayanan pemerintahan dan tempat
bekerja/berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial
pendukungnya.

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI adalah kawasan
tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan
prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan
Kawasan Industri.

Subzona Sentra Industri Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut
SIKM adalah zona industri dengan modal kecil dan tenaga kerja yang sedikit
dengan peralatan sederhana. Biasanya merupakan industri yang dikerjakan
per orang atau rumah tangga, seperti industri roti, kompor minyak,
makanan ringan, minyak goreng curah dan lain-lain.

Zona Sarana Pelayanan Umum yang selanjutnya disebut SPU adalah
peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan
yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga
dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan
dalam RTRWK.

Subzona SPU pendidikan skala kota dengan kode SPU-1.1 adalah
peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang
dikembangkan untuk melayani aktivitas pendidikan penduduk skala kota.
Subzona SPU kesehatan skala kota dengan kode SPU-1.3 adalah
peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang
dikembangkan untuk melayani aktivitas kesehatan penduduk skala kota.
Subzona SPU olahraga skala kota dengan kode SPU-1.4 adalah

peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya
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yang dikembangkan untuk melayani aktivitas olahraga penduduk skala
kota.

Subzona SPU peribadatan skala kota dengan kode SPU-1.5 adalah
peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang
dikembangkan untuk melayani aktivitas peribadatan penduduk skala kota.
Subzona SPU sosial budaya skala kota dengan kode SPU-1.6 adalah
peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang
dikembangkan untuk melayani aktivitas sosial budaya penduduk skala
kota.

Subzona SPU pendidikan skala kecamatan dengan kode SPU-2.1 adalah
peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang
dikembangkan untuk melayani aktivitas pendidikan penduduk skala
kecamatan.

Subzona SPU kesehatan skala kecamatan dengan kode SPU-2.3 adalah
peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang
dikembangkan untuk melayani aktivitas kesehatan penduduk skala
kecamatan.

Subzona SPU peribadatan skala kecamatan dengan kode SPU-2.5 adalah
peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang
dikembangkan untuk melayani aktivitas peribadatan penduduk skala
kecamatan.

Subzona SPU pendidikan skala kelurahan dengan kode SPU-3.1 adalah
peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang
dikembangkan untuk melayani aktivitas pendidikan penduduk skala
kelurahan.

Subzona SPU kesehatan skala kelurahan dengan kode SPU-3.3 adalah
peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang
dikembangkan untuk melayani aktivitas kesehatan penduduk skala
kelurahan.

Subzona SPU olahraga skala kelurahan dengan kode SPU-3.4 adalah
peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang
dikembangkan untuk melayani aktivitas olahraga penduduk skala
kelurahan.

Subzona SPU peribadatan skala kelurahan dengan kode SPU-3.5 adalah

peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi
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daya yang dikembangkan untuk melayani aktivitas peribadatan penduduk
skala kelurahan.

Subzona SPU sosial budaya skala kelurahan dengan kode SPU-3.6 adalah
peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang
dikembangkan untuk melayani aktivitas sosial budaya penduduk skala
kelurahan.

Zona peruntukan lainnya dengan kode PL adalah peruntukan ruang yang
dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu
berupa pertanian, pertambangan, pariwisata, dan peruntukan-peruntukan
lainnya.

Sub zona instalasi pengolahan air dengan kode PL-3 adalah peruntukan
lahan yang terdiri atas daratan dengan batas-batas tertentu yang berfungsi
untuk tempat pengolahan air bersih (untuk dikonsumsi).

Sub zona instalasi pengolahan air limbah dengan kode PL-4 adalah
peruntukan lahan yang terdiri atas daratan dengan batas-batas tertentu
yang berfungsi untuk tempat pembuangan segala macam air buangan yang
berasal dari limbah domestik, industri maupun komersial dan lainnya.
Subzona Pergudangan dengan kode PL-6 adalah peruntukan ruang
untukmelakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan
barang.

Zona pembangkit tenaga listrik dengan kode PTL adalah peruntukan ruang
yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk
menjamin ketersediaan tenaga listrik.

Zona campuran dengan kode C adalah peruntukan lahan budidaya yang
terdiri dari daratan dengan batas tertentu yang berfungsi campuran antara
perumahan, perdagangan/jasa, dan/atau perkantoran.

Sub zona perumahan dan perdagangan/jasa dengan kode C-1 adalah
peruntukan lahan budidaya yang terdiri dari daratan dengan batas tertentu
yang berfungsi campuran antara perumahan dan perdagangan/ jasa.

Sub zona perumahan dan perkantoran dengan kode C-2 adalah peruntukan
lahan budidaya yang terdiri dari daratan dengan batas tertentu yang
berfungsi campuran antara perumahan dan perkantoran.

Sub zona perumahan, perdagangan/jasa, dan perkantoran dengan kode

C-3 adalah peruntukan lahan budidaya yang terdiri dari daratan dengan
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batas tertentu yang berfungsi campuran antara perumahan, perdagangan/
jasa, dan perkantoran.

Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut PZ
kabupaten/kota adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan
pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk
setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail
tata ruang.

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL
adalah panduan rancang bangun suatu kawasan/lingkungan yang
dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan
bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program
bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan,
rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman
pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan
pengembangan lingkungan /kawasan.

Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka
persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan
gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang
dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.

Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka
persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar
bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan
luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana
tata ruang dan RTBL.

Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka
persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan
luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana
tata ruang dan RTBL.

Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah
sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan;
dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka
bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum
dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai,
batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau
rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dsb

(building line).
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Jarak Bebas Belakang adalah jarak minimum antara garis batas belakang
terhadap dinding bangunan terbelakang.
Jarak Bebas Samping adalah adalah jarak minimum antara garis batas
samping terhadap dinding bangunan terdekat.
Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk
masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan
nonpemerintah lain dalam penyelenggaran penataan ruang.
Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan
tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut TKPRD
adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung
pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang di Kabupaten Tabalong dan mempunyai fungsi membantu tugas
Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

o P

o o

5o oo

e

—.

[um—

°©

T

delineasi dan tujuan penataan BWP;

rencana struktur ruang;

rencana pola ruang;

penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya;
ketentuan pemanfaatan ruang;

peraturan zonasi,

ketentuan perizinan;

hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam penataan ruang;
kelembagaan;

pengawasan;

penyelesaian sengketa;

ketentuan sanksi;

penyidikan;

ketentuan pidana;

ketentuan lain-lain;

ketentuan peralihan; dan

12



qg.

(1)

(2)

(3)

(4)

ketentuan penutup.

BAB II
DELINEASI DAN TUJUAN PENATAAN BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Bagian Wilayah Perencanaan

Pasal 3

Lingkup BWP Kawasan Peruntukan Industri Seradang sebagaimana
dimaksud pada pasal 2 huruf a ditetapkan berdasarkan aspek administratif
dan fungsional dengan luas 3.361,31 (tiga ribu tiga ratus enam puluh satu
koma tiga satu) hektar.
Batas-batas BWP Kawasan Peruntukan Industri Seradang meliputi:
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Muara Uya;
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Murung Pudak;
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kinarum dan Desa Pangelak
Kecamatan Upau; dan
d. Sebalah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bintang Ara dan Kecamatan
Tanjung.
BWP Kawasan Peruntukan Industri Seradang sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:
a. sebagian Desa Bongkang Kecamatan Haruai seluas 483,88 (empat ratus
delapan puluh tiga koma delapan delapan) hektar;
b. sebagian Desa Seradang Kecamatan Haruai seluas 914,29 (sembilan
ratus empat belas koma dua sembilan) hektar;
c. sebagian Desa Kinarum Kecamatan Upau seluas 120,84 (seratus dua
puluh koma delapan empat) hektar;
d. sebagian Desa Pangelak Kecamatan Upau seluas 95,45 (sembilan puluh
lima koma empat lima) hektar; dan
e. sebagian Desa Kaong Kecamatan Upau seluas 1.746,85 (seribu tujuh
ratus empat puluh enam koma delapan lima) hektar.
BWP Kawasan Peruntukan Industri Seradang sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) Sub BWP yang terdiri atas:
a. Sub BWP A, terdiri atas sebagian Desa Seradang dan sebagian Desa
Kaong dengan luas 1.631,52 (seribu enam ratus tiga puluh satu koma

lima dua) hektar;

13



()

b. Sub BWP B, terdiri atas sebagian Desa Bongkang, sebagian Desa Kaong,
sebagian Desa Kinarum, sebagian Desa Seradang, dan sebagian Desa
Pangelak dengan luas 1.149,06 (seribu seratus empat puluh sembilan
koma nol enam) hektar; dan

c. Sub BWP C, terdiri atas sebagian Desa Kaong dengan luas 580,73 (lima
ratus delapan puluh koma tujuh tiga) hektar.

Luas cakupan BWP Kawasan Peruntukan Industri Seradang digambarkan
dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I Peta Pembagian SBWP dan Blok yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Tujuan Penataan BWP

Pasal 4

Penataan BWP Kawasan Peruntukan Industri Seradang bertujuan untuk

mewujudkan Kawasan Seradang sebagai Kawasan Industri Unggul dari Sektor

Primer yang Berbasis Eco-Spasial dan Berintegritas.

(1)

(2)

(3)

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Rencana struktur ruang BWP Kawasan Peruntukan Industri Seradang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan susunan pusat-
pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana di BWP yang akan
dikembangkan untuk mencapai tujuan dalam melayani kegiatan skala
BWP.

Rencana Struktur Ruang di BWP Kawasan Peruntukan Industri Seradang,
meliputi:

a. rencana pengembangan pusat pelayanan;

b. rencana jaringan transportasi; dan

C. rencana jaringan prasarana.

Rencana struktur ruang BWP Kawasan Peruntukan Industri Seradang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan
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(1)

(2)

(3)

tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
a. pusat pelayanan kota;
b. sub pusat pelayanan kota; dan
c. pusat lingkungan.
Pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada
di Desa Kaong Sub BWP B, Blok B.11 dengan fungsi:
a. Pusat perdagangan dan jasa skala perkotaan;
b. Pusat pelayanan kesehatan skala perkotaan;
c. Pusat pelayanan pendidikan skala perkotaan;
d. Pusat kegiatan industri kecil dan menengah;
e. Pusat perkantoran pemerintah; dan
f. Pusat kegiatan sosial budaya.
Sub pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri atas:
a. Sub pusat pelayanan kota di Desa Kaong Sub BWP C Blok C.2 dengan
fungsi:
1. Pusat pemerintahan kecamatan;
2. Pusat perdagangan dan jasa skala BWP;
3. Pusat pelayanan pendidikan skala kecamatan,;
4. Pusat pelayanan kesehatan skala kecamatan; dan
S. Pusat permukiman.
b. Sub pusat pelayanan kota di Desa Seradang Sub BWP A Blok A.1 dengan
fungsi:
1. Pusat pemerintahan kecamatan;
2. Pusat perdagangan dan jasa skala BWP;
3. Pusat kegiatan perkantoran;
4. Pusat kegiatan indusri dan prasarana penunjang industri;
S. Pusat pelayanan pendidikan skala kecamatan;

6. Pusat pelayanan kesehatan skala kecamatan; dan
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7. Pusat permukiman.
(4) Pusat lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. Pusat pelayanan lingkungan di Desa Seradang Sub BWP A Blok A.1
dengan fungsi:
1. Pusat pelayanan pendidikan skala Sub BWP;
2. Pusat pelayanan kesehatan skala Sub BWP; dan
3. Pusat permukiman.
b. Pusat pelayanan lingkungan di Desa Seradang Sub BWP B Blok B.5
dengan fungsi:
1. Pusat pelayanan pendidikan skala Sub BWP;
2. Pusat pelayanan kesehatan skala Sub BWP; dan
3. Pusat permukiman.
c. Pusat pelayanan lingkungan di Desa Kaong Sub BWP C Blok C.1 dengan
fungsi:
1. Pusat pelayanan pendidikan skala Sub BWP;
2. Pusat pelayanan kesehatan skala Sub BWP; dan
3. Pusat permukiman.
d. Pusat pelayanan lingkungan di Desa Bongkang Sub BWP B Blok B.9
dengan fungsi:
1. Pusat pelayanan pendidikan skala Sub BWP;
2. Pusat pelayanan kesehatan skala Sub BWP; dan

3. Pusat permukiman.

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

(1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat
(2) huruf b berupa sistem jaringan transportasi darat terdiri atas:
a. rencana jaringan jalan;
b. rencana jalur pejalan kaki;
c. rencana jalur sepeda;
d. rencana penyedian halte; dan
e. rencana penyediaan ruang parkir.
(2) Rencana jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

meliputi:
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

a. pemeliharaan jaringan jalan kabupaten;

b. pembangunan baru jaringan jalan kabupaten; dan

c. peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan khusus.

Jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

yaitu Jalan Arteri Primer (JAP) Poros Tanjung — Kuaro, pada Blok A.2 dengan

panjang 3,75 (tiga koma tujuh lima) kilometer dan pada Blok B.1 dengan
panjang 1,46 (satu koma empat enam) kilometer.

Jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

meliputi:

a. pembangunan baru jalan kolektor primer empat (JKP-4);

b. pembangunan baru jalan lokal primer; dan

c. pembangunan baru jalan lingkungan.

Pembangunan baru jaringan jalan kolektor primer empat (JKP-4)

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas:

a. Pembangunan ruas jalan kolektor primer pada kawasan
perdagangan/jasa (Central Business District) dan kawasan permukiman
yang melewati Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.3, Blok
B.5, Blok B.7, Blok B.9, dan Blok C.1 dengan panjang 41,24 (empat puluh
satu koma dua empat) km; dan

b. Pembangunan ruas jalan kolektor primer pada kawasan peruntukan
industri Seradang yang melewati Blok A.1, Blok A.10, Blok A.2, Blok A.3,
Blok A.6, Blok A.8, dan Blok A.9 dengan panjang 44,29 (empat puluh
empat koma dua sembilan) km.

Pembangunan baru jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) huruf b, terdiri atas:

a. pembangunan ruas jalan lokal pada kawasan permukiman yang
melewati Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok
B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13,
Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4 dengan panjang 103,32
(seratus tiga koma tiga dua)km; dan

b. pembangunan ruas jalan lokal pada kawasan industri yang melewati
Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok
A.8, Blok A.9, dan Blok A.10 dengan panjang 80,16 (delapan puluh
koma satu enam) km.

Jaringan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c,

terdiri atas:
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a. ruas jalan lingkungan yang berada di Sub BWP A pada Blok A.2, Blok
A.6, Blok A.8, dan Blok A.9 dengan panjang 16,03 (enam belas koma nol
tiga) km; dan

b. ruas jalan lingkungan yang berada di Sub BWP C pada Blok C.1, Blok
C.2, Blok C.3, dan Blok C.4 dengan panjang 11,87 (sebelas koma delapan
tujuh) km.

(8) Jaringan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah

ruas jalan di dalam Kawasan Peruntukan Industri Seradang di Sub BWP A

pada Blok A.2 dengan panjang 14,17 (empat belas koma satu tujuh) km.

Pasal 8

Rencana Jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf
b, terdiri atas:
a. Sub BWP B pada Blok B.9 dan Blok B.10 dengan panjang 2,70 (dua koma
tujuh nol) km; dan
b. Sub BWP C pada Blok C.1 dan Blok C.2 dengan panjang 1,16 (satu koma
satu enam) km.
Pasal 9

Rencana jalur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c,

terdiri atas:

a. Sub BWP B pada Blok B.1, Blok B.5, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10,
Blok B.11, Blok B.12, dan Blok B.13 dengan panjang 17,79 (tujuh belas koma
tujuh sembilan) km; dan

b. Sub BWP C pada Blok C.1 dan Blok C.2 dengan panjang 7,30 (tujuh koma

tiga nol) km.

Pasal 10

Rencana penyedian halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf

d, meliputi penyediaan :

a. Penyediaan halte di jalan arteri primer Tanjung — Kuaro sesuai rencana teknis
penyediaan prasarana transportasi;

b. Penyedian halte di jalan kolektor primer empat (JKP-4) dengan radius minimal
500 meter; dan

c. Penyedian halte di jalan lokal dengan radius minimal 500 meter.
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Pasal 11

Rencana penyediaan ruang parkir sebagimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1)

huruf e meliputi:

a. Penyediaan ruang parkir pada kegiatan pertokoan, pasar swalayan, hotel,
pasar tradisional, dan kegiatan perdagangan/jasa lainnya di Sub BWP B dan
Sub BWP C;

b. Penyediaan ruang parkir pada kegiatan perkantoran di Sub BWP A, Sub BWP
B, dan Sub BWP C;

c. Penyediaan ruang parkir pada Kawasan Peruntukan Industri Seradang di
Sub BWP A; dan

d. Penyediaan ruang parkir pada sarana pelayanan umum di Sub BWP A, Sub

BWP B, dan Sub BWP C.

Bagian Keempat

Rencana Jaringan Prasarana

Pasal 12

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf
c, terdiri dari:

a. rencana sistem jaringan energi/kelistrikan;

o

. rencana sistem jaringan telekomunikasi;

rencana sistem jaringan air minum;

o o

. rencana sistem jaringan drainase;

®

rencana sistem pengelolaan air limbah; dan

=

sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1

Rencana Sistem Jaringan Energi /Kelistrikan

Pasal 13

(1) Rencana jaringan energi/ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf a, terdiri atas:
a. Pembangunan jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik; dan
b. Pembangunan gardu listrik.

(2) Jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, terdiri atas:
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(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

a. Jaringan Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang melewati jalan kolektor
primer pada Blok A.10;

b. Jaringan Udara Tegangan Menengah (SUTM) yang melewati jalan kolektor
dan lokal di semua Sub BWP; dan

c. Jaringan Udara Tegangan Rendah (SUTR) yang melewati jalan lingkungan
di semua Sub BWP.

Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

a. Gardu Induk yang terdapat di Sub BWP A Blok A.3;

b. Gardu Hubung yang terdapat di Sub BWP A.6; dan

c. Gardu Distribusi yang terdapat di Sub BWP A Blok A.2, Sub BWP B Blok
B.5 dan Sub BWP C Blok C.1.

Paragraf 2

Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam

pasal 12 huruf b, terdiri dari:

a. Pembangunan Jaringan mikro digital;

b. Pembangunan Jaringan serat optik; dan

c. Pembangunan Menara Base Transceiver Station (BTS)

Jaringan mikro digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) huruf a,

meliputi:

a. Jaringan mikro digital di Sub BWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3,
Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.8, Blok A.9, dan Blok A.10;

b. Jaringan mikro digital di Sub BWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3,
Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok
B.11, Blok B.12, dan Blok B.13; dan

c. Jaringan mikro digital di Sub BWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3,
dan Blok C.4.

Jaringan distribusi serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

meliputi:

a. Jaringan serat optik di Sub BWP A pada Blok A.1, Blok A.5, dan Blok A.10;
dan

b. Jaringan serat optik di Sub BWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2.

Menara Base Transceiver Station (BTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c yang berada di Sub BWP B Blok B.2.
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(1)

(2)

(4)

(9)

(6)

Paragraf 3

Rencana Sistem Jaringan Air Minum

Pasal 15

Rencana sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam pasal 12

huruf c terdiri atas:

a. jaringan perpipaan; dan

b. jaringan non perpipaan.

Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. unit air baku;

b. unit Produksi;

c. pipa unit Transmisi; dan

d. pipa unit distribusi.

Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa air

permukaan yang berada di Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Haruai.

Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa instalasi

pengolahan air yang berada di Sub BWP B Blok B.2.

Pipa unit tranmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:

a. Pipa transmisi di Sub BWP A pada Blok A.1, Blok A.5, dan A.10; dan

b. Pipa transmisi di Sub BWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2.

Pipa unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:

a. Pipa distribusi di Sub BWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4,
Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, dan A.10;

b. Pipa distribusi di Sub BWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4,
Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11,
Blok B.12 dan Blok B.13; dan

c. Pipa distribusi di Sub BWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok
C.4.

(7) Jaringan non perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri

atas:

a. sumur dangkal;

b. sumur pompa;

c. bak penampung air hujan; dan

d. terminal air.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Paragraf 4

Rencana Sistem Jaringan Drainase

Pasal 16

Rencana sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam pasal 12

huruf d terdiri dari:

a. saluran primer;

b. saluran sekunder; dan

c. saluran tersier.

saluran primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. saluran primer di Sub BWP A pada Blok A.1 dan Blok A.10; dan

b. saluran primer di Sub BWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2.

saluran sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. Saluran sekunder di Sub BWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok
A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, dan A.10;

b. Saluran sekunder di Sub BWP B pada Blok B1, Blok B2, Blok B3, Blok BS5,
Blok B6, Blok B7, Blok B8, Blok B9, Blok B10, Blok B11, Blok B12 dan
Blok B13; dan

c. Saluran sekunder di Sub BWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan
Blok C.4.

saluran tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a. Saluran tersier di Sub BWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4,
Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, dan A.10;

b. Saluran tersier di Sub BWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4,
Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11,
Blok B.12 dan Blok B.13; dan

c. Saluran tersier di Sub BWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok
C.4.

Paragraf 5

Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah

Pasal 17

Rencana sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 huruf e meliputi:
a. sistem pengelolaan air limbah setempat; dan

b. sistem pengelolaan air limbah terpusat.
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(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Sistem pengelolaan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdiri atas:
a. Pipa tinja meliputi:

1. Pipa tinja di Sub BWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4,
Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, dan Blok A.9;

2. Pipa tinja di Sub BWP B pada Blok B.3; dan

3. Pipa tinja di Sub BWP C pada Blok C.4.

b. Pipa non tinja meliputi:

1. Pipa non tinja di Sub BWP A pada Blok A.1 dan Blok A.10;

2. Pipa non tinja di Sub BWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok
B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok
B.11, Blok B.12, dan Blok B.13; dan

3. Pipa non tinja di Sub BWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3.

Sistem pengelolaan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, meliputi:

a. IPAL Kawasan Peruntukan Industri Seradang di Sub BWP A Blok A.7; dan
b. IPAL kawasan perdagangan dan jasa di Sub BWP C Blok C.3.

Paragraf 6

Rencana Sistem Prasarana Lainnya

Pasal 18

Rencana sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf f meliputi:

a. tempat pemrosesan sementara; dan

b. jalur evakuasi bencana.

Tempat pemrosesan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a berada di Sub BWP A Blok A.7 dan Sub BWP C Blok C.3.

Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
meliputi:

a. tempat evakuasi sementara;

b. tempat evakuasi akhir; dan

c. jalur evakuasi.

Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
meliputi:

a. tempat evakuasi sementara di Sub BWP A pada Blok A.10; dan
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b. tempat evakuasi sementara di Sub BWP B pada Blok B.6.
(5) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur
sesuai dengan kebijakan teknis dalam lingkup makro yang berlaku.
(6) Jalur evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢ meliputi:
a. Jalur evakuasi di Sub BWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4,
Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, dan A.10;
b. Jalur evakuasi di Sub BWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4,
Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11,
Blok B.12 dan Blok B.13; dan
c. Jalur evakuasi di Sub BWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok

C.4.
BAB IV
RENCANA POLA RUANG BWP KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI SERADANG
KABUPATEN TABALONG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

(1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf ¢ meliputi
rencana:
a. zona lindung; dan
b. zona budidaya.

(2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding
lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Zona Lindung

Pasal 20

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. zona sekitar danau/waduk (DW);

b. zona penyangga (PE); dan
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c. zona ruang terbuka hijau (RTH).

Paragraf 1
Zona Sekitar Danau/Waduk

Pasal 21

Zona sekitar danau/waduk (DW) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf

a, berada di Blok B.2 dengan luas 3,33 (tiga koma tiga tiga) hektar.

Paragraf 2

Zona Penyangga

Pasal 22

Zona penyangga (PE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, berada di
Blok A.1 dan Blok A.10 dengan luas 16,62 (enam belas koma enam dua) hektar.
Paragraf 3

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 23

(1) Rencana zona ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 huruf c terdiri atas:

a. Sub zona hutan kota dengan kode RTH-1

b. sub zona taman kota dengan kode RTH-2;

c. sub zona taman kecamatan dengan kode RTH-3; dan
d. sub zona pemakaman dengan kode RTH-7.

(2) Sub-Zona Hutan Kota (RTH-1) sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf
a, dengan luas 583,17 (lima ratus delapan puluh tiga koma satu tujuh)
hektar, meliputi:

a. Blok A.5 dengan luas 82,22 (delapan puluh dua koma dua dua) hektar;

b. Blok A.9 dengan luas 34,20 (tiga puluh empat koma dua nol) hektar;

c. Blok A.10 dengan luas 145,96 (seratus empat puluh lima koma sembilan
enam) hektar;

d. Blok B.2 dengan luas 179,54 (seratus tujuh puluh sembilan koma lima

empat); dan
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(3)

(4)

(9)

e. Blok B.13 dengan luas 141,25 (seratus empat puluh satu koma dua lima)
hektar.

Sub zona taman kota (RTH-2), sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, dengan luas 33,02 (tiga puluh tiga koma nol dua) hektar,

meliputi:

a. Blok A.9 dengan luas 16,67 (enam belas koma enam tujuh) hektar;
dan

b. Blok A.10 dengan luas 16,35 (enam belas koma tiga lima) hektar;

Sub zona taman kecamatan (RTH-3), sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c, dengan luas 41,76 (empat puluh satu koma tujuh enam)

hektar, meliputi:

a. Blok A.1 dengan luas 9,24 (sembilan koma dua empat) hektar;

b. Blok A.2 dengan luas 9,15 (sembilan koma satu lima) hektar;

c. Blok B.2 dengan luas 15,75 (lima belas koma tujuh lima) hektar;

d. Blok B.5 dengan luas 1,96 (satu koma sembilan enam) hektar;

e. Blok C.1 dengan luas 2,83 (dua koma delapan tiga) hektar; dan

f. Blok C.2 dengan luas 2,83 (dua koma delapan tiga) hektar.

Sub zona pemakaman (RTH-7), sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d berada di Blok C.4 dengan luas 13,36 (tiga belas koma tiga

enam) hektar.

Bagian Ketiga
Zona Budidaya

Pasal 24

Zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b,

meliputi:

a
b.

[oFNe]

5 th O

. zona perumahan (R);

zona perdagangan dan jasa (K);

. zona perkantoran (KT);

. zona sarana pelayanan umum (SPU);

. zona kawasan peruntukan industri (KPI);
zona campuran (C);

. zona pembangkit tenaga listrik (PTL); dan

.zona peruntukan lainnya (PL).
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(1)

(2)

(3)

(4)

Paragraf 1

Zona Perumahan

Pasal 25

Zona perumahan (R), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a,

terdiri atas:

a. Zona perumahan kepadatan tinggi (R-2);

b. Zona perumahan kepadatan sedang (R-3); dan

c. Zona perumahan kepadatan rendah (R-4).

Zona perumahan kepadatan tinggi (R-2), sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a, berada di Blok B.9 dengan luas 64,47 (enam puluh empat koma

empat tujuh) hektar.

Zona perumahan kepadatan sedang (R-3), sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, dengan luas 342,76 (tiga ratus empat puluh dua koma

tujuh enam) hektar, meliputi:

a. Blok B.5 dengan luas 45,48 (empat puluh lima koma empat delapan)
hektar;

b. Blok B.9 dengan luas 33,37 (tiga puluh tiga koma tiga tujuh) hektar;
dan

c. Blok C.1 dengan luas 263,91 (dua ratus enam puluh tiga koma
sembilan satu) hektar.

Zona perumahan kepadatan rendah (R-4), sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c, dengan luas 326,07 (tiga ratus dua puluh enam koma

nol tujuh) hektar, meliputi:

a. Blok B.3 dengan luas 31,37 (tiga puluh satu koma tiga tujuh) hektar;

b. Blok B.5 dengan luas 24,88 (dua puluh empat koma delapan delapan)
hektar;

c. Blok B.6 dengan luas 19,62 (sembilan belas koma enam dua) hektar;

d. Blok B.8 dengan luas 60,36 (enam puluh koma tiga enam) hektar;

e. Blok B.12 dengan luas 28,51 (dua puluh delapan koma lima satu)
hektar; dan

f. Blok C.1 dengan luas 161,33 (seratus enam puluh satu koma tiga tiga).

Paragraf 2

Zona Perdagangan dan Jasa
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Pasal 26

(1) Zona perdagangan dan jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

huruf b, terdiri atas:

a. Zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1);

b. Zona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2); dan
c. Zona perdagangan dan jasa skala Sub BWP (K-3).

(2) Zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1), sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, berada di Blok B.9 dengan luas 46,52 (empat
puluh enam koma lima dua) hektar.

(3) Zona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2), sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, dengan luas 94,11 (sembilan puluh empat koma
satu satu) hektar, meliputi:

a. Blok B.4 dengan luas 12,20 (dua belas koma dua nol) hektar; dan
b. Blok B.7 dengan luas 81,91 (delapan puluh satu koma sembilan satu)
hektar.

(4) Zona perdagangan dan jasa skala sub BWP (K-3), sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), huruf c, dengan luas 67,01 (enam puluh tujuh koma nol
satu) hektar, meliputi:

a. Blok A.5 dengan luas 1,93 (satu koma sembilan tiga);

b. Blok A.8 dengan luas 19,48 (sembilan belas koma empat delapan)
hektar;

c. Blok B.12 dengan luas 12,14 (dua belas koma satu empat) hektar; dan

d. Blok C.2 dengan luas 33,46 (tiga puluh tiga koma empat enam) hektar.

Paragraf 3

Zona Perkantoran

Pasal 27

Zona perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c
dengan luas 47,60 (empat puluh tujuh koma enam nol) hektar, meliputi:

a. Blok B.10 dengan luas 30,20 (tiga puluh koma dua nol) hektar; dan

b. Blok C.2 dengan luas 17,40 (tujuh belas koma empat nol).

Paragraf 4

Zona Sarana Pelayanan Umum
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(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 28

Zona sarana pelayanan umum (SPU), sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 huruf d, terdiri atas:

a. Zona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1);

b. Zona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2); dan

c. Zona sarana pelayanan umum skala desa (SPU-3).

Zona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1) sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dengan luas 84,27 (delapan puluh empat koma dua

tujuh) hektar, meliputi:

a. Sarana pelayanan umum pendidikan (SPU-1.1) berada di Blok B.11
dengan luas 13,59 (tiga belas koma lima sembilan) hektar;

b. Sarana pelayanan umum kesehatan (SPU-1.3) berada di Blok B.11
dengan luas 16,67 (enam belas koma enam tujuh) hektar

c. Sarana pelayanan umum olahraga (SPU-1.4) berada di Blok B.11
dengan luas 16,45 (enam belas koma empat lima) hektar;

d. Sarana pelayanan umum peribadatan (SPU-1.5) berada di Blok B.11
dengan luas 19,03 (sembilan belas koma nol tiga) hektar; dan

e. Sarana pelayanan umum sosial budaya (SPU-1.6) berada di Blok B.11
dengan luas 18,53 (delapan belas koma lima tiga) hektar.

Zona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 10,94 (sepuluh koma

sembilan empat) hektar, meliputi:

a. Sarana pelayanan umum pendidikan (SPU-2.1) berada di Blok B.9
dengan luas 3,88 (tiga koma delapan delapan) hektar;

b. Sarana pelayanan umum kesehatan (SPU-2.3) berada di Blok B.9
dengan luas 3,92 (tiga koma sembilan dua) hektar; dan

c. Sarana pelayanan umum peribadatan (SPU-2.5) berada di Blok B.9
dengan luas 3,14 (tiga koma satu empat) hektar.

Zona sarana pelayanan umum skala desa (SPU-3) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dengan luas 39,15 (tiga puluh sembilan

koma satu lima) hektar, meliputi:

a. Sarana pelayanan umum pendidikan (SPU-3.1) berada di Blok B.5 dan
Blok C.2 dengan luas 9,26 (sembilan koma dua enam) hektar;

b. Sarana pelayanan umum kesehatan (SPU-3.3) berada di Blok C.2
dengan luas 7,58 (tujuh koma lima delapan) hektar;

c. Sarana pelayanan umum olahraga (SPU-3.4) berada di Blok C.2

dengan luas 9,22 (sembilan koma dua dua) hektar;
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d. Sarana pelayanan umum peribadatan (SPU-3.5) berada di Blok C.2
dengan luas 3,83 (tiga koma delapan tiga) hektar; dan
e. Sarana pelayanan umum sosial budaya (SPU-3.6) berada di Blok B.15

dan Blok C.2 dengan luas 9,26 (sembilan koma dua enam) hektar.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 29

(1) Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal

24 huruf e, terdiri dari:
a. Kawasan peruntukan industri (KPI); dan
b. Sentra industri kecil dan menengah (SIKM).

(2) Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
huruf a dengan luas 1.046,14 (seribu empat puluh enam koma satu
empat), meliputi:

a. Blok A.2 dengan luas 462,61 (empat ratus enam puluh dua koma
enam satu) hektar;

b. Blok A.3 dengan luas 123,54 (seratus dua puluh tiga koma lima empat)
hektar;

c. Blok A.4 dengan luas 124,99 (seratus dua puluh empat koma sembilan
sembilan); dan

d. Blok A.6 dengan luas 335,00 (tiga ratus tiga puluh lima) hektar.

(3) Kawasan rencana pengembangan sentra industri kecil menengah (SIKM)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 27,17 (dua
puluh tujuh koma satu tujuh) hektar, meliputi:

a. Blok B.4 dengan luas 11,13 (sebelas koma satu tiga) hektar; dan
b. Blok C.2 dengan luas 16,04 (enam belas koma nol empat) hektar.

Paragraf 6

Zona Campuran

Pasal 30

(1) Zona campuran (C), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f,
berupa:
a. Zona perumahan dan perdagangan/jasa (C-1);

b. Zona perumahan dan perkantoran (C-2); dan
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c. Zona perumahan, perdagangan/jasa, dan perkantoran (C-3).

(2) Sub zona perumahan dan perdagangan/jasa (C-1), sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di Blok B.1 dengan luas 61,77
(enam puluh satu koma tujuh tujuh) hektar.

(3) Sub zona perumahan dan perkantoran (C-2), sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, berada di Blok A.1 dengan luas 83,61 (delapan
puluh tiga koma enam satu) hektar.

(4) Sub zona perumahan, perdagangan/jasa, dan perkantoran (C-3),
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c¢, dengan luas 102,51
(seratus dua koma lima satu) hektar, meliputi:

a. Blok A.1 dengan luas 51,05 (lima puluh satu koma nol lima) hektar;
b.Blok B.9 dengan luas 25,48 (dua puluh lima koma empat delapan)
hektar; dan
c. Blok B.10 dengan luas 25,98 (dua puluh lima koma sembilan delapan)
hektar.
Paragraf 7
Zona Pembangkit Tenaga Listrik

Pasal 31

Zona pembangkit tenaga listrik (PTL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
huruf g, berada di Blok A.3 dengan luas 1,85 (satu koma delapan lima)
hektar.

Paragraf 8

Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 32

(1) Zona peruntukan lainnya (PL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,

huruf h, yang terdiri dari:

a. Zona Instalasi pengelolahan air minum (PL-3);

b. Zona Instalasi pengelolahan air limbah (PL-4); dan
c. Zona pergudangan (PL-6).

(2) Zona instalasi pengolahan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a berada di Blok B.2 dengan luas 5,31 (lima koma tiga satu)
hektar.

(3) Zona instalasi pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dengan luas 31,79 (tiga puluh satu koma tujuh sembilan)

hektar, meliputi:
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(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

a. Instalasi pengolahan air limbah untuk industri pada Blok A.5 dengan
luas 0.01 (nol koma nol satu) hektar;

b. Instalasi pengolahan air limbah untuk industri pada Blok A.7 dengan
luas 16,49 (enam belas koma empat sembilan) hektar; dan

c. Instalasi pengolahan air limbah untuk kawasan perdagangan/jasa dan
kawasan permukiman pada Blok C.3 dengan luas 15,29 (lima belas
koma dua sembilan).

Zona pergudangan (PL-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

berada di Blok A.8 dengan luas 83,73 (delapan puluh tiga koma tujuh

tiga) hektar.

BAB V
PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33

Rencana penetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, merupakan upaya dalam
oprasionalisasi rencana tata ruang yang diwujudkan kedalam rencana
penanganan sub BWP yang diprioritaskan.

Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya, sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), terdiri atas:

a. lokasi; dan

b. tema penanganan.

Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya merupakan dasar

penyusunan RTBL yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penetapan Lokasi dan Tema Penanganan

Pasal 34

Lokasi Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, meliputi:
a. Kawasan Peruntukan Industri Seradang yang berada di Sub BWP A;

dan
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b. Kawasan campuran perumahan, perdagangan/jasa, dan perkantoran

di Sub BWP A.
(2) Tema penanganan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, meliputi:

a. Kawasan Peruntukan Industri Seradang dengan tema penanganan
pembangunan prasarana, sarana, dan blok/kawasan; dan

b. Kawasan campuran perumahan, perdagangan/jasa, dan perkantoran
dengan tema pembangunan dan perbaikan prasarana, sarana, dan

blok/kawasan.

Pasal 35

Rencana penetapan Sub-BWP yang diprioritaskan penanganannya
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 36

(1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf e, merupakan acuan dalam mewujudkan, rencana jaringan
prasarana rencana pola ruang dan sub BWP yang diprioritaskan sesuai
dengan RDTR BWP Kawasan Peruntukan Industri Seradang.

(2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

a. program perwujudan;

b. lokasi;

c. sumber pendanaan;

d. instansi pelaksanaan; dan

e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

(3) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
meliputi:

a. program perwujudan rencana struktur ruang;

b. program perwujudan rencana pola ruang; dan
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(4)

(9)

(6)

(7)

c. program perwujudan penetapan sub BWP yang diprioritaskan
penangannya.
Lokasi pemanfataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
terdapat di BWP Kawasan Peruntukan Industri Seradang.
Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri
atas:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD); dan
c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Instansi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d
terdiri dari:
a.Pemerintah Pusat;
b.Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
c.Pemerintah Kabupaten Tabalong;
d.Swasta; dan
e.Masyarakat.
Waktu dan tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf e merupakan program yang direncanakan dalam kurun waktu
perencanaan yang dirinci setiap S (lima) tahunan yang terdiri atas:
a. Tahap pertama pada periode 2021-2026;
b. Tahap kedua pada periode 2027-2031;
c. Tahap ketiga pada periode 2032-2036; dan
d. Tahap keempat pada periode 2037-2041.
Pasal 37

Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)

disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan

dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38
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(1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, disusun
sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang serta berdasarkan
rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang.

(2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Aturan Dasar (materi wajib); dan
b. Teknik pengaturan zonasi.
(3) Peraturan zonasi berfungsi sebagai:
a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
b.acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, termasuk di
dalamnya dan pemanfaatan ruang di bawah tanabh;
c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan

penetapan lokasi investasi.

Bagian Kedua

Aturan Dasar

Pasal 39
Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 pada ayat (2) huruf a
meliputi:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;

o

. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;

ketentuan tata bangunan;

o o

. ketentuan prasarana dan sarana minimal;

ketentuan khusus;

-0

standar teknis; dan

g. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 1

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 40

(1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 huruf a, terdiri atas:
a. Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang zona lindung;
dan

b. Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang zona budidaya;
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(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi:
a. Kegiatan diizinkan dengan kode I;
b. Kegiatan diizinkan secara terbatas dengan kode T;
c. Kegiatan diizinkan secara bersyarat dengan kode B; dan
d. Kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.
(3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang untuk Zona Lindung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. zona sekitar danau dan waduk (DW);
b. zona hutan kota (RTH-1);
c. zona taman kota (RTH-2);
d. zona taman kecamatan (RTH-3); dan
e. zona pemakaman (RTH-7).
(4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang untuk zona budidaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. zona rumah kepadatan tinggi (R-2);

o

.zona rumah kepadatan sedang (R-3);

. zona rumah kepadatan rendah (R-4);

Qo O

. zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1);
. zona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2);
zona perdagangan dan jasa skala Sub BWP (K-3);

. zona perkantoran (KT);

5 th O

.zona kawasan peruntukan industri (KPI);

zona sentra industri kecil dan menengah (SIKM);

[y

j- zona sarana pelayanan umum pendidikan skala kecamatan dengan
kode sub zona SPU-2;
k. zona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1);
l. zona sarana pelayanan umum kecamatan dengan (SPU-2);
m. zona sarana pelayanan umum desa (SPU-3);
n.zona perumahan dan perdagangan/jasa (C-1);

. zona perumahan dan perkantoran (C-2);

O

. zona perumahan, perdagangan/jasa, dan perkantoran (C-3);

. zona pembangkit tenaga listrik (PTL);

00 T

zona instalasi air minum (PL-3);

/2]

. zona instalasi air limbah (PL-4); dan

t. zona pergudangan (PL-6).
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(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(1)

Pasal 41

Kegiatan diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf
a, merupakan kegiatan yang sesuai dengan peruntukan ruang yang
direncanakan, tidak ada peninjauan atau pembahasan atau tindakan

lain terhadap pemanfaatan tersebut.

Pasal 42

Kegiatan diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat
(2) huruf b, merupakan kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas
berdasarkan:

a. pembatasan jumlah kegiatan;

b. pembatasan pengoperasian; dan

c. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang.
Pembatasan jumlah kegiatan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf
a, diatur dengan pembatasan jumlah sehingga tidak melebihi 10%
(sepuluh persen) dari persentase peruntukan zona.
Pembatasan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
berupa pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam
subzona.
Pembatasan intensitas ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
meliputi:

a. pembatasan KDB;

b. pembatasan KLB;

c. pembatasan KDH;

d. pembatasan jarak bebas sempadan bangunan; dan/atau

e. pembatasan ketinggian bangunan.
Pembatasan jumlah kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a berlaku jika kegiatan pemanfaatan yang diusulkan telah ada serta
mampu melayani dan belum memerlukan tambahan maka pemanfaatan
tersebut tidak Dboleh diijinkan atau diijjinkan terbatas dengan

pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 43

Kegiatan yang diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
40 ayat (2) huruf c, adalah kegiatan yang dilakukan berdasarkan

persyaratan umum dan persyaratan khusus.
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(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penyusunan dokumen AMDAL;
b. penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya
Pemantauan Lingkungan (UPL);
c. penyusunan Analisis Dampak Lalu-lintas (ANDALIN);
d. pengenaan biaya dampak pembangunan (development impact fee);
dan/atau
e. aturan disinsentif lainnya.
(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa

persetujuan dari tetangga sekitarnya/ketua RT dan lain sebagainya.

Pasal 44

Kegiatan tidak diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2)
huruf d, merupakan kegiatan yang tidak diperbolehkan karena sifatnya tidak
sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat

menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
Pasal 45

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 46

(1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 huruf b adalah ketentuan mengenai besaran pembangunan
yang diperbolehkan pada suatu zona yang meliputi:

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum;
b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) minimum dan maksimum; dan
c. Koefisien Daerah Hijau (KDH) minimum.

(2) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat
pengisian atau peresapan air, kapasitas drainase, dan jenis penggunaan
lahan dan dinyatakan dalam satuan persentase, misalnya di sebuah zona

dengan KDB 60% (enam puluh persen), maka properti yang dapat
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(3)

(1)

(2)

(3)

dibangun luasnya tidak lebih dari 60% (enam puluh persen) dari luas
lahan.

Koefisien Lantai Bangunan (KLB) minimum dan maksimum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan mempertimbangkan
harga lahan, ketersediaan dan tingkat pelayanan prasarana, dampak
atau kebutuhan terhadap prasarana tambahan, serta ekonomi, sosial
dan pembiayaan.

Koefisien Daerah Hijau (KDH) minimum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian
atau peresapan air dan kapasitas drainase dan dinyatakan dalam satuan
persentase, misalnya di sebuah zona dengan KDH 20% (dua puluh
persen).

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 47

Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c
terdiri atas:
a. Garis Sempadan Bangunan (GSB) minimum;
b. Ketinggian Bangunan (TB) maksimum;
c. jarak bebas antar bangunan minimal; dan
d. tampilan bangunan.
Garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
ditetapkan pada zona dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Jalan Arteri Primer, GSB minimal 11,5 (sebelas koma lima) meter;
b. Jalan Kolektor Primer, GSB minimal 10 (sepuluh) meter;
c. Jalan Lokal, GSB minimal 8 (delapan) meter; dan
d. Jalan Lingkungan, minimal 7,5 m (tujuh koma lima) meter.
Ketinggian bangunan maksimum sebagimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b ditetapkan pada zona dengan ketentuan sebagai berikut:
a. zona sekitar danau dan waduk dengan ketinggian bangunan maksimal

4 (empat) meter;
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.zona hutan kota dengan ketinggian bangunan maksimal 4 (empat)
meter;

. zona taman kota dengan ketinggian bangunan maksimal 4 (empat)
meter;

. zona taman kecamatan dengan ketinggian bangunan maksimal 4 (empat)
meter;

. zona pemakaman dengan ketinggian bangunan maksimal 4 (empat)
meter;

. zona rumah kepadatan tinggi dengan ketinggian bangunan maksimal
24 (dua puluh empat) meter;

. zona rumah kepadatan sedang dengan ketinggian bangunan maksimal
12 (dua belas) meter;

.zona rumah kepadatan rendah dengan ketinggian bangunan maksimal

8 (delapan) meter;

i. zona perdagangan dan jasa skala kota dengan ketinggian bangunan

maksimal 24 (dua puluh empat) meter;

j. zona perdagangan dan jasa skala BWP dengan ketinggian bangunan

maksimal 12 (dua belas) meter;

.zona perdagangan dan jasa skala Sub BWP dengan ketinggian
bangunan maksimal 8 (delapan) meter;

. zona perkantoran dengan ketinggian bangunan maksimal 20 (dua
puluh) meter;

. zona kawasan peruntukan industri dengan ketinggian bangunan
maksimal 12 (dua belas) meter;

zona sentra industri kecil dan menengah dengan ketinggian bangunan
maksimal 12 (dua belas) meter;

. zona sarana pelayanan umum skala kota dengan ketinggian bangunan
maksimal 12 (dua belas) meter;

.zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan ketinggian
bangunan maksimal 12 (dua belas) meter;

.zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan ketinggian
bangunan maksimal 12 (dua belas) meter;

. zona perumahan dan perdagangan/jasa dengan ketinggian bangunan
maksimal 32 (tiga puluh dua) meter;

.zona perumahan dan perkantoran dengan ketinggian bangunan

maksimal 32 (tiga puluh dua) meter;
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(4)

t. zona perumahan, perdagangan/jasa, dan perkantoran dengan
ketinggian bangunan maksimal 32 (tiga puluh dua) meter;

u.zona instalasi air minum dengan ketinggian bangunan maksimal 8
(delapan) meter;

v. zona instalasi air limbah dengan ketinggian bangunan maksimal 8
(delapan) meter;

w.zona pergudangan dengan ketinggian bangunan maksimal 12 (dua
belas) meter; dan

xX. zona pembangkit tenaga listrik dengan ketinggian bangunan maksimal
4 (empat) meter.

Jarak bebas antar bangunan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c ditetapkan pada zona dengan ketentuan sebagai berikut:

a. zona sekitar danau dan waduk dengan jarak bebas bangunan minimal
3 (tiga) meter;

b. zona hutan kota dengan jarak bebas bangunan minimal 3 (tiga) meter;

c. zona taman kota dengan jarak bebas bangunan minimal 3 (tiga) meter;

d. zona taman kecamatan dengan jarak bebas bangunan minimal 3 (tiga)
meter;

e. zona pemakaman dengan jarak bebas bangunan minimal 3 (tiga)
meter;

f. zona rumah kepadatan tinggi dengan jarak bebas bangunan minimal
11 (sebelas) meter;

g. zona rumah kepadatan sedang dengan jarak bebas bangunan minimal
5 (lima) meter;

h. zona rumah kepadatan rendah dengan jarak bebas bangunan minimal
3 (tiga) meter;

i. zona perdagangan dan jasa skala kota dengan jarak bebas bangunan
minimal 11 (sebelas) meter;

j- zona perdagangan dan jasa skala BWP dengan jarak bebas bangunan
minimal S (lima) meter;

k. zona perdagangan dan jasa skala Sub BWP dengan jarak bebas
bangunan minimal 3 (tiga) meter;

l. zona perkantoran dengan jarak bebas bangunan minimal 9 (sembilan)

meter;

m. zona kawasan peruntukan industri dengan jarak bebas bangunan

minimal 5 (lima) meter;
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n.zona sentra industri kecil dan menengah dengan jarak bebas
bangunan minimal 5 (lima) meter;

0. zona sarana pelayanan umum skala kota dengan jarak bebas
bangunan minimal 5 (lima) meter;

p. zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan jarak bebas
bangunan minimal 5 (lima) meter;

gq. zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan jarak bebas
bangunan minimal 3 (tiga) meter;

r. zona perumahan dan perdagangan/jasa dengan jarak bebas bangunan
minimal 17 (tujuh belas) meter;

s. zona perumahan dan perkantoran dengan jarak bebas bangunan
minimal 17 (tujuh belas) meter;

t. zona perumahan, perdagangan/jasa, dan perkantoran dengan jarak
bebas bangunan minimal 17 (tujuh belas) meter;

u.zona instalasi air minum dengan jarak bebas bangunan minimal 3
(tiga) meter;

v. zona instalasi air limbah dengan jarak bebas bangunan minimal 3
(tiga) meter;

w.zona pergudangan dengan jarak bebas bangunan minimal S5 (lima)
meter; dan

x. zona pembangkit tenaga listrik dengan jarak bebas bangunan minimal
3 (tiga) meter.

(5) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 48

Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 huruf d, meliputi:
a. Zona ruang terbuka hijau (RTH) dengan ketentuan prasarana dan sarana
minimal sebagai berikut:
1. Jaringan jalan;
2. Prasarana parkir;
3. Aksesibilitas untuk difabel;

4. Jalur pedestrian;
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5. Jalur sepeda;

6. Jaringan listrik; dan

7.Jaringan telekomunikasi.

. Zona perumahan (R) dengan ketentuan prasarana dan sarana minimal
sebagai berikut:

1. Jaringan jalan utama dan jalan lingkungan;

2. Jaringan air bersih;

3. Sistem persampahan;

4. Jaringan drainase;

5. Jaringan listrik; dan

6. Jaringan telekomunikasi.

. Zona perdagangan dan jasa (K) dengan ketentuan prasarana dan sarana
minimal sebagai berikut:

.Jaringan jalan utama dan jalan lingkungan;

.Jalur pedestrian;

.Jaringan air bersih;

.Jaringan listrik;

. Sistem persampahan;

.Jaringan drainase; dan

N O o WO N =

.Jaringan telekomunikasi.

. Zona perkantoran (KT) dengan ketentuan prasarana dan sarana minimal
sebagai berikut:

.Jaringan jalan utama dan jalan lingkungan;

.Jalur pedestrian;

.Jaringan air bersih;

.Jaringan listrik;

. Sistem persampahan;

.Jaringan drainase; dan

N O o AW N -

.Jaringan telekomunikasi.

. Zona sarana pelayanan umum (SPU) dengan ketentuan prasarana dan
sarana minimal sebagai berikut:

1. Jaringan jalan utama;

2. Jalur pedestrian;

3. Jaringan air bersih;

4. Jaringan listrik;

5. Sistem persampahan;

6. Jaringan drainase; dan
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7.Jaringan telekomunikasi.

. Zona kawasan peruntukan industri (KPI) dengan ketentuan prasarana
dan sarana minimal sebagai berikut:

.Jaringan jalan utama dan jalan lingkungan;

.Jalur pedestrian;

.Jaringan air bersih;

.Jaringan listrik;

. Sistem persampahan;

.Jaringan drainase;

. Jaringan telekomunikasi; dan

0o N 6o u b~ W N

.Jaringan dan instalasi pengolahan air limbah.

. Zona campuran (C) dengan ketentuan prasarana dan sarana minimal
sebagai berikut:

.Jaringan jalan utama dan jalan lingkungan;

.Jalur pedestrian;

.Jaringan air bersih;

.Jaringan listrik;

. Sistem persampahan;

.Jaringan drainase; dan

N O o WO N =

.Jaringan telekomunikasi.

.Zona pembangkit tenaga listrik (PTL) dengan ketentuan prasarana dan
sarana minimal sebagai berikut:

1. Jaringan jalan utama;

2. Jaringan air bersih;

3. Jaringan listrik; dan

4. Jaringan telekomunikasi.

i. Zona lainnya (PL) dengan ketentuan prasarana dan sarana minimal

sebagai berikut:

.Jaringan jalan utama dan jalan lingkungan;
.Jalur pedestrian;

.Jaringan air bersih;

.Jaringan listrik;

. Sistem persampahan;

.Jaringan drainase;

.Jaringan telekomunikasi; dan

o N O o WN

.Jaringan dan instalasi pengolahan air limbah
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Pasal 49

Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 48, tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(1)

(2)

(1)

(2)

Paragraf 5

Ketentuan Khusus

Pasal 50

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e
merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki
fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan
karakteristik zona dan kegiatannya.

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
ketentuan khusus pada tempat evakuasi sementara (TES) dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. ketersediaan areal/ruang terbuka yang cukup memadai;

b. cukup terlindung dari jangkauan bahaya langsung atau tidak langsung
dari bencana;

c. ketersediaan tempat naungan/ ruang sementara terutama bagi
kelompok rentan (lansia, bayi, ibu hamil, difabel);

d. adanya kemudahan akses mobilisasi (perpindahan kelokasi yang lebih
aman) secara cepat;

e. ketersediaan sarana komunikasi memadai yang terhubung dengan
struktur organisasi kedaruratan;

f. ketersediaan sarana pertolongan pertama (emergency kits);

g. ketersediaan peta jalur evakuasi yang mudah dibaca dan dipahami
secara cepat; dan

h. penyediaan rambu tempat evakuasi.

Paragraf 6
Standar Teknis

Pasal 51

Standar teknis pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
39 huruf f, meliputi:

a. Standar kebutuhan utilitas; dan

b. Standar sarana pendukung.

Standar kebutuhan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri dari:
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(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

a. Air bersih;

b. Persampahan;

c. Air limbah;

d. Drainase;

e. Listrik; dan

f. Telepon.

Standar sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari:

a. Fasilitas Peribadatan;

b. Fasilitas Pendidikan;

c. Fasilitas Kesehatan;

d. Fasilitas Perdagangan dan Jasa,;
e. Fasilitas Olahraga; dan

f. Fasilitas RTH.

Paragraf 7
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 52

Ketentuan pelaksanaan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 huruf g merupakan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan
penerapan RDTR dan PZ.

Ketentuan pelaksanaan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.

Pasal 53

Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52 ayat (2) merupakan ketentuan yang memberikan insentif
bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata
ruang dan memberikan positif bagi masyarakat, serta yang memberikan
disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan
rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.
Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:

a. bentuk insentif dan disinsentif;

b. kriteria insentif dan disinsentif;

c. jenis kegiatan yang diberikan insentif dan disinsentif; dan

d. tata cara pemberian insentif dan disinsentif.
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Pasal 54

Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat

(2), meliputi:

a. Bentuk insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a,
sebagai berikut:

1. Pemberian kompensasi;

2. Kemudahan perizinan;

3. Penyediaan prasarana dan sarana; dan

4. Penghargaan.

b. Kriteria insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b,
terdiri atas:

1. Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf a poin 1,
diberikan oleh pihak penerima manfaat jasa lingkungan hidup kepada
pihak penyedia jasa lingkungan hidup;

2. Kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud pada huruf a poin 2,
diberikan kepada pihak yang mewujudkan kegiatan pemanfaatan ruang
sesuai dengan zona peruntukan, intensitas pemanfaatan ruang, dan
tata bangunan yang ditetapkan;

3. Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada huruf a
poin 3, diberikan pada kawasan yang diarahkan untuk pengembangan
kawasan budidaya dan menjadi kawasan prioritas pengembangan; dan

4. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf a poin 4 diberikan
kepada pihak yang mendukung perwujudan fungsi sekitar
danau/waduk dan mampu melaksanakan pengendalian pemanfaatan
ruang.

c. Jenis kegiatan yang diberikan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal

53 ayat (2) huruf c, sebagai berikut:

1. Kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf a poin 1 diberikan
apabila jenis kegiatan bersifat mendukung penghijauan dan kegiatan
yang Dbersifat pelestarian lingkungan lainnya di zona sekitar
danau/waduk (DW) dan zona ruang terbuka hijau (RTH);

2. Kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud pada huruf a poin 2
diberikan apabila jenis kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan yang
diizinkan, tanpa adanya persyaratan khusus (terbatas dan bersyarat)
dalam peraturan zonasi di semua zona dalam BWP Kawasan

Peruntukan Industri Seradang;
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3.

Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada huruf a
poin 3 diberikan apabila jenis kegiatan mendukung pembangunan
kawasan budidaya dan kawasan prioritas di zona perdagangan dan jasa
(K), zona kawasan peruntukan industri (KPI), dan zona perumahan (R);

dan

4. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf a poin 4 diberikan

apabila jenis kegiatan bertujuan untuk melestarikan fungsi sekitar

danau/waduk di zona sekitar danau/waduk (DW).

d. Tata cara pemberikan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat

(2) huruf d dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat dan

dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 55

Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53

ayat (2), meliputi:

a.

Bentuk disinsentif s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf

a, sebagai berikut:

1.

Kewajiban membayar kompensasi;

2. Persyaratan khusus perizinan;

3. Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan

4. Pemberian status tertentu.

. Kriteria disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf

b, sebagai berikut:

1.

Kewajiban membayar kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf a
poin 1 diberikan kepada pihak yang melakukan kegiatan pemanfaatan
ruang tidak sesuai dengan zona peruntukan, ketentuan batasan
tertentu (T), ketentuan bersyarat (B), intensitas pemanfaatan ruang, dan
tata bangunan serta kegiatan yang diizinkan (I) namun menimbulkan

dampak negatif terhadap fungsi zona dan lingkungan sekitar;

. Persyaratan khusus perizinan sebagaimana dimaksud pada huruf a

point 2 diberikan kepada pihak yang melakukan kegiatan pemanfaatan

ruang dengan batasan tertentu (T) dan bersyarat tertentu (B);

. Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud

pada huruf a poin 3 diberikan kepada pihak yang melakukan kegiatan
pemanfaatan ruang yang dilarang (X) sesuai dengan ketentuan kegiatan

dan penggunaan lahan; dan
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. Pemberian status tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a poin 4
diberikan apabila kawasan memiliki tingkat kerawanan bencana
dan/atau masuk ke dalam zona pertampalan yang diatur pada teknik

pengaturan zonasi.

c. Jenis kegiatan yang diberikan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 53 ayat (2) huruf c, sebagai berikut:

1.

Kewajiban membayar kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf a
poin 1 diberikan apabila jenis kegiatan menimbulkan eksternalitas
negatif, kegiatan yang mencemari lingkungan, dan kegiatan yang tidak
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di semua zona BWP Kawasan

Peruntukan Industri Seradang;

. Persyaratan khusus perizinan sebagaimana dimaksud pada huruf a
poin 2 diberikan apabila jenis kegiatan pada ketentuan kegiatan dan
penggunaan lahan bersifat terbatas (T) atau bersyarat (B) di semua zona
BWP Kawasan Peruntukan Industri Seradang;

. Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud
pada huruf a poin 3 diberikan apabila jenis kegiatan merupakan jenis
kegiatan yang tidak diizinkan (X) d i zona lindung dan kegiatan
terbangun yang tidak memiliki izin pemanfaatan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku; dan

. Pemberian status tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a poin 4

diberikan apabila jenis kegiatan berada pada zona yang memiliki teknik

pengaturan zonasi khusus.

d. Tata cara pemberikan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat

(2) huruf d dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat

dan dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

(1)

(2)

BAB VIII
KETENTUAN PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 56

Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g
merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin
pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai

dengan kewenangannya.
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(3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

(1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kawasan
Peruntukan Industri Seradang, terdiri atas:
a. izin prinsip;
b. izin lokasi;
c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
d. izin mendirikan bangunan; dan
e. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Mekanisme perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat
Pasal 58

Dalam penataan ruang BWP, setiap orang berhak untuk:

a. mengetahui RDTR dan Peraturan Zonasi;

b. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai
akibat dari penataan ruang;

c. memperoleh insentif atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat
pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata
ruang;

d. insentif sebagaimana dimaksud huruf c diberikan kepada pemegang hak
atas tanah yang secara sukarela melakukan penyesuaian penggunaan
tanah;

e. mengajukan beberapa keberatan kepada pejabat berwenang terhadap
pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di
wilayahnya;

f. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan
yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;
dan

g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat/Pemerintah
Daerah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang

tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.
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Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 59

Dalam pemanfaatan ruang BWP, setiap orang wajib:

a. menaati RDTR dan Peraturan Zonasi yang telah ditetapkan;

b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat
yang berwenang;

c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan
ruang; dan

d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan

perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 60
(1) Peran masyarakat dalam penataan ruang BWP dilakukan pada tahap:
a. perencanaan tata ruang;
b. pemanfaatan ruang; dan
c. pengendalian pemanfaatan ruang.
(2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa :
a. masukan mengenai:
1. persiapan penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi;
2. penentuan arah pengembangan BWP;
3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan BWP;
4. perumusan konsepsi RDTR dan Peraturan Zonasi; dan/atau
S. penetapan RDTR dan Peraturan Zonasi.
b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama
unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
(3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa :
a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama

unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
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(4)

(1)

(2)

(3)

c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan
RDTR dan Peraturan Zonasi yang telah ditetapkan,;

d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan
ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi
dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan;

e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta
memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup
dan sumber daya alam; dan

f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, dapat berupa :

a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan,
pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;

b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RDTR
dan Peraturan Zonasi yang telah ditetapkan,;

c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam
hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan
pemanfaatan ruang yang melanggar RDTR dan Peraturan Zonasi yang
telah ditetapkan; dan

d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang
terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RDTR dan

Peraturan Zonasi.

BAB X
KELEMBAGAAN

Pasal 61

Lembaga yang dapat melakukan amandemen RDTR dan Peraturan
Zonasi adalah DPRD Kabupaten Tabalong atau Pemerintah Daerah.
Lembaga yang melaksanakan RDTR dan Peraturan Zonasi, meliputi:

a. lembaga pengambil keputusan;

b. lembaga pembuat rekomendasi;

c. lembaga pengendalian pemanfaatan ruang; dan

d. lembaga pengawasan pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Lembaga Pengambil Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a adalah Bupati, yang bertugas:
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(4)

(7)

(8)

a. mengambil keputusan terhadap hasil perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan

b. membina dan mengevaluasi penyelenggaraan penataan ruang sesuai
RDTR dan Peraturan Zonasi.

Lembaga Pembuat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b adalah Lembaga Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah

Kabupaten, yang bertugas:

a. membuat rekomendasi terhadap penyelenggaraan RDTR dan Peraturan
Zonasi kepada Bupati;

b. membuat rekomendasi terkait kerjasama antar sektor/antar daerah
bidang Penataan Ruang kepada Bupati; dan

c. menyebarluaskan informasi kebijakan RDTR dan Peraturan Zonasi
kepada masyarakat.

Lembaga Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf c adalah instansi yang bertugas:

a. menerbitkan perizinan yang menyangkut pemanfaatan ruang sesuai
dengan peraturan zonasi;

b. menetapkan insentif dan disinsentif; dan

c. menetapkan sanksi.

Lembaga Pengawasan Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana

dimaksud pada ayat (2 ) huruf d adalah instansi yang bertugas antara

lain:

a. melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemanfaatan ruang;

b. menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan pemanfaatan
ruang; dan

c. melakukan penertiban pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk Tim

Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Ketentuan lebih lanjut terkait lembaga yang melaksanakan RDTR dan

Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta tata cara

pelaksanaan tugas lembaga diatur melalui Peraturan Bupati dan/atau

Keputusan Bupati.

BAB XI
PENGAWASAN

Pasal 62
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(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(1)

(1)

Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan pengawasan terhadap
kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tindakan
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.

Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan
dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah

Daerah.

BAB XII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 63

Penyelesaian sengketa penataan ruang dilakukan secara musyawarah
untuk mufakat.

Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya
penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN SANKSI

Pasal 64

Ketentuan sanksi merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam

pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.

Pengenaan sanksi dilakukan terhadap:

a. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang
dan pola ruang;

b. pelanggaran peraturan zonasi;

c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan
berdasarkan rencana detail tata ruang;

d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang

diterbitkan berdasarkan rencana detail tata ruang;
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(1)

(2)

e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin
pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana detail tata
ruang;

f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang
oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
dan/atau

g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh melalui prosedur yang

tidak benar.

Pasal 65

Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2)
huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi
administratif berupa :

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan;

c. penghentian sementara pelayanan umum,;

d. penutupan lokasi,

e. pencabutan izin;

f. pembatalan izin;

g. pembongkaran bangunan;

h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau

i. denda administratif.

Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2)
huruf ¢ dikenakan sanksi administratif berupa :

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan,;

c. penghentian sementara pelayanan umum,;

d. penutupan lokasi;

. pembongkaran bangunan;

¢]

f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau

. denda administratif.

0Q

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 66
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(1)

(2)

(3)

Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, Pegawai
Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup
tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang
khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian
negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang
berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan
tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan
peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan
dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan
bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan
terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan
bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian

Negara Republik Indonesia.

(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

(6)

memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik pegawai
negeri sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian
Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat
Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pengangkatan pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta
proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah

ini dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

bidang penataan ruang.

(3)

(4)

(6)

(7)

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 68

RDTR BWP Kawasan Peruntukan Industri Seradang Kabupaten Tabalong

memiliki jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam

Peraturan Daerah dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima)

tahun.

Peninjauan kembali RDTR BWP Kawasan Peruntukan Industri Seradang

Kabupaten Tabalong dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5

(lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:

a. Bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan,;

b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-
undang; atau

c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-
undang.

Penetapan pelaksanaan peninjauan kembali RDTR BWP Kawasan

Peruntukan Industri Seradang Kabupaten Tabalong ditetapkan dengan

keputusan bupati.

Peninjauan kembali RDTR BWP Kawasan Peruntukan Industri Seradang

Kabupaten Tabalong dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangan yang berlaku.

Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang BWP Kawasan

Peruntukan Industri Seradang Kabupaten Tabalong Tahun 2021-2041

dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan

(2)

perundang-undangan yang berkaitan dengan perwujudan Rencana Detail

Tata Ruang ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan peraturan daerah

ini.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

a.lzin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai
dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan
masa berlakunya;

b.Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai
dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:

1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut
disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah
ini;

2. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan
penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan
perundang-undangan;

3. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak
memungkinkan  untuk  dilakukan penyesuaian dengan fungsi
kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah
diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul
sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan
penggantian yang layak dengan bentuk sesuai peraturan
perundang-undangan; dan

4. Penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka “3”,
dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:

- memperhatikan harga pasaran setempat;
- sesuai dengan NJOP; atau
- menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

c. Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai
Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan
Daerah ini;

d. Pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan

sebagai berikut:
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1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini,
pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan
disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;dan

2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipercepat
untuk mendapatkan izin.

(3) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong tentang Rencana Detail Tata
Ruang Kawasan Peruntukkan Industri Seradang Tahun 2021 - 2041
dilengkapi dengan Materi Teknis dan Album Peta yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal

Diundangkan d1 TanJung
al

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (1-43/2021)
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERUNTUKKAN INDUSTRI
SERADANG KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021-2041

[I. UMUM
Untuk mempercepat pelaksanaan berusaha di Indonesia, Pemerintah pada
tanggal 21 Juni 2018 telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 24
Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik melalui penyederhanaan regulasi dan mempermudah birokrasi
perizinan dengan menyatukan pengajuan, proses, dan pengeluaran
perizinan berusaha melalui sistem pengelolaan perizinan terpadu secara
elektronik atau Online Single Submission (OSS). Setelah investor/pelaku
usaha mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perizinan dasar,
perizinan berusaha/investasi kemudian harus memenuhi perizinan
lingkungan dan standar bangunan, yaitu izin yang diperlukan untuk
melakukan kegiatan usaha yang sesuai dengan ketentuan tata ruang dan
lingkungan hidup dan kesesuaian dengan standar bangunan yang
ditentukan serta kelayakan fungsi bangunan.
Bagi daerah yang belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR),
investor atau pelaku usaha diwajibkan mengajukan Izin Lokasi melalui
Sistem OSS. Sedangkan bagi wilayah yang telah memiliki RDTR atau berada
dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Kawasan
Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas (KPBPB), tidak memerlukan Izin Lokasi dalam melakukan
kegiatan berusaha.
Online Single Submission (OSS) adalah Aplikasi yang memberikan
kemudahan berinvestasi melalui penerapan sistem perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik. Di mana format OSS sebagai berikut:
1. Pengajuan usaha/investasi akan diverifikasi secara online menggunakan
data yang terkoneksi dengan system informasi dari setiap instansi
pemerintah yang bertanggungjawab;
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2. Dengan demikian, pelaku usaha dapat mengajukan izin berinvestasi
secara mandiri melalui website OSS, atau dengan datang ke Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP); dan

3. OSS sebagai system pendukung yang mengurai keterbatasan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang meliputi:

a. PTSP diisi dan dikelola oleh instansi daerah, sehingga izin yang
dikeluarkan PTSP sebatas yang menjadi wewenang daerah. Terdapat
beberapa izin yang hanya dikeluarkan oleh pemerintah pusat; dan

b. Ego sektoral antar instansi dibeberapa daerah masih tinggi, sehingga
menyebabkan pengurusan perizinan tidak bisa diselesaikan
seluruhnya PTSP.

Oleh karena itu, penyelesaian RDTR menjadi sangat signifikan dalam

membantu realisasi investasi karena bisa mempersingkat waktu izin

pemanfaatan lahan. Namun demikian, baru sebagian kecil kabupaten/kota

yang saat ini memiliki Peraturan Daerah tentang RRTR dari 508

kabupaten/kota seluruh Indonesia. Program percepatan pembangunan

terancam stagnan karena investor butuh tambahan waktu untuk
mendapatkan Izin Lokasi sebelum dapat memanfaatkan lahannya.

Untuk itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN akan mempercepat

penyusunan RDTR sebagai dasar perizinan pemanfaatan ruang dengan

mengutamakan kabupaten dan kota tujuan investasi dalam mendukung
kemudahan berusaha melalui pelaksanaan perizinan investasi terpadu
secara daring atau OSS. Salah satu kabupaten/kota yang akan disusun
rencana rinci tata ruangnya adalah Kabupaten Tabalong, Provinsi

Kalimantan Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Kawasan Industri yang berbasis “eco-spasial’ mengandung makna;

Conserving energy: meminimalkan penggunaan bahan bakar atau
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energi listrik dengan memaksimalkan energi alam disekitar lokasi;
Working with climate: mendesain berdasarkan iklim sekitar dan sumber
energi yang ada; Minimizing new resources: mengoptimalkan kebutuhan
sumberdaya alam yang baru, agar dapat digunakan di masa
mendatang; Respect for site: tidak berdampak negatif terhadap
lingkungan sekitar; Respect for user: merespon keadaan tapak sekitar;
Holism: menerapkan prinsip green architecture sesuai kebutuhan.
Selain itu juga memperhatikan; Sculpting with light:penggunaan bahan
bangunan yang dapat mengurangi efek kerusakan lingkungan; Energy
matter-pemanfaatan energi alam yang dimanfaatkan secara optimal;
Making connection: mampu membuat orang nyaman berada dalam
bangunan dan ada interaksi ruang; Urban responses: mampu
berinteraksi dengan bangunan sekitar; Civic symbolism: ekspresi
bangunan membentuk suatu nilai progresif yaitu pembaharuan suatu
Kawasan; Structural expression: dipilih sistem dan material yang

mendukung dengan kejujuran struktur.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Rencana jalur pejalan kaki harus ditegaskan dalam rangka

memberikan perlindungan terhadap keberadaan para pejalan kaki.

Pasal 9

Rencana jalur sepedaharus ditegaskan dalam rangka memberikan

perlindungan terhadap keberadaan para sepeda.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14
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Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1) Apabila terdapat perencanaan yang lebih mendetail terkait

perencanaan jaringan air minum , maka ditetapkan dalam
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya
disingkat RTBL/Masterplan.

Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas
Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (6) Cukup Jelas

)
)
)
Ayat (5) Cukup Jelas
)
)

Ayat (7) Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan :

a. Saluran Primer adalah drainase yang berupa akhir dari

pembuangan air limpasan di perkotaan, bisa berupa kali atau
sungai;

.Saluran sekunder adalah saluran drainase yang

menghubungkan antara drainase tersier dengan saluran
drainase primer dan lebih besar dari ukuran saluran drainase
tersier; dan

. Saluran tersier adalah saluran drainase yang berada pada lokasi

permukiman, perdagangan, perkantoran, dan lainnya yang
merupakan tangkapan air limpasan yang berasal dari atap
maupun jalan.

Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas
Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas
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Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Ruang Terbuka Hijau (RTH) harus ditegaskan untuk memenuhi
kebutuhan RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas
wilayah perencanaan.
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Subzona sarana pelayanan umum harus ditegaskan dalam rangka
memberikan perlindungan terhadap keberadaan pelayanan umum yang
sudah ada.
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
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Cukup Jelas
Pasal 39

Cukup Jelas
Pasal 40

Cukup Jelas
Pasal 41

Cukup Jelas
Pasal 42

Cukup Jelas
Pasal 43

Cukup Jelas
Pasal 44

Cukup Jelas
Pasal 45

Cukup Jelas
Pasal 46

Cukup Jelas
Pasal 47

Cukup Jelas
Pasal 48

Cukup Jelas
Pasal 49

Cukup Jelas
Pasal 50

Cukup Jelas
Pasal 51

Cukup Jelas
Pasal 52

Cukup Jelas
Pasal 53

Cukup Jelas
Pasal 54

Cukup Jelas
Pasal 55

Cukup Jelas
Pasal 56

Cukup Jelas
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Pasal 57

Cukup Jelas
Pasal 58

Cukup Jelas
Pasal 59

Cukup Jelas
Pasal 60

Cukup Jelas
Pasal 61

Cukup Jelas
Pasal 62

Cukup Jelas
Pasal 63

Cukup Jelas
Pasal 64

Cukup Jelas
Pasal 65

Cukup Jelas
Pasal 66

Cukup Jelas
Pasal 67

Cukup Jelas
Pasal 68

Cukup Jelas
Pasal 69

Cukup Jelas
Pasal 70

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR...
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LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERUNTUKAN INDUSTRI SERADANG
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021-2041

PETA PEMBAGIAN SBWP DAN BLOK
KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI SERADANG
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 01 TAHUN 2021
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
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PROGRAM

KEGIATAN

PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG

LOKASI

PROGRAM PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI SERADANG

WAKTU PELAKSANAAN
2021- | 2027- | 2032- | 2037-
2026 2031 | 2036 | 2041

SUMBER DANA

INSTANSI PELAKSANA

1.

Rencana Pengembangan
Pusat Pelayanan

a. Perwujudan pusat pelayanan
perkotaan

e BANTUAN
PUSAT

1.

Pengembangan dan
Pemantapan Pusat Pelayanan
Perkotaan

Blok B.7, Blok B.8, Blok B.10,
Blok B.11

e APBD
KABUPATEN
TABALONG

Pembangunan kawasan
perdagangan dan jasa
(Central Business District)

Blok B.9

e INVESTOR

Pembangunan Sarana
Perlayanan Umum

Blok B.11

Penyediaan Ruang Terbuka
Hijau

Blok B.10

Kajian pengembangan
kawasan pusat perdagangan
dan jasa (Central Business
District)

Sub BWP B

b. Perwujudan sub pusat pelayanan
perkotaan

1.

Kajian.Masterplan
Pengembangan Kawasan
Peruntukan Industri Seradang

Sub BWP A

Pengembangan dan
pemantapan Pusat Pelayanan
Skala Sub BWP

Blok A.1, Blok C.2

3. Masterplan Pengembangan Sub BWP A
Infrastruktur terpadu Kawasan
Peruntukan Industri Seradang

2. Penyediaan Sarana Sub BWP A
Pelayanan Umum

3. Penyediaan Ruang Terbuka Sub BWP A

Hijau

BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

DINAS PEKERJAAN
UMUM & TATA
RUANG

DINAS
PERINDUSTRIAN &
PERDAGANGAN
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WAKTU PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN LOKASI 2021-  2027- ‘ 2032- | 2037- SUMBER DANA

INSTANSI PELAKSANA

2026 2031 | 2036 | 2041

4. Pembangunan Kawasan Blok A.1
Campuran untuk mendukung
fungsi Kawasan Industri

5. Kajian Pengembangan Sub BWP C

Kawasan Permukiman

. Perwujudan pusat lingkungan

1. Pengembangan dan
pemantapan Pusat Pelayanan
Skala Kelurahan/Desa

Blok A.1,B.5,B.9, C.1

2. Penyediaan Sarana
Pelayanan Umum

Blok A.1,B.5,B.9, C.1

3. Penyediaan Ruang Terbuka
Hijau

Blok A.1,B.5,B.9,C.1

2. Rencana Jaringan
Transportasi/Pergerakan

. Rencana Pengembangan

Jaringan Jalan

Pemeliharaan Jalan Arteri Primer 1. SBWP A: e BANTUAN e DINAS
(5.21 Km) a. Blok A2 (3.75 km) PUSAT PERHUBUNGAN
2. SBWPB: e APBD e DINAS PEKERJAAN
a. BlokB.1(1.46 km) KABUPATEN UMUM & TATA
TABALONG RUANG
e INVESTOR e BAPEDA
e SWASTA
Pembangunan Jalan Kolektor Blok B.10, Blok B.11, Blok e BANTUAN e DINAS
Primer (JKP-4) B.12, Blok B.13, Blok B.3, Blok PUSAT PERHUBUNGAN
«» Total Pengembangan Jalan | B.5, Blok B.7, Blok B.9, dan e APBD e DINAS PEKERJAAN
Kolektor (85,53 Km) Blok C.1 (41,24 km) KABUPATEN UMUM & TATA
TABALONG RUANG
e INVESTOR e BAPEDA
e SWASTA
Blok A.1, Blok A.10, Blok A.2, e BANTUAN e DINAS
Blok A.3, Blok A.6, Blok A.8, PUSAT PERHUBUNGAN
dan Blok A.9 (44,29 km) e APBD o DINAS PEKERJAAN
KABUPATEN UMUM & TATA
TABALONG RUANG
e INVESTOR e BAPEDA
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PROGRAM

WAKTU PELAKSANAAN

KEGIATAN LOKASI 2037- ‘ SUMBER DANA INSTANSI PELAKSANA
2041
e SWASTA
c. Pembangunan Jalan Lokal Primer | Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, e BANTUAN e DINAS
«+ Total Pengembangan Jalan | Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, PUSAT PERHUBUNGAN
Lokal (183,48 Km) Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, e APBD e DINAS PEKERJAAN
Blok B.10, Blok B.11, Blok KABUPATEN UMUM & TATA
B.12, Blok B.13, Blok C.1, Blok TABALONG RUANG
(103,32 km) e SWASTA
Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, e  BANTUAN e DINAS
Blok A4, Blok A.5, Blok A.6, PUSAT PERHUBUNGAN
Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, e APBD e DINAS PEKERJAAN
dan Blok A.10 (80,16 km) KABUPATEN UMUM & TATA
TABALONG RUANG
e INVESTOR e BAPEDA
e SWASTA
d. Pembangunan Jalan Lingkungan 1. SBWP A: e BANTUAN e DINAS
Primer 1. Blok A.2 (0,42 km) PUSAT PERHUBUNGAN
%+ Total Pengembangan Jalan 2. Blok A6 (3,16 km) e APBD e DINAS PEKERJAAN
Lingkungan (27,90 Km) 3. Blok A.8 (4,66 km) KABUPATEN UMUM & TATA
4. Blok A.9 (7,79 km) TABALONG RUANG
e INVESTOR e BAPEDA
e SWASTA
2. SBWP C: e  BANTUAN e DINAS
1. Blok C.1(8,32 km) PUSAT PERHUBUNGAN
2. Blok C.2 (2,37 km) e APBD o DINAS PEKERJAAN
3. Blok C.3 (0,38 km) KABUPATEN UMUM & TATA
4. Blok C.4 (0,80 km) TABALONG RUANG
e. Pembangunan Jalan Khusus Blok A.2 sepanjang 14,17 km e INVESTOR e BAPEDA
Industri ° SWASTA
B. Rencana Jalur Pejalan Kaki
Kawasan Peruntukan Industri
Seradang
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2026 | 2031 | 2036 | 2041
a. Pembangunan jalur pejalan 1.Blok B.9 dengan Panjang e BANTUAN e DINAS
kaki pada kawasan pusat 1,35 km PUSAT PERHUBUNGAN
Bisnis 2.Blok B.10 dengan Panjang e APBD e DINAS PEKERJAAN
. . 1,35 km . KABUPATEN UMUM & TATA
b. Pembangunan jalur pejalan 1. Blok C.1 dengan Panjang TABALONG RUANG
kaki kawasan permukiman 0,58 km
2. Blok C.2 dengan Panjang * INVESTOR : ECVZ\E;%
0,58 km

C. Pembangunan Jalur sepeda di 1.Blok B.1 (0,93 km)
BWP Industri Seradang (25,09 2.Blok B.5 (1,41 km)
km) 3.Blok B.7 (1,67 km)
4.Blok B.8 (0,49 km)
5.Blok B.9 (4,98 km)
6.Blok B.10 (3,88 km)
7.Blok B.11 (2,18 km)
8.Blok B.12 (0,49 km)
9.Blok B.13 (1,76 km)
10. Blok C.1 (4,37 km)
11. Blok C.2 (2,93 km)
D. Pembangunan dan penataan a. Pusat perdagangan:
ruang parkir + Pertokoan (SRP 100
M2 Luas Lantai efektif
->35-17,9)
+¢+ Pasar Swalayan (SRP
100 M2 Luas Lantai
efektif —>3,5-7,5)
+ Pasar (SRP 100 M2
Luas Lantai efektif —>
35-175)
b. Pusat Perkantoran
++ Pelayanan bukan
umum (SRP 100 M2
Luas Lantai efektif 1,5
-39)
+¢ Pelayanan umum
(SRP 100 M2 Luas
Lantai efektif 1,5 - 3,5)
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2027-
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2037-

SUMBER DANA

INSTANSI PELAKSANA

¢. Sekolah (0,7-1,0)

d. Hotel/Tempat Penginapan
(0,2-1,0)

€. Rumah Sakit (0,2-1,3)

2026

2031

2036

2041

3. Rencana Jaringan Energi/ Rencana pengembangan jaringan e BANTUAN e DINAS PEKERJAAN
Kelistrikan transmisi dan distribusi tenaga listrik di PUSAT UMUM & TATA
Kawasan Peruntukan Industri e APBD RUANG
Sera;iang : - ST T KABUPATEN e PIN
a. Pemembangunan Gardu Indu ok A.
(GI) 150.000 Volt e * SWASTA
b. Pembangunan Gardu Hubung Blok A.6
¢. Pembangunan Gardu Distribusi Blok A2,B.5&C.1
d. Pembangunan Jaringan Saluran Blok A.10
Udara Tinggi (SUTT)
e. Pembangunan Jaringan Saluran Semua jaringan jalan kolektor
Udara Tengangan Menengah dan lokal
(SUTM)
f. Pembangunan Jaringan Saluran Semua jaringan jalan
Udara Tegangan Rendah (SUTR) | lingkungan
4. Rencana Jaringan Rencana pengembangan jaringan e BANTUAN e DINAS PEKERJAAN
Telekomunikasi telekomunikasi di Kawasan PUSAT UMUM & TATA
Peruntukan Industri Seradang : e APBD RUANG
a. Pembangunan Jaringan Mikro = Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, KABUPATEN e DISKOMINFO
Digital Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6,
Blok A.8, Blok A.9, dan Blok N KVBQSL-?(;IF? * g&i‘;ﬁOR

A10

= Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3,
Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6,
Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9,
Blok B.10, Blok B.11, Blok
B.12, dan Blok B.13

= Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3,
dan Blok C.4

b. Pembangunan Jaringan Serat
Optik

= Blok A.1, Blok A.5, dan Blok
A10
= Blok B.1 dan Blok B.2
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INSTANSI PELAKSANA

c¢. Kajian Pengembangan kabel Fiber

Optik dan Pengembangan Stasiun

BWP Kawasan Peruntukan

Industri Seradang

Telepon Otomat (STO)
d. Pembangunan Base Transceiver Blok B.2
Station (BTS) terpadu.
5. Rencana Jaringan Distribusi | Rencana pengembangan jaringan pipa e BANTUAN e DINAS PEKERJAAN
Air Minum distribusi air minum di Kawasan PUSAT UMUM & TATA
Peruntukan Industri Seradang : e APBD RUANG
a. Masterplan Pengembangan Air BWP Kawasan Peruntukan KABUPATEN e PDAM TIRTA KAB.
Minum Kawasan Peruntukan Industri Seradang TABALONG TABALONG
industry Seradang e INVESTOR o SWASTA
b. Pembangunan Pipa transmisi air = Blok A1, Blok A.5, dan A.10
baku = Blok B.1 dan Blok B.2
¢. Pembangunan Instalasi = Blok B.2
Pengolahan Air (IPA)
d. Pembangunan Pipa Distribusi = Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3,
Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6,
Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9,
danA10
= Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3,
Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6,
Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9,
Blok B.10, Blok B.11, Blok
B.12 dan Blok B.13
= Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3,
dan Blok C4
6. Rencana Jaringan Rencana pengembangan jaringan e BANTUAN e DINAS PEKERJAAN
Pengolahan Air Limbah pengolahan air limbah di Kawasan PUSAT UMUM & TATA
Peruntukan Industri Seradang : e APBD RUANG
a. Masterplan IPAL terpadu (IPAL BWP Kawasan Peruntukan KABUPATEN e DINAS
Industri, IPAL rumah Tangga, Industri Seradang TABALONG LINGKUNGAN
IPLT) o INVESTOR HIDUP
b. Pembangunan Jaringan Pipa Tinja | = Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, e DINAS PERUMAHAN
Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, RAKYAT &
Blok A.7, Blok A.8, dan Blok PERTANAHAN

A9
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PROGRAM KEGIATAN LOKASI 2021-  2027- ‘ 2032- | 2037- SUMBER DANA INSTANSI PELAKSANA

2026 2031 | 2036 | 2041

= Blok B.3 e SWASTA

= Blok C.4

c. Pembangunan Jaringan Pipa Non
Tinja

= Blok A.1 dan Blok A.10

= Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3,
Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6,
Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9,
Blok B.10, Blok B.11, Blok
B.12, dan Blok B.13

= Blok C.1, Blok C.2, dan Blok

C.3
d. Pembangunan IPAL Kawasan Blok A.7
Peruntukan Industri Seradang
e. Pembangunan IPAL kawasan Blok C.3

perdagangan dan jasa

7. Rencana Tempat a. Masterplan Persampahan BWP Kawasan Peruntukan BANTUAN DINAS PEKERJAAN
Penampungan Sampah Industri Seradang PUSAT UMUM & TATA
Sementara b. Tempat Penampungan Sampah Blok C.3 APBD RUANG

Sementara KABUPATEN DINAS
TABALONG LINGKUNGAN
INVESTOR HIDUP
DINAS PERUMAHAN
RAKYAT &
PERTANAHAN
SWASTA
8. Rencana Sistem Jaringan Rencana Pengembangan Prasarana BANTUAN DINAS PEKERJAAN
Drainase Drainase: PUSAT UMUM & TATA
a. Masterplan Sistem Drainase BWP Kawasan Peruntukan APBD RUANG
Kawasan Peruntukan Industri Industri Seradang KABUPATEN DINAS PERUMAHAN
Seradang TABALONG RAKYAT &
b. Pembangunan jaringan drainase = Blok A.1 dan Blok A.10 INVESTOR PERTANAHAN
Primer = Blok B.1 dan Blok B.2 SWASTA

¢. Pembangunan jaringan drainase
Sekunder

= Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3,
Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7,
Blok A.8, Blok A.9, dan A.10

= Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3,
Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7,
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Blok B.8, Blok B.9, Blok

B.10, Blok B.11, Blok B.12
dan Blok B.13

= Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3,

dan Blok C .4

2026

2031

‘ 2032-
2036

2041 |

d. Pembangunan jaringan drainase
Tersier

= Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3,
Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6,
Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9,
dan A.10

= Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3,
Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6,
Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9,
Blok B.10, Blok B.11, Blok

B.12 dan Blok B.13
= Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3,
dan Blok C.4
9. Sistem Jaringan Prasarana a. Penyediaan sarana prasarana = Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, BANTUAN DINAS PEKERJAAN
Mitigasi Bencana pada jalur evakuasi bencana Blok A4, Blok A.5, Blok A.6, PUSAT UMUM & TATA
Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, APBD RUANG
dan A.10 KABUPATEN DINAS PERUMAHAN
= Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, TABALONG RAKYAT &
Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6,
Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, INVESTOR Eig;gxﬂg\l
Blok B.10, Blok B.11, Blok TABALONG '
B.12 dan Blok B.13 BPBD KAB
= Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, i
dan Blok C.4 TABALONG
b. Pembangunan Tempat Evakuasi Blok A.10 dan Blok B.6 SWASTA
Bencana
PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG
KAWASAN LINDUNG
1) Rencana Zona Penyangga Pengembangan, rehabilitasi, dan SBWP A.1 (0,01 Ha) BANTUAN DINAS PEKERJAAN
(PE) revitalisasi sempadan Jalan di SBWP A.10 (6,88 Ha) PUSAT UMUM & TATA
Kawasan Peruntukan Industri SBWP A.10 (9,73 Ha) APBD RUANG
Seradang seluas 16,62 Ha. KABUPATEN
TABALONG
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INSTANSI PELAKSANA

e INVESTOR DINAS PERUMAHAN
RAKYAT &
PERTANAHAN
BAPEDA KAB.
TABALONG
SWASTA
2) Pengelolaan, pemeliharaaan, | Pengelolaan, pelestarian & rehabilitasi | Sub Blok B.2 (3,33 Ha) e BANTUAN DINAS PEKERJAAN
pelestarian, rehabilitasi zona sekitar danau di Kawasan PUSAT UMUM & TATA
kawasan zona sekitar danau | Peruntukan Industri Seradang seluas e APBD RUANG
(DW) 3,33Ha KABUPATEN DINAS PERUMAHAN
TABALONG RAKYAT &
e INVESTOR PERTANAHAN
BAPEDA KAB.
TABALONG
SWASTA
3) Rencana Zona Ruang Pengembangan, rehabilitasi, dan SBWP A5 (38,41 Ha) e BANTUAN DINAS PEKERJAAN
Terbuka Hijau revitalisasi Hutan Kota seluas 583,17 SBWP A5 (43,81 Ha) PUSAT UMUM & TATA
Ha: SBWP A.9 (34,20 Ha) e APBD RUANG
SBWP A.10 (86,52 Ha) KABUPATEN DINAS PERUMAHAN
SBWP A.10 (59,44 Ha) TABALONG RAKYAT &
SBWP B.2 (179.54 Ha) e INVESTOR PERTANAHAN
SBWP B.13 (72,20 Ha) BAPEDA KAB
Pengembangan, rehabilitasi, dan SBWP B.9 (7,80 Ha) SWASTA

revitalisasi Taman Kota seluas 33,02
Ha:

(
SBWP B.9 (0,80 Ha)
SBWP B.9 (5,34 Ha)
SBWP B.9 (2,49 Ha)
SBWP B.9 (0,24 Ha)
SBWP B.10 (13,56 Ha)
SBWP B.10 (2,79 Ha)

Pengembangan, rehabilitasi, dan
revitalisasi Taman Kecamatan seluas
41,76 Ha:

SBWP A.1(9,24 Ha)
SBWP A2 (9,15 Ha)
SBWP B.2 (15,75 Ha)
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SBWP B.5 (1,96 Ha)

SBWP C.2 (2,83 Ha)

Pengembangan, rehabilitasi, dan
revitalisasi Pemakaman seluas 13,36
Ha.

(

SBWP C.1 (2,83 Ha)
(
(

SBWP C.4 (13,36 Ha)

KAWASAN BUDIDAYA
1) Rencana Zona Perumahan Pengembangan, rehabilitasi, dan SBWP B.9 (59,60 Ha) e BANTUAN DINAS PEKERJAAN
revitalisasi Perumahan Kepadatan SBWP B.9 (4,87 Ha) PUSAT UMUM & TATA
Tinggi seluas 64,47 Ha e APBD RUANG
Pengembangan, rehabilitasi, dan SBWP B.5 (14,10 Ha) KABUPATEN DINAS PERUMAHAN
revitalisasi Perumahan Kepadatan SBWP B.5 (31,38 Ha) TABALONG RAKYAT &
Sedang seluas 342,76 Ha SBWP B.9 (33,37 Ha) e INVESTOR PERTANAHAN
SBWP C.1 (1,98 Ha)
Pengembangan, rehabilitasi, dan SBWP B.3 (31,37 Ha)
revitalisasi Perumahan Kepadatan SBWP B.5 (24,88 Ha)
Rendah seluas 326,07 Ha SBWP B.6 (19,62 Ha)
SBWP B.8 (60,36 Ha)
SBWP B.12 (28,51 Ha)
SBWP C.1 (161,33 Ha)
2) Rencana Zona Perdagangan | Pengembangan, rehabilitasi, dan SBWP B.9 (31,90 Ha) e BANTUAN DINAS PEKERJAAN
dan Jasa revitalisasi Perdagangan dan Jasa SBWP B.9 (14,62 Ha) PUSAT UMUM & TATA
Skala Kota seluas 46,52 Ha. e APBD RUANG
Pengembangan, rehabilitasi, dan SBWP B.4 (12,20 Ha) KABUPATEN DINAS PERUMAHAN
revitalisasi Perdagangan dan Jasa SBWP B.7 (25,58 Ha) TABALONG RAKYAT &
Skala BWP seluas 94,11 Ha. SBWP B.7 (56,33 Ha) e INVESTOR PERTANAHAN
Pengembangan, rehabilitasi, dan SBWP B.5 &1 93 Ha) SWASTA

revitalisasi Perdagangan dan Jasa
Skala Sub BWP seluas 67,01 Ha.

SBWP B.8 (0,06 Ha)

SBWP B.8 (19,42 Ha)
SBWP B.12 (12,14 Ha)
SBWP C.2 (33,46 Ha)
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3) Rencana Zona Perkantoran Pengembangan, rehabilitasi, dan SBWP B.10 (30,11 Ha) e BANTUAN DINAS PEKERJAAN
revitalisasi Pengembangan Zona SBWP B.10 (0,09 Ha) PUSAT UMUM & TATA
Perkantoran seluas 47,60 Ha SBWP C.2 (17,40 Ha) e APBD RUANG
KABUPATEN DINAS PERUMAHAN
TABALONG RAKYAT &
e INVESTOR PERTANAHAN
SWASTA
4) Rencana Zona Sarana e SPU-1.1 (13,59 Ha) e BANTUAN DINAS PEKERJAAN
Pelayanan Umum Penggmbgngan, renabilitasi, dan SPU-1.3 (16,67 Ha) PUSAT UMUM & TATA
revitalisasi Sarana Pelayanan Umum
i s SPU-1.4 (16,45 Ha) e APBD RUANG
Skala kota (SPU-1) memiliki luas PU-15 (1 H
besar 84.27 H SPU-1.5 (19,03 Ha) KABUPATEN DINAS PERUMAHAN
senesaros.ci nd. SPU-1.6 (18,53 H
. 6 (18,53 Ha) TABALONG RAKYAT &
Pengembangan, rehabilitasi, dan SPU-2.1 (3,88 Ha) e INVESTOR PERTANAHAN
revitalisasi Sarana Pelayanan Umum SPU-2.3 (3,92 Ha) SWASTA
Skala kecamatan (SPU-2) memiliki SPU-2.5 (3,14 Ha)
luas sebesar 10,94 Ha.
Pengembangan, rehabilitasi, dan SPU-3.1(9,26 Ha)
I SPU-3.3 (7,58 Ha)
revitalisasi Sarana Pelayanan Umum
SPU-3.4 (9,22 Ha)
Skala Kelurahan/Desa (SPU-3)
memiliki luas sebesar 39,15 Ha SPU-3.5(3,83 Ha)
' ' SPU-3.6 (9,26 Ha)
5) Rencana Zona Peruntukkan | Pengembangan, rehabilitasi, dan SBWP A.2 (235,71 Ha) e BANTUAN DINAS PEKERJAAN
Industri revitalisasi Kawasan Peruntukkan SBWP A.2 (226,90 Ha) PUSAT UMUM & TATA
Industri seluas 1.046,14 Ha. SBWP A.3 (65,49 Ha) e APBD RUANG
SBWP A.3 (58,05 Ha) KABUPATEN DINAS
SEWE 2-2 g;gg :a; TABALONG PERINDUSTRIAN &
: ~ura PERDAGANGAN
SBWP A.6 (335,00 Ha) * INVESTOR BAPEDA
Pengembangan, rehabilitasi, dan SBWP B.4 (11,13 Ha) SWASTA
revitalisasi sentra industri kecil SBWP C.2 (16,04 Ha)
menengah seluas 27,17 Ha
SBWP A.1 (51,05 Ha)
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PROGRAM KEGIATAN LOKASI 2037- ‘ SUMBER DANA INSTANSI PELAKSANA
2041
6) Rencana Peruntukan Zona Pengembangan, rehabilitasi, dan SBWP B.9 (11,76 Ha) e BANTUAN e DINAS PEKERJAAN
Campuran revitalisasi Peruntukan zona campuran | SBWP B.9 (1,58 Ha) PUSAT UMUM & TATA
Perkantoran dan Perdagangan/Jasa SBWP B.9 (8,22 Ha) e APBD RUANG
(C-3) seluas 102,51 Ha SBWP B.9 (3,92 Ha) KABUPATEN e BAPEDA
SBWP B.10 (25,98 Ha) TABALONG e SWASTA
e INVESTOR
Pengembangan, rehabilitasi, dan SBWP B.1 (29,87 Ha) e BANTUAN e DINAS PEKERJAAN
revitalisasi Peruntukan zona campuran | SBWP B.1 (31,90 Ha) PUSAT UMUM & TATA
Perumahan dan Perdagangan/Jasa e APBD RUANG
(C-1) seluas 61,77 Ha. KABUPATEN e BAPEDA
TABALONG e SWASTA
e INVESTOR
Pengembangan, rehabilitasi, dan SBWP A.1 (83,61 Ha) e BANTUAN e DINAS PEKERJAAN
revitalisasi Peruntukan zona campuran PUSAT UMUM & TATA
Perumahan dan Perkantoran (C-2) e APBD RUANG
seluas 83,61 Ha. KABUPATEN e BAPEDA
TABALONG e SWASTA
e INVESTOR
7) Pembangkit Tenaga Listrik Pengembangan Kawasan SBWP A.3 (1,85 Ha) e BANTUAN e PLN
Peruntukkan Zona Pembangkit PUSAT e ESDM
Tenaga Listrik (PTL) dengan luas 1,85 e APBD e BAPEDA
Ha KABUPATEN e  SWASTA
TABALONG
e INVESTOR
8) Peruntukkan Lainnya Pengembangan Kawasan Instalasi SBWP B.2 (5,31 Ha) e BANTUAN e DINAS
Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan PUSAT LINGKUNGAN
luas 5,31 Ha. e APBD HIDUP
Pengembangan Kawasan Instalasi SBWP A5 (0,01 Ha) KABUPATEN e DINAS PEKERJAAN
Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan | SBWP A.7 (16,49 Ha) TABALONG UMUM & TATA
Luas 31,79 Ha; SBWP C.3 (15,29 Ha) e INVESTOR RUANG
Pengembangan Kawasan SBWP A.8 (83,73 Ha) e BAPEDA
Peruntukkan Pergudangan dengan
luas 83,73 Ha; © SWASTA
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2026 2031 | 2036 | 2041
C | PENETAPAN SUB BWP
PRIORITAS
1 Pengembangan Zona Kawasan Alokasi Pembebasan Lahan untuk SBWP A - (1.631,53 Ha) e BANTUAN e DINAS PEKERJAAN
Peruntukkan Industri kegiatan Peruntukkan Industri seluas PUSAT UMUM & TATA
1.631,53 Ha berada pada Sub BWP A. e APBD RUANG
Luas Kawasan Peruntukkan Industri KABUPATEN e DINAS
(KPI) Seluas 1.046,14 Ha _ TABALONG PERINDUSTRIAN &
Pembentukan badan pengelola Kerjasama Pemerintah Daerah e INVESTOR PERDAGANGAN
Kawasan Peruntukan Industri & Swasta e BAPEDA
Seradang e DINAS
2 | Penyediaan Sarana dan Prasarana | Pengembangan Sarana dan prasarana | SBWP A dengan luas sesuai PERHUBUNGAN
Pendukung Industri kawasan industri standar kebutuhan
3 | Pengembangan sistem logistik Pengembangan Sarana pergudangan | SBWP A - 83,73 Ha * DINAS
pergudangan HI,\E)(L;JI;UNGAN
e SWASTA
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LAMPIRAN VI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERUNTUKAN INDUSTRI SERADANG
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021-2041

KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN
KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI SERADANG
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KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

Zona e Zona Ruang Terbuka Hijau Zona Perumahan Perf:::mn Zona Sarana Pelayanan Umum 4 In = ZonaLainnya Campuran
PE RTHA | RW2 RH7 | R2 R3 R4 KT sPu1 || spu2 PL4 c1 c2 c3
. - : K s &
KBLI No E 8 = § 5 5 : z _ 2 g
s | 8 £l 8 | 8 ] 5 3 § : §
Keglaan (=} = £ 2 = f=2 i & ® o
E§ P ' H i 5 : E g g P 3 g < = :
. : : 3 g = € s & 2l |
SRR AR EE TR | R Rl |
E g = g & Z & 2 s : i
e ;]
E B
| [PERUMAHAN
40| 4101 | 41011 1 |Rumah Tunggal X X X X X X X X X X X X X X X X ™™ | 1 | M.
40| a101 | 41011 2 |Rumah Kope X X X X X X X X X X % X % X T, T3 X X X X X X X
40| 4101 | 41011 3 |RumahDeret X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ™ | T | T
410 | a101 | 41011 4 |Townhouse % X X X X % X X X % X X X X X X X X X X X X
40| 4101 | 41011 5 |Rumah Susun Rendah X X X X X X X % X X X X % X X X X X X X X X
40 | a101 | 4101 6 |Rumah Susun Sedang X X X X X X X B B X X X X X X X X X X X X X X X X X
40| 4101 | 41011 7 |Rumah Susun Tinggi X X X X X X X B B X X X X X X X X % X X X X X X X X
40 | 4109 | 41019 8 |Asrama X X X X X X X X X X — ™13 X X X ™, 13 X X X X
551 | 5519 | 65199 9 |Rumah Kost X X X X X % X X X X X X X X ™13 X X X X X X X X
410 | 4109 | 41019 10 |Panti Jompo % X X X X % X X X X % X X X X X X X X X X X X
40| 4109 | 41019 11 |Panti Asuhan X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
551 | 5519 | 55199 12| Guest House atau Homestay X X X X X X X X ™1 | M1 X X X X X X X T, 13 X ™1 | M1 | T
410 | 4101 | 41011 13 |Paviiun X X X % X X X X X % X X % X X X X X e I
40| 4101 | 4101 14 |Rumah Dinas X % X X X X X X X X X X X ~ I - X X
40 | 4101 | at011 15 |Rumah Sederhana X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
40 | a101 | 41011 16 |Rumah Menengeh ¥ X X X X % X X X % X X X X X X X X X X X
40| 4101 | 41011 7 |Rumah Mewah X X X X X X X % X X X X X X X X X X X X X
410 | 4109 | 41019 18 |Rumah Adat X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
551 | 5519 | 55195 19 |Apartemen X X X % X X X | B1,B2,83] B1,B2,B3| x X X % X X X X X X X X X X X
681 | 6811 | 68110 2 |Red Estae X X X X X X X | B1,B2,83| B1,B2,B3 | B1,B2,B3| X X X X x X X X X X X X X X

PERDAGANGAN DAN JASA

451 4510 45101 1 Perdagangan Besar Mobil Baru X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
51| 4510 | 45102 2| Perdagangan Besar Mobl Bekas X X X % X X X x X X % X X X X X X X X X X X X X
451 4510 45103 3 Perdagangan Eceran Mobil Baru X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
451 | 4510 | 45104 4 |Perdagangan Eceran Mobil Bekas X X X % X X X % X X % X X X % X X X X X X X X X
452 4520 45201 5 Reparasi Mobil X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
452 | 4520 | 45201 6 |Pencucian dan salon Mobil X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
453 4530 45301 % Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesoris Mobil X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
453 | 450 | 45302 8 |Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesaris Mobil X X x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
453 4530 45401 9 Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
453 4530 45402 10 Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
453 | 4530 | 45408 11 |Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
453 4530 45404 12 Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
453 4530 45405 13 Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorisnya X X X X X X X T1,T2,T3 | T1,T2, T3 X X X X X X X X X X X X X X X
453 | 4530 | 45406 14 |Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorisnya X X X X X % x |mmT| | x % X X X X X X X x X X X X X
453 4530 45407 15 Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor X X X X X X X T1,T2,T3 | T1,T2, T3 X X X X X X X X X X X X X X X
461 | 4610 | 46100 16| Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x s x |
462 4620 46201 17 Perdagangan Besar Padi dan Palawija X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
462 | 4620 | 46202 18| Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak X X X X X % X X X X X X X X % X X X X X X X X X
462 4620 46203 19 Perdagangan besar Bunga dan Tanaman Hias X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
462 | 4620 | 46204 20 [Perdagangan Besar Tembakau Rajangan X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
462 4620 46205 2 Perdagangan Besar Binatang Hidup X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
462 | 4620 | 46206 2| Perdagangan Besar Hasil Perikanan X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
462 4620 46207 2 Besar Hasil kehutanan dan Perburuan X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
462 | 4620 | 46208 2% | Perdagangan Besar Kulit dan Kult Jangat X X X % X X X X X X X X X X % X X X X X X X X X
462 4620 46209 % Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
463 4631 46311 % Perdagangan Besar Beras X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
463 | 4631 | 46312 27| Perdagangan Besar Buzh Buzhan X X X X X X X X X X X X X X X X X X X % X X X X
463 4631 46313 28 Perdagangan Besar Sayuran X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
463 | 4631 | 46314 2 |Perdagangan Besar Kopi, Teh dan Kakao X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
463 4631 46315 30 Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
463 | 4631 | 46319 3 f:ﬁ?:”g”’" BeserbatanVakensn daf MDA 5 et ey X X X % X X X % X X X X % X % X % % X % % % % X
463 | 4632 | 46321 32 | Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan Lainnya X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X % X X
463 | 4632 | 46322 3 |Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan Lainnya X X % X X X X X X X X X % X X X X X X X X X X X
463 | 4632 | 46323 3 |Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya X X X X X X X X X X X X X X % X X X X X X X X X
463 4632 46324 3% Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
463 4632 46325 36 Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
463 4632 46326 37 Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
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463 | 4632 | 46327 38| Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Hewani X X X X X X X X X X % X % X X % X X X X % X X
463 | 4633 | 46331 30| Perdagangan Besar Gula,Coklat, dan Kembang Gula X % X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X %
463 | 4633 | 46332 20 | Perdagangan Besar Produk Roti X X X X X X X X X X X % X X X X X X X X X % %
463 | 4633 | 46333 41| Perdagangan Besar Minuman Beralkohol X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
463 | 4633 | 46334 42| Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu X X X X X X X X X X % X X X X % X X X X % X x
463 | 4633 | 4633 43__|Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau X X X X X X X X X X X X X X X % X X X X X X %
463 | 4633 | 46339 44| Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T1,72,13 X 1,72, 13
464 | 4641 | 46411 45 | Perdagangan Besar Tekstil X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X %
464 | aea1 | 46412 4 |Perdagangan Besar Pakaian X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T, 12,13 X T, 12,73
464 | a6a1 | 46413 47| Perdagangan Besar Alas Kaki X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 1,712,713 X T1,72,73
464 | a6a1 | 46414 48| Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Teksti X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T1,72,73 X T, 12,73
464 | 4641 | 46419 49| Perdagangan Besar Teksti, Pakaian, dan Alas Kaki Lainnya % X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X %
W | Pertagancn Besar A TURS an Sankar X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
464 | 4642 | 46422 51 ;:::ﬁa"ga" Besar Barang Percetakan dan Penerbitan Dalam Berbagai X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
464 | 4643 | 46430 52| Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Opik X % X % X X X X X X % X X X % % X X X X X X x
464 | 4630 | 46401 5| Perdagangan Besar Peralatan dan Rumah Tangga X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
464 | 4630 | 46492 5 | Perdagangan Besar Farmasi X X X X X X X X % X X X X X % % X X X X X 2 %
464 | 4630 | 46493 5 | Perdagangan Besar Obat Tradisional X X X X X X X X X X % X X X X % X x X X % X X
464 | 4630 | 46494 % | Perdagangan Besar Kosmetik X X X % X X X X % X X X % X X X X X % X X X %
464 | 4630 | 46495 57 | Perdagangan Besar Alat Olah Raga X X X X X X X X % X X X X X X X X X X X X X %
464 | 4639 | 46496 5 | Perdagangan Besar Alat Musik X X X X X X X X X X X X X X x X X X X X % X X
464 | 4630 | 46497 50| Perdagangan Besar Perhiasan dan Jam X B X X X X X X x X X% X X X X % X % X X ¥ X %
464 | 4630 | 46498 80 | Perdagangan Besar Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak X x X X X X X X X X X X X X X % X % X X X X %
464 | 4630 | 46409 61 f;::’rz“ﬁg‘fm’ Berbages Serang den Berienglapan Rumah:Tagom X X X % X X X X % X X X X X X X X X X X X X %
465 | 4651 | 46511 62| Perdagangan Besar Komputer dan f Komputer i X % X X % X % X X X X X X X % X X X X X X %
465 | 4651 | 46512 63| Perdagangan Besar Piranti Lunak X X X X X X X X X X % X % X X % X X X X % X X
465 | 4652 | 46521 64| Perdagangan Besar Suku Cadang Elekironik X % X % X X X X % X X % X X X X % R X X X % %
465 | a6s2 | 46522 6 |Perdagangan Besar Disket, Pita Audio dan Video, CD dan DVD Kosong X X X % X X X x % X X % X X X % % R X X X % %
465 | 4652 | 46523 % Besar Peralatan T X X X % X X % X % X X % X X X % X % X X X % %
465 | 4653 46530 67 | Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
e | a | i s |Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industr, Suku Cadang dan P = % p = < < % = = < = P < P = % P = p = = =
465 | 4653 | 46502 Percpangen Besan Aled Tranisportasi ity Sk Cadeng dan X % x X x X x X % x x X X x X % % X x X x X %
465 | 4653 | 46593 70 |Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat , Suku Cadang dan X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T1,T2,T3 X ™, T2, T3
465 | 4653 | 46504 i, |Eerdegangen Besar Al Trapsportest Uders, iSuku Godeng dany X X x X X X X x % X X X x X X % x % x X X X %
465 | 4653 | 46590 72 |Perdagangan Besar Mesin, Peraiatan dan Lainnya X X X X X X X X X X X X % X X % X % X X X X %
466 | 4661 | 46610 78 |Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI| X % X % X X X x % X x X % X X % X % X x X X 5
466 | 4662 | 46620 74| Perdagangan Besar Logam dan Bjih Logam X X X % X X X X % X X X % X X ) X % X X X X %
466 | 4663 | 46631 75| Perdagangan Besar Barang Logam untuk Bahan Kontruksi X X X X X X X X X X X X X X X x X X X X X X X
466 | 4663 | 46632 76 | Perdagangan Besar Kaca X X X X X % X X X X X X X X X % X X X X X X x
466 | 4663 | 46633 77 |Perdagangan Besar Genteng, Bafus Bata, Ubin dan Sejenisnya Dari X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T, 2,73 X ™, T2, T3
Tanah Liat Kapur. Semen dan Kaca
466 | 4663 | 46634 78| Perdagangan Besar Semen, Kapur Pasir dan Batu X X X X X X X X X X X X X X X % X X X X T1,12,73 X T, 12,73
466 | 4663 | 46635 79| Perdagangan Besar Bahan Kontruksi dari Porselen X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T,12,73 X T1,72,73
466 | 4663 | 46636 8 | Perdagangan Besar Bahan Kontruks dari Kayu X X X X X X X X X X % X X X X X X X X X 172,73 X T, 12,73
466 | 4663 | 46637 81 |Perdagangan Besar Cat X X X X X X X X X X % X X X X X X % X X TH,10, 13 X T1,72,73
466 | 4663 | 46638 8 | Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan X X X X X X X X X X X % X X X X X X X X 1,712,713 X T1,12,73
466 | 4663 | 46639 8 | Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya X X X X X X X X X X X X X X X % X X X X X X X
466 | 4669 | 46601 8 | Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia Dasar X X X X X X X % X X X X X X X X X X X X X X X
466 | 4660 | 46602 8 | Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
466 | 4669 | 46693 % Besar Al | Farmasi dan X X X % X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
466 | 4660 | 46694 87 | Perdagangan Besar Karet dan Plastik Dalam Bertuk Dasar X X X X X X % % X X X X X X X X X % X X % X X
466 | 4669 | 46695 8 | Perdagangan Besar Kertas dan Karton X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T1,72,73 X T, 72,13
466 | 4669 | 46696 Perdagangan Besar Barang Dari Kertas dan Karton X X X X X X X X X X X X X X X % X X x X 172,73 X T1,72,73
466 | 4660 | 46697 9 |Perdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa-Sisa Tak Terpakai (SCRAP)| X x X x X X X x % X X x x X X % x x X X X x x
466 | 4660 | 46699 91| Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
469 | 4690 | 46900 9 | Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
469 | 4690 | 46900 9| Perdagangan Eceran Bukan Mobil dan Notor X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
4| am 47112 o4 |Perdagangan Eceran Berbaga Macam Barang Yang Utamanya X X X X X X X 1,712,713 | T,72,73 X T | T2 T ne | T s X X T1,73 X T, T2, T3 X T, T2, T3
Makanan, Minuman atau Tembakau di SupermarketMinimarket A 1% b L ks s 1 ) il e
Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya
an | amn | a3 9 | Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan di SupermarketMinimarket % x X % X X x T, 72,13 | T, 72,78 x LR ETN IR S PR EU IR TR PR cY IR CIE P o) % x &% X x X X % x
(Tradisional)
Perdagangan Eceran Berbaga Macam Barang Yang Utamanya
an | amn | a2 gy | e e e M B A e X X X % X X X | e X X X X X X X X X X X 2T X T™,T2,73
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Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya
47 471 47113 97 Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan di Toserba (Department X X X X X X X T1,7T2,T3 | T, 72, T3 X
Strore)

472 | 4721 | 4211 9 | Perdagangan Eceran Padi dan Palawiia % X % X % X X 21| 1,118 X

ar2 | ar21 | am212 9 | Perdagangan Eceran Buah-Buzhan % % X X % % X L1273 | 11,1213 %

a2 | 4721 | 47213 100 Eceran Say X 3 X X % X % T,72,73 | 71,1213 %

472 | 4721 47214 101 |Perdagangan Eceran Hasil Peternakan X X X X X X X X X X

ARZAZS 102 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan % X X X X % % X X X

472 | 4721 47216 103 |Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan X X X X X X X X X X

a2 | 4721 | ar219 104 | Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya X X X X % X X % X X
ar2 | a2 | a2t 105 | Perdagangan Eceran Minuman Beralkchol X X X X X % X X X X X
a2 | 4122 | 41222 106 | Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol % % x % X X X L1273 | T1,1213 X %
a2 | 4123 | 41230 107 | Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko % X X X X X % T, 21| 1213 X X
472 | 4724 47241 108  |Perdagangan Eceran Beras X X X X X X X T1,72,T3 [ 71,72, T3 X X
a2 | 4124 | 4282 109 [Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering serta Kue Basah dan Sejerisnya % X X X X % x ™I T2 T3 X x
412 | ar24 | 47243 110 | Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah X X X X X % X L1273 | T1,1213 X X
412 | 4124 | aroma 111 | Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco, dan Oncom X % X % X X % T1,72,73 | 11,712,173 X %
472 | 4108 | 47285 112 | Pordagaiigan Ecetan Daging fian e Ot X X X X X X X T 12,13 | T1,72,13 X %
412 | 4124 | 47086 13 |F Eceran Makanan Olahan Lainnya X X % X % X % L1273 | 11,1213 % X

473 | 4730 | 47301 114 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan d SPBU X X X X X X X X X X

473 | 4730 | 47302 115 | Perdagangan Eceran Premium, Premix, dan Solar di Toko X X X X X X X X x X
473 | 4730 | 47303 116 | Perdagangan Eceran Minyak Pelumas di Toko X X X X X % X X X X X
74 | a1 | aman 17| Perdagangan Eceran Komputer dan X X X % % X X X X X %
74 | aa1 | a2 118 | Perdagangan Eceran Peralatan Video Game dan Sejenisnya X X % X % X X % X X X
474 | a1 | aa13 119 | Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software) X % X X X x X L1273 | 11,1213 % X
474 | a7a1 | arama 120 Eceran Alat X 3 X X % X X T1,72,73 | 11,12,13 % %
74 | ara1 | 47415 121 | Perdagangan Eceran Mesin Kantor x X X X X X X X X X X
474 | 4742 | 47420 122 | Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko X % X X X % % X X X X
475 | 4151 | 47511 123 | Perdagangan Eceran Tekstil X X X % X X % X % X >
ars | ars1 | 47512 124 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil X X X X X % x % X x x
475 | 47151 | 47513 125 |F Eceran F Jahit Menjahit % 3 % X X % X % X X %

475 | ars2 | 47521 126 | Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi X X X X X X X x X X

475 | 4152 | 47522 127 | Perdagangan Eceran Kaca X X X X % % X X X %

475 | 4752 | 47523 128 ;’;" i?f:g?;ﬁzﬁ:‘i’:gu%;B*v Ubin, dan Sejenisnya dari X X X X X X X X X X

475 | ars2 | 4754 129 | Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir dan Batu X X X X X % X X X X

475 | ars2 | 47525 130 | Perdagangan Eceran Bahan Konsiruksi Dari Porselen X X % X % X X X X X

415 | ars2 | 47526 131 | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu % % X X X X X X % X

475 | ars2 | arsar 132 | Perdagangan Eceran Cat, Pernis, dan Lak X X X X X % X X X X

475 | ars2 | 47528 133 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan % X % X X X X X X X

a5 | ars2 | 47529 134 | Perdagangan Eceran Bahan dan Barang Konstruksi Lain X % X % X X X X X X

| dws | s 195 | eIcagange Eceran Khusis Kipe, Permadan, Perfup Diding 6o % % X % 5% % % % % %

475 | 4750 | 47591 136 | Perdagangan Eceran Furnitur X % X % X X X X % X
AT 1y [omom Peralatan Listrik Rumah Tangga< Peralatan m % % " % m % % % % %
| aws | s g | Petdsgsngen Eetan erang Pcah B con Peiapen Dapur 6o % % % % % % % % % % %
475 | 4759 | 47504 139 E{g?{:ﬁ:‘gﬁ’: Barang PecahiBsah dirt Peflengkepian Dapur dari X X X X X X X X X X X
475 | 4759 | 47595 140 z:"f‘;;g;‘j E;el:aé‘o‘t’;'ang Pecah Beleh dan Perlengkapan Dapur dari X X X X X X X X X X X
| | arme | e ot o B X % X X X X X X X X X
475 | 4759 | 47599 142 f;f’:’r:g:gs;ﬁ;r:;;;?;agg Perlengkapan Rumah Tangga X X X X X X X X X X X
476 | 4761 | 47611 143 | Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar X X X X X X X T,12,13 | 11,712,173 X %
476 | 4761 | ar612 144 | Perdagangan Eceran Hasil Percetakan dan Penerbitan X % X X % X % ¥ X % X
476 | ate2 | 47620 145 | Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik dan Video di Toko X X X X X X % X X X X
476 | 4763 | 47630 146 Eceran Peralatan Olagraga di Toko X X X X X X X X X X X
a6 | area | 47640 147 | Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak di Toko % % % % X % % X X X X
476 | 4765 47650 148 "_‘::2’:3""9”‘ Eceran Kertas, Kertas Karton, dan Barang dari Kertas/ X X X X X X X T1, 72,73 | 71,7213 X X
a7 | a1 | atia 149 | Perdagangan Eceran Pakaian % I3 X X % X % X % X X
a7 | a1 | a2 150 | Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal dan Alas Kaki % X X X X % % % X X %
a7 | a1 | ams 151 | Perdupatien Eceran Peiigkapan Pacaa % X X X X % % X X X X
a7 | a1 | amra 152 | Perdagangan Eceran Tas, Dompet Koper, Ransel dan Sejenisnya X X X X X X % X X X 3
ar1 | a2 | atin 153 | Perdagangan Eceran Bahan Kimia X % X X X % X X X X X
a7 | a2 | ani2 154 | Perdagangan Eceran Barang Farmasi Bukan di Apotik % % % X X % X X X X X
477 | a2 | ari2s 155 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional X X X X X X % X X 3 X
a7 | a2 | amia 156 | Perdagangan Eceran Kosmeti % % X X X % % % % X %
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X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
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bW RTH-7 R2 R-3 R4
K8Ll No g B 2 5
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g § g 3 :
= ’ & 2 g g
a1 | a2 | 41128 157 | Perdagangan Eceran Alat L Farmasi dan Kesehatan % X X X X X X X X X
477 | 4tr2 | 4tize 158 | Perdagangan Eceran Aromati/Penyegar (Minyak Atsir) X X X X X X X X X X
Wit | 4o | anEr 160 |Perdagangan Eceran Lainnya Yang Bukan Termasuk Bahan Kimia dan % e p % X % % p % X
Aromatik/Penvegar (Minvak Atsiri)
477 | a3 | 4131 160 | Perdagangan Eceran Alat Fotografi dan Perlengkapannya X X X X X X X X X X
ar7 | 4r3 | arx2 161 | Perdagangan Eceran Alat Optik dan X X X X X X X X X X
477 | a3 | amrm 162 Eceran Kacamata X X X X X X X X X X
477 | a3 | a4 163 | Perdagangan Eceran Jam X X X X X X X X X %
4r7 | 413 | airs 164 | Perdagangan Eceran Barang Perhiasan X X X X X X X X X X
477 | 4173 | 47736 165 Eceran Peng Kendaraan Bermotor X X X X X X X X X X
477 | 4173 47737 166 | Perdagangan Eceran Pembungkus dari Plastik X X X X X X X X X X
477 | 4773 | 47730 167 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru lainnya X X X X X X % X X X
| A | on|Fersmom Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga % % % % % = % % % %
w7 | a7 | @ o0 | Ferdagangen Eosrn Pakaan, Al Fak en Perengipan Pkain % % 2 % m % % = % <
417 | arra | arras 170 | Perdagangan Eceran Barang Perlegkapan Pribadi Bekas X X X X % X X X X %
477 | 4174 | 47744 171 | Perdagangan Eceran Barang lstrk dan Elektonik Bekas X X X % X X X X % X
477 | 4774 47745 172 |Perdagangan Eceran Barang Konstruksi dan Sanitasi Bekas X X X X X X X X X X
411 | arra | atras 173 | Perdagangan Eceran Barang Antik % X X X % % % T, 12,73 | 11,72, 18 X
ar7 | ar7a | ar7ar 174 | Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya X % X X X X X X % X
4r7 | 45 | arrst 176 | Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals) x X X X X % X X X X
arr | arrs | amrs2 176 | Perdagangan Eceran Hewan Ternak % X X X % % % X X X
477 | 47175 | 47753 177 | Perdagangan Eceran Ikan Hias % X X X X X X X X X
477 | ar75 | ar7s4 178 | Perdagangan Eceran Pakan Ternak/ Unggas/lkan/Hewan Piaraan % X X X X X X X X X
S — p— 179 |Fercagangan Ecern Bunga Polong, Tanaman s, Puptk, VEDI & x - - - - - X - - -
ATT | 4776 47761 180  |Perdagangan Eceran Bunga Potong/ Florist X X X X X X X X X X
S — — T x - - - " x - - - o
477 | 4776 | 47763 182 | Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas hama X X X X X X X X X X
477 | 4776 | 47764 183 |F Eceran F Gan Media Tanam X X X X % X X X X %
417 | 4trr | 4t 184 | Perdagangan Eceran Minyak Tanah X X X X X X X X X X
a7 | atr | a2 185 | Perdagangan Eceran Gas Elpii % X X X X X X X X X
417 | 4t | arrre 186 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Lainnya % X X X % X X X X %
477 4778 47781 187 Perdagangan Eceran Bah_an‘Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, X X X X X X X X X X
Pandan. Rumput dan
Perdagangan Eceran Bahan Kerajinan Dari Kult, Tulang, Tanduk,
477 | a8 | 47782 el Ptoncar ol e X X X X X X X X X X
477 | 4778 | 47783 189 | Perdagangan Eceran Bahan Kerajinan Dari Logam X X X x X X X X X X
ATT | 4778 47784 190  |Perdagangan Eceran Bahan Kerajinan Dari Keramik X X X X X X X X X X
477 | a8 | 47785 191 | Perdagangan Eceran Lukisan X X X X X X X X X X
417 | 4178 | 47788 192 | Perdagangan Eceran Kerajinan dan Lukisan Lainnya X X X X X X X X X X
a7 | amre | a7t 193 |Perdagangan Eceran Mesin Pertanian dan Perlengkapan Lainya X X % X x X X % X ¢
477 | a9 | amie2 194 Eceran Mesin Jahit dan Lainya X X X % % % % X X X
| o | @ 195 |Fercagangan Eceran Al Tarsportas: Daral Ticak Bemolr X e 2 % < X % 2 % <
— — e e e I p < % - % % - % -
477 | 4779 47796 197  |Perdagangan Eceran Alat- Alat Pertanian X X X X X X X X X X
417 | 4179 | 47797 198 |F Eceran Alat- Alat X X X X X X X X X X
478 | 4181 | ar811 199 | Perdagangan Eceran Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar X X X X X 1,13 X T1,72,T3 | 71,72, 73 X
478 | 4781 47812 20p |Perdagangan Eceran Pedageng Kaki Lima dan Los Pasar Komoditas X X X X X ™, T3 X T, 72,73 | T1, 72,73 X
Padi dan Palawiia
478 | 4781 47813 201 |Perdagangan Eceran Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Komoditas X X X X X ™, T3 X T, 72,73 | T1,T2, T3 X
savur-Savuran
478 | 4781 47814 202 gg:gfk”a%\a" Fektah Fedagang Kakillimadsn'L.os: RaSar Koimaditas: X X X X X ™, T3 X X X X
S — R 200, |G e Peaomng Kokl i e oo e Kmoces X X X X X —_— X X X X
478 4781 47816 204 Perdagangan Eceran Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Komoditas X X X X X ™, T3 X X X X
Hasil Kehutanan dan Perburuan
< | a1 |z 205 | Perdagangan Eceran Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Komodtas - e < = < T3 < p % <
Tanaman Hias dan Hasi Pertanian Lainnva
478 | 4782 47821 206  |Perdagangan Eceran Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Beras X X X X X T1,T3 X T1,72,T3 | T1,72,T3 X
478 | 4781 47822 507 |heidagangan Eoeran Pedsgang Kakilima dan Los Pasari Rali Kie: X X X X T3 ™, T3 X T, 72,73 | T, 72,73 X
Kerina. Kue basah dan seienisnva
478 | 4781 47823 o0g |FErdagangan Eceren Pedagang, KakilLima dan!LosFasarKopi, Gula X X X X X ™, T3 X T, 72,73 | T, 72,73 X
Pasir. Gula Mersh. dan
478 | 4781 47824 209 |Perdagangan Eceran Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Tahu, Tempe, X X X X X ™, T3 X T, 72,73 | T1, 72,73 X
Tauco dan Oncom
o5 | amt | am 210 | Perdagangan Eceran Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Daging % % 2 % % e % 3 % %
Olahan dan Ikan Olahan
478 | 4781 | 41826 211 | Perdagangan Eceran Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Minuman X X X X 1,13 1,73 T1,72,13 | 11,712,713 %
478 | 4781 47827 212 ::’z:g" EceranPedagang KakiLima dan Los Pesar Rokok dan X X X X T, T3 TS, T3 X T, 72,13 | T1,72,13 X
478 4781 47828 213 |Perdagangan Eceran Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Pakan Ternak X X X X X X X X X X
Unaaas dan Pakan lkan

X X X % X X X X % X % X
X X X X X X X X X X X X

% % X X X % X X X X % X

% X X X X % X X X X 7 X

X X X X X X X X X X X X

X X: X % X X X X % X X X

2,73 | T, 12,13 T1,72,13 X X % X X X X i X

X X X X X X X X X X X X

X X X X % X X X X % X X X
X % X X X: X % X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X
X X X P X X X X X b3 X X X
X X X X X X X X X X X X X
X X % 3 X X X % X X X X X
X X X X X X X X X X X X X
X X X X % X X X X % X X X
X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X
X X X X % X X X X % X X X
X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X
X X X X % X X X X % X X X
X X X X % X X X X % X X X
X X X X X X X X X X X X X
X X X X % X X X X % X X X
X X X X X X X X X % X X X
X X % I3 X X X X X X X X X
X X X X % X X X X X% X X X
X X X X % X X X X % X X X
X X % X X X X X X X X X X
% X X X X X 5.8 % X X X X X
X X % P X X X % X X X X X
% X X X X X X X X % % X X
X X % X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X
X X % X x X X X X % X X X
X % >4 X X X % X X X X % X
X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X
X X P S X X % X S X X X
X X % X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X
7,73 [ M2 2| nrn| 21| 1,712,713 X X T,T3 X X X X
X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X
X % X X X X 5% X X X X % X
X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X
X > X X X X X X X X X X X
X X X X X X % X X X X % X
sl S ar ] (S [y e fa eaa el S e % X T, T3 X X % X
X X X X % X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X
X X % P X X X X X X X X X
nB [meoneones|nrn|nrn X % T, T3 X X X X
™13 | T,T2T3 | T, T2 | T, T2 | T, T2 T3 | T1,T2,T3 X X ™, T3 X X X X
X X X: X % X X X X X X X X
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478 | 4781 47829 5y |Rerdegangan Foerafi Kakilima dan'os Fasal Komoditas makanan dan X X X X X X X ™T12,73| T, 12,T3 X T, T2 73 | T1,T2,T3 X X X X
minuman_YTDL
a8 | are3 | a783t 215 |Perdagangan Eceran Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Teki % X x X x X x x % x % x x % X X x X % x X % x %
478 | 4183 | 41832 216 | Perdagangan Eceran Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian X % X X X X % TI,72,73 | T,72,13 % X % X X X X X X X % X % X X
478 | 4783 | 47833 217 |Perdagangan Eceran Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Sepatu, X X X X ® ™3 X X X X X X X X % X X X X X X X X X
| Sandal dan Alas Kaki Lainva___
478 | 4783 | 47834 218  |Perdagangan Eceran Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Perlengkapan X X X X X T, T3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Pakaian dan Benana
a8 | 4184 | azem 219 |Perdagangan Eceran Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia x % x x X X X x X x X X x % x % % X % x % x X x
478 | 4184 | area2 220 | Perdagangan Eceran Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Farmasi X X X X X X X X X X X X X X X
478 | 4784 | 47843 21 ?f;’f:::ga" Eceran Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Obat X X X X X X X ™, T2, T3 X X X X X X X X X X X X X X
are | area | atesa 222 |Perdagangan Eceran Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Kosmetk X X % X % X x x % x X X x % x X % X X x X % X %
478 | 4784 | 47845 o7y |ercanangen Eceraii Redagano: KakilLiimaidan Los Rasat R upukidan X X X X X x X X X X x X x X x X X X X X X X X X%
478 | 4784 | 47848 224 f;;;‘\’f;ﬁ:r‘f‘em Kaki Lima dan Los Pasar Aromatik/ Penyegar X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmas,
478 | 4785 | 4785t 355 |reeres® e e X x % X X X X X % x X x x X x X % X X X X x X %
478 | 4185 | 41852 226 | Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kacamata X X % X X 1,73 X W e n| nen X X X X X X z X X X X X X %
478 | 4185 | 41853 227 | Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Perhiasan X X X X X 1,73 X X X T, 12,73 X % X X X X x X X X X X X %
478 | 4785 | 41854 228 | Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Jam X X X X X 1,73 X MR | L2 n| e X % X X X X X X X X X X X X
478 | 4785 47855 229 Ezf:gzga" Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tas, Dompet,Koper, X X X X X 1,73 X T2 Tz | e X X X % X X X X X X X X X X
478 | 4185 | a7856 230, | erteosnom Boston Kol Uimeidan Lo Pasar Rerienokagen x X x X X X X X X x X % x X x X x X x X x X x %
478 | 4785 47857 231 f;:’:\/!:‘“ga" Eceran Kaki Limadan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi X X X X X 1,13 X X X X X T,73 | T,7273 | T2 T3 | T, 2T X X X X X X X X X
478 | 4786 | 41861 232 | Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Elektronik X X X X X X % X X X X TR | neR| | nen|npn X X X 1,73 X X X X
a8 | 4186 | 47862 233} || eegengenEoeran ek i car Los Resar Al dhn efleppfapean x % x X % X ¥ e R x X X X % X X X X X X X X X X
TP
478 | 4786 | 47863 234  |Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan X X X X X T, T3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Dapur dari Phstik/ Melamin
478 | 4786 | 47864 2057 |Reendngm Eceranlaki Limd dan| v besar Berang Pecal Betdhi el X X X x X x x x X x x X X X x X X X X X % % X x
Dapur dari Batu dan Tanah Liat
Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan
a8 | 4786 | 47865 2% | e e X X X X X T3 X % X X X X X X X X X X X X X X X X
| Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan
a8 | 4788 | 7866 237 | Perlengkapan Dapur Bukan dari Plastk, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu, | X % X X % ™,T3 % X % ™27 X x x X x X % X X X X x X X
atau Rotan
478 | 4186 | 7867 I T —— x % % X x ™, T3 X X % x X % x X x % % X X X X x X %
478 | 4787 | 47871 239 |Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kertas, Karton, dan X X X X X X X T,T2T3 | T, 12T | T, T2, T3 X X X X X X X X X X X X X X
Barana dari Kertas
a78 | 4787 47872 240 Z::?:"ga" Eceran Kaki Lima'dan Los Pasar Alat Tulis Mentilis dan X X X X X T, T3 X T,1273 | 71,1273 | T, 72,13 X T3 | 71,1273 | 7,123 | T, T2 13 X X X X X X X X X
478 | a787 | 47873 241 gi;i,a’gﬁa“fa" Ecermniiak Limadanlics|Resahasy Rercelokan dan X X X X X X X % X X X X X X X X X x % X X X X X
a8 | ater | 47874 242 |Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Olahraga dan Musik X % X % % T, 1 % X X % X wm || s nes X X X x X x % X x
a8 | 4787 47875 243 l_:’;:""’ga"ga" EceranKaki Lima'dan.| os: PesarMat: Fotograf, alat Optik; X X X X X T, T3 X T1,72,73 | 71,1273 | T, 72, 13 X T,T3 | T,1273 | 71,1273 | T, T2 13 X X X X X X X X X
478 | 4787 | 47877 544 '|PeraaganganEosrnicak] Lame dari Los Rasar ielatan X X X X X X X T,72,73 | T1,7273 | T1, T2, T3 X X X X X X X X X X X X X X
[Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Campuran, Kertas,
a8 | are7 | 47879 245 |Karton, Barang Dari kertas, Alat Tulis Menulis, Gambar, Hasil x x x X X ™73 ¥ TR | e X X x x % X X X X x X x X X
Percetakan_Penerbitan dan Lainnva
478 | 4788 | arsst 246 | Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Kerajinan X % % X X 1,13 X M| aeh| nEn X % L1273 L1273 | 1213 X X X X X X X X X
478 | 4788 | atsm2 247 | Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Maninan Anak-anak X X X X X 1,73 X T, 12,73 | T1,12,73 | T, 12,13 X % L1273 | L1213 | M2 T3 X X X X X X X X X
478 | 4188 | 41883 248 | Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Lukisan X X % X X 1,73 % Wi | L n| nen X X L1273 | 1,172,783 | T, 12,73 X % X X X X X X %
478 | 4188 | 47801 249 | Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Hewan Hidup X X X X X X X X X % X X X X X X X X X X X X X X
478 | 4788 | 47802 250 |Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Bakar, Minyak, X X X X X X X T, 72,73 | T1,1273 | T1, T2, T3 X X X X X X X X X X X X X X
qas, Minyak Pelumas, dan behan Bakar Lainnya
478 | 4788 | 4789 251 | Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Antik X % X % T | Ti.78 X X X X X % T 12,73 | L1213 | 1213 X % % X X X % X %
478 | 4788 | 47804 257 |Perdagangan ?:;;":‘“ Lima dan Los Pasar Barang Bekas dan X X X X X T, T3 X X X X X X T, 72,73 | T, 1273 | T, 72, T3 X X X X X X X X X
478 | 4788 47895 o53  |Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pesar Pakaian, Als Kaki, X X X X X X X X X X X X T,12,73 | T1,1273 | T, 7213 X X X X X X X X X
Pakian. dan Barana F Pribadi Bekas
478 | 4788 47896 254 Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Listrik dan X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Elekironik Bekas
478 | 4788 | 7300 255 | Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Lainnya x X x x % X % X X x X % X % x ™I 73| T2 T3 X X ™3 x x x X
Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan Minuman,
are | aro1 | atomt 2o sl o o o i X x X X x X x X X x % % X X X X % X X X % X x %
a79 | 4791 47912 257  |Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekst, Palaian; X X X X X X X X X X X X T,T273 | 71,7273 | T, 72, 13 X X X X X X X X X
Alas Kaki. dan Barana Keperluan Pribai
479 | 4791 47913 258 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Keperluan Rumah X X X X X X X X X X X X T, 72,73 | T, 72,73 | T, T2, T3 X 3 X X X X X % X
Tanqaa dan Perlenakapan Dapur
Il PEMERINTAHAN
410 | 4102 | 41012 1 |Kantor Pusat X 3 X X X X 3 X X % X X X X % X X X X % % % X % %
70| 4102 | at012 2| Kontor Pemerintahan Provinsi X X x % % X X X % X X X X X X X X % X X X X X X %
40| 4102 | at012 3 |Kantor Pemerintahan Kabupaten X X % X % X X X % X X X X X X X X % X X % % X X %
20| 4102 | ato12 4| Kantor Kecamatan X X X X X X X X X X X X X X % X X % X X X % % X X
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Rumah Sakit Tipe D

Rumah Sakit Khusus

Laboratorium Kesehatan
Puskesmas

Puskesmas Pembantu
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UNGGAS

KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING

UNGGAS

INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN PRODUK DAGING

DAN DAGRG UNGGAS

INDUSTRI PENGGARAMANPENGERINGAN KAN

INDUSTRI PENGASAPAN/PEMANGGANGAN IKAN
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102 [ 1021 | 10214 7 |INDUSTRIPEMINDUSTRIANGAN IKAN X X X X % X % X X % % X X % X X x 5% % X X % X 5 X X
102 | 1021 | 1015 8 |INDUSTRIPERAGIAN/FERMENTASI IKAN X X 3 X % X % X X ] % X % X X X % % X X X X X % X X
102 | 1021 | 10216 9 |INDUSTRIBERBASIS DAGING LUMATAN DAN SURIMI X % X X X X X X X % X X X % % X X X X X X % X % % %
102 | 1021 | 1017 10 [INDUSTRI PENDINGINANPENGESAN IKAN X X X X X X 3 % X X X X R = X X X X X X X X X X X X
102 | 1021 | 10219 i[RI RENCOLAHAN DAN PENGOWETRLAREWAUNILRS X X % X % X X X X % X X % X X X X x % X % X X ® X X
INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DAN BIOTA
1
102 | 102 | 10221 2 | AR KA BANS DALAMKA R X X % % % X x X % % X X X % X X X X X X X % X % % %
102 | 102 | 10222 ig | [EDUSTEENCOLAPANDAN EENCAWETANUDANG DALAI X % X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
102 | 1029 | 1001 14__|INDUSTRI PENGGARAMAN/PENGERINGAN BIOTA AIR LAINNYA X X X % X X % X X % X X X % X X % % X X X % X % X X
102 | 102 | 10202 15 |INDUSTRIPENGASAPAN/PEMANGGANGAN BIOTA AIR LAINNYA % X X % X X % X X X X X X x X X x x X X X X X x X %
102 | 1029 | 1003 16 |INDUSTRIPEMBEKUAN BIOTA AR LAINNYA % X % X % X % X X X X % X X X X % % X X X % X X X X
102 | 1029 | top04 17__|INDUSTRI PEMINDUSTRIANGAN BIOTA AIR LAINNYA X % X X % X % X X % X X X % X X X X X X X % X z % X
102 | 109 | 1008 18 |INDUSTRIPERAGIAN/FERMENTASI BIOTA AIR LAINNYA X X x X X X % X X X X X X X X X x X X x x X X x x X
102 | 1029 | 10296 19 |INDUSTRIBERBASIS LUMATAN BIOTA AIR LANNYA X % X X X X % X X X % X X % X X % % X X % X X % X X
102 | 1029 | 1007 20 |INDUSTRI PENDINGINANPENGESAN BIOTA AIR LAINNYA X X X X X X % % X X X X % % x X x x X x X X X x % %
102 | 1020 | 10008 21 |INDUSTRI PENGOLAHAN RUMPUT LAUT X X % X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X % X X
INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA UNTUK
102 | 1029 | 10209 | x X % x X X % X X x x X X % x X x x X x % X X % x X
103 | 1031 | 10811 e e X X X X X X X X X X X % X X X X % P X% X % X X % X X
103 | 1031 | 10812 24 |INDUSTRI PELUMATAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN X % X X X X X X X % % % X % X X % % X X % X X % X X
103 | 103 | 10813 2 |INDUSTRIPENGERINGAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN X X x X 5% X X X % X X X X x X X x X X X X X X X X X
103 | 1031 | 10314 % |INDUSTRI PEMBEKUAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN X X % % X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
TNDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH BUAFAN DAN
103 | 102 | 10820 [ D x X % X X X x X X x x X X % x X x x X x % X X % x X
103 | 103 | 10830 28 |INDUSTRI PENGOLAHAN SARI BUAH DAN SAYURAN X X % X X X X X X % % X X % X X X X % X % X X X X X
103 | 10 | 10391 2 | INDUSTRITEMPE KEDELAI X x % X X X x X X X X X X X X X % X X X X X X X X X
103 | 1009 | 10391 30 |INDUSTRITAHU KEDELA! X X X X X X % X X X X X X 5 X % X X X X X X X X X X
TNDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA BUAH-
103 | 1030 | 10399 Sl R x X X x % X % X X x X X X % % X x x X % x X X x % X
104 | 1om | 10411 @ |INDUSTRIMINYAK MENTAH DAN LEMAK NABATI % X X X X X % X X X X X X X X X X X X X X X X % X X
104 | 1om | 10412 3 |INDUSTRIMARGARINE X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
04 | tom | 1043 3 __|INDUSTRI MINYAK MENTAH DAN LEMAK HEWANI SELAIN IKAN X X X X X X x X X x X % X X X X X X X X X X X X x X
104 | tom | 1044 3 |INDUSTRIMINYAK KAN % X X X X X % X X X X X X X X X X X X X X X X % % X
TNDUSTRI MINYAK GORENG BUKAN MINYAK KELAPA DAN
104 | 1o | 10415 il P X X X X X X X X X X X X X X X X x X x x X X X X X
04 | 102 | 10421 3 |INDUSTRIKOPRA X X X X X X % X X X X X X % X F X X X X X X X X X
104 | 102 | 10422 3 |INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
104 | 1002 | 10423 3 |INDUSTRIMINYAK GORENG KELAPA K X X X X X x X X X X % X X X X % X X X X X X X X
04 | 102 | 10424 40 |INDUSTRITEPUNG DAN PELET KELAPA % X X X X X % X X X X X X 5% X X X X X X X X X X X
104 | 1043 | 10431 41| INDUSTRIMINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL) X X X X X X x X X X X X X X X X % X X X X X x x X
104 | 1043 10432 2 :E‘ED:NSETLRC')'I""_:”YAK MENTAFUINTIKELAPASAWIT{CRUDEPALM. X X X X % X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
INDUSTRI PEMISAHAN/FRAKSINAS| MINYAK MENTAH KELAPA
104 [ 1 1
04 | 1043 0433 B b L L X X X X X X X X X X x X X X X X x X x x X X X X X
INDUSTRI PEMURNIAN MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT DAN
104 | 10m3 | 10434 ol e S bl X X % % X X % % X % X X 5 X X X x X % x % X x X X
104 | 10m3 | 10435 a5, || ARE R EEMSRHANERASINAN NV MURHIELAG x X % X % x % x X % x x X x X X % X % x % x x X X
wi| 5as | G INDUSTRI PEVISAFANFRAKSIAS! MINYAK MURI T KELAPA % = % % % % % % 2 ™ % = % = % 2 = 2 = % % p < 2 2
04 | 1043 | 10437 47 |INDUSTRIMINYAK GORENG KELAPA SAWIT X X X X X X X X X X % X X % X % X X X X X X % X X
104 | 1049 10490 3 'L"i["hl‘ﬁ::' MIIYAICNENTALDBN EEMAICABATI DN HEW AN X X % X X X X % X % X X % X X X X X X X X X X X X X
105 | 1051 | 10510 49 |INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU SEGAR DAN KRIM X X X X X X % X X 5 % X X % X X X X % X S X X % X X
105 | 1082 | 10520 5 |INDUSTRIPENGOLAHAN SUSU BUBUK DAN SUSU KENTAL % X % x X X % X X % x % x x x X % % X x x X x x X %
105 | 1083 | 10531 51__|INDUSTRIPENGOLAHAN ES KRIM X X X X X X % X X X X X X X X X % X X X X X X X X X
TNDUSTRI PENGOLAHAN ES SEJENISNYA YANG DAPAT DIMAKAN
105 | 1083 | 1032 B | e el % X X % X X % X X % % % X % X X % % X X % X X % X X
105 | 100 | 10590 5 | INDUSTRI PENGOLAHAN PRODUK DARI SUSU LAINNYA % X X X X X % X X X X X X % X X % % X X X X X % X X
106 | 1061 | 10811 5 |INDUSTRI PENGGILINGAN GANDUM DAN SERELIA LAINNYA X X X x X X % X % X X X X X X X x X X x x X X X X X
106 | 1061 | 10812 g | [MEASTRIENOGLNCAN ANEIRIACANG fTESMASUR % X X X X X % X X x % X X % % % x ¥ X X % X X X X X
INDUSTRI PENGGILINGAN ANEKA UMBI DAN SAYURAN
106 | 1061 | 10613 B % X x x % X % X X % x X X x x X % % X X x X X x % %
106 | 1061 | 10614 5 |INDUSTRITEPUNG CAMPURAN DAN ADONAN TEPUNG % X X x X x % x X X x X x x x X % % X X x X x x X %
106 | 1061 | 10615 5 |INDUSTRIMAKANAN SEREAL X % X X % X X X % % X X X % X X X X X X X % X X % %
106 | 1061 | 10616 5 |INDUSTRITEPUNG TERIGU % X X % % X X X X X X X X % X X % X X X X X X X X X
106 | 1062 | 10621 6 |INDUSTRIPAT UBI KAYU X X X X X X % X X 3 X X X x X X % % X X X X X x X X
106 | 1062 | 10622 61 |INDUSTRIBERBAGAI MACAM PATI PALMA X % X X % X X % X % X X % % X X X X X X X % X X % %
106 | 1062 | 10623 62 |INDUSTRI GLUKOSA DAN SEJENISNYA X X X X X % % % X X X X 2 x % X X X X x % X X X % X
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106 1062 10629 63 INDUSTRI PATI LAINNYA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
106 | 1083 | 10631 6 |INDUSTRIPENGGILINGAN PADI DAN PENYOSOHAN BERAS e X X % x s X X X x X X X X X x x X X X X X X X
106 1063 10632 65 INDUSTRI PENGGILINGAN DAN PEMBERSIHAN JAGUNG X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
106 | 1063 | 10633 6 | INDUSTRITEPUNG BERAS DAN TEPUNG JAGUNG X X X X X X X X X X X % X X X X X X X X X X X X X X
106 1063 10634 67 INDUSTRI PATI BERAS DAN JAGUNG X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
107 | 1071 | 10710 68| INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE X X X X X x % X X X X % X X X X x X X X X X x X X X
107 1072 10721 69 INDUSTRI GULA PASIR X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
107 1072 10722 70 INDUSTRI GULA MERAH X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
107 1072 10723 [t INDUSTRI SIROP X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
107 1072 10729 72 INDUSTRI PENGOLAHAN GULA LAINNYA BUKAN SIROP X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
w07 | 1073 | 10731 73 |INDUSTRIKAKAO X X X X X X X X X X X X X X X X X X % X X X % X X X
107 1073 10732 4 INDUSTRI MAKANAN DARI COKELAT DAN KEMBANG GULA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
107 1073 10733 15 INDUSTRI MANISAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN KERING X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
107 | 1073 | 10739 76 |INDUSTRIKEMBANG GULA LANNYA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x X X X X X
107 1074 10740 4 INDUSTRI MAKARONI, MIE DAN PRODUK SEJENISNYA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
107 1075 10750 78 INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
107 1076 10761 79 INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
107 1076 10762 80 INDUSTRI PENGOLAHAN HERBAL (HERB INFUSION) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
107 1076 10763 81 INDUSTRI PENGOLAHAN TEH X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
107 1077 10771 82 INDUSTRI KECAP X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
107 | 1om | 1072 8 |INDUSTRIBUMBU MASAK DAN PENYEDAP MASAKAN X X X % X X X X X X X x X X X % X X X X X X X X X X
107 1077 10773 2 INDUSTRI PRODUK MASAK DARI KELAPA X X X X X X X X X X X X X X X X X - X X X X X X X X
07 | 10w | o7 8 | INDUSTRI PENGOLAHAN GARAM X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x X X X X X
107 1077 10779 86 INDUSTRI PRODUK MASAK LAINNYA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
107 1079 10791 87 INDUSTRI MAKANAN BAY| X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
107 1079 10792 88 INDUSTRI KUE BASAH X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
107 | 1079 | 10703 B N MACANGXACANGAN X X ¥ X x x X X X X x X X X x X X X X X X X X X X X
107 | 1079 | 1o7e4 9 |INDUSTRIKERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA X x X x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
107 1079 10795 9 INDUSTRI KRIMER NABATI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
107 1079 10799 2 INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
108 1080 10801 8B INDUSTRI RANSUM MAKANAN HEWAN X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
108 1080 10802 k2 INDUSTRI KONSENTRAT MAKANAN HEWAN X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
110 1101 11010 9% INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL HASIL DESTILASI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mo | 102 | 11020 B oy (CHOLHASK. EERMENTASIANGGLR X X X * x X % x X X X % X X X X x P X x X X b X X %
10 1103 11031 97 INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL HASIL FERMENTASI MALT X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mo | o3 | 103 % |INDUSTRIMALT % X X X X X X X X X X X X X % X X % % % X X X X X X
110 1104 11040 9 INDUSTRI MINUMAN RINGAN X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
10 | 1106 | 11050 100 _|INDUSTRIAIR MINUM DAN AIR MINERAL X X X X X X X X X 3 X X X X X X X X X X X X X X X X
110 1109 11090 101 INDUSTRI MINUMAN LAINNYA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
120 | 1201 | o011 102_|INDUSTRIKRETEK X X X % X X X X X 3 % X X X X X X % % X X X X % X X
120 1201 12012 103 INDUSTRIROKOK PUTIH X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
120 1201 12019 104 INDUSTRI ROKOK LAINNYA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
120 1209 12091 105 INDUSTRI PENGERINGAN DAN PENGOLAHAN TEMBAKAU X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
—rA 05| NUSTRIGUNMBU ROKOK SERTA KELENGKAPANROROK - - " m - = o " " = P = % = P i = p » x o - - » Z "
1 | 1an | 131 107__|INDUSTRI PERSIAPAN SERAT TEKSTIL X X X X X X X X X X x X X X X X X X X X X X X X X %
131 131 13112 108 INDUSTRI PEMINTALAN BENANG X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
81| 131 | 13113 109 _|INDUSTRIPEMINTALAN BENANG JAHIT X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
81| 132 | 1321 B | R (CHIANERRTE A ARG RO X x X X X X X X X X X X X X X X X x X X X X X X X X
131 1312 13122 M INDUSTRI KAIN TENUN IKAT X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
131 1312 13123 112 INDUSTRI BULU TIRUAN TENUNAN X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
131 1313 13131 13 INDUSTRI PENYEMPURNAAN BENANG X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
81 | 1313 | 13132 114__|INDUSTRI PENYEMPURNAAN KAIN X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
131 1313 13133 115 INDUSTRI PENCETAKAN KAIN X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
81| 1313 | 13134 116 |INDUSTRIBATIK X X X X X X X X X X X % X X X X X X X X X X X X X
139 1391 13911 17 INDUSTRI KAIN RAJUTAN X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
139 1391 13912 118 INDUSTRI KAIN SULAMAN/BORDIR X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
139 1391 13913 119 INDUSTRI BULU TIRUAN RAJUTAN X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
5| T | 120 | NOUSTRIBARANG JADI TERSTIL UNTUK KEPERLUAN RUVAR p » E” = = e = X = % p ” X ” % X X ” % e ” e ™ % %
189 | 1392 | 1322 121 _|INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL SULAMAN X X X X X X X X X X % % X X X X % X X X X X X X X
139 1392 13923 122 INDUSTRI BANTAL DAN SEJENISNYA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
130 | 1aw | 1304 123__|INDUSTRI BARANG JADI RAJUTAN DAN SULAMAN X X X X X X X X X X % X X X % X X X % % X % X X X
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M X IX|IX|IX| X I X|IX|X|X|X|X]| X | X|X| X IX|X|X|X|X|X|X| X | X | X |X|IX|X| X I XIX|X| X IX|X| X |X|X|X|X|xX]| X X | X | X IX|X|¥X|¥X|X|X|xX]| X IX|X]| X
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22 | 221 | 2210 243__|INDUSTRIBARANG DAR! PLASTIK UNTUK BANGUNAN X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
2 | 23 | 2230 244 |INDUSTRIPIPA PLASTIK DAN PERLENGKAPANNYA X X X % X X X X % X X X X X X X % X X X X X X X %
22 | 22w | oot 245__|INDUSTRIBARANG PLASTIK LEMBARAN X X X X X X X X X X X X X % X X X % X X X X % X %
TNDUSTRI PERLENGKAPAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA
2 | 2m | 2202 28, | e b X X X X X X X X X X X x X x X X x X X X X X X X %
| 55 | oom 247_| NOUSTRIBARANG DAN PERALATAN TERNIKINDUSTR DAY P % % % = % - % % = % - % % % % - % % % % % % % 7
22 | 22 | 209 248 |INDUSTRIBARANG PLASTIK LAINNYA YTDL X X X % X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X %
21 | 2311 | 231 249 |INDUSTRIKACA LEMBARAN % % % X X X % X X X X % X X X X X X X X X X X X X %
21 | 2311 | 23112 250 | INDUSTRIKACA PENGANAN % % X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
21 | 2311 | 2a119 251 | INDUSTRIKAGA LAINNYA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
21| 202 | 23021 B [ et APAN DAN PERALATAN R MAH TANCEA! % % X % X % x X % X X x X % X X X X X X x X X X X X
INDUSTRI ALAT-ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN
21 | 212 | 2312 255 [T AT x x x X x x x x X X X x x X x x x x X x x x x X x X
21 | 2312 | 23123 254 |INDUSTRIKEMASAN DARI KACA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x
21 | 2312 | 23120 255_|INDUSTRIBARANG LAINNYA DARI KACA X X X X X X X X X X X X X % X X X % % X X X % X X %
29 | 201 | 23011 256 'T“'A[::ﬂx?”“’ NORIAR SEMEN DA SEIENISN NYANG X % X X X X X X X X X X X % X X x X X X X b X X X
29 | 2301 | 23019 o5t | N GIAHAN AR DARTTANAHITIERAMIS X X X X X X X X X X % X X X X % X X X X X X X X X
29 | 23@ | 2021 258 |INDUSTRIBATU BATA DARI TANAH LIAT/KERAMIK X % X x X X X X X X X X X X % X X X 3 X X X X 3 X
29 | 23w | 2w 259 |INDUSTRI GENTENG DARI TANAH LIAT/KERAMIK X X X % X X X X X X X X X % X X X % X X 2 % % X %
29 | 232 | 20023 260 |INDUSTRIPERALATAN SANITER DARI PORSELEN X X X % X X X X % X X X X % X X X % X X X X X X %
TNDUSTRI BAHAN BANGUNAN DARI TANAH LIAT/KERANIK BUKAN
29 | 232 | 23020 21 | B s X X X % X X X X % X X x x X x X x X X X x x X X %
20 | 23m | 2031 262 |INDUSTRIPERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI PORSELEN % X X X X X % X X X X % X X X x X x X X x x % X X
29 | 23m | 2%32 53 | AN RN TANGORDARITANA b X X X X b X X X X X X X % X X x % X X X % x X X
29 | 238 | 2393 264 g‘gg:g&‘ﬁ'—” EABORATORIUM DANALAT LISTRIGTEKNIC DAR X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
INDUSTRI BARANG TANAH LIAT/KERAMIK DAN PORSELEN
29 | 23m | 2330 28 | A Haeny x X x % x X X x % x X x x X x % x X x % x x X x %
29 | 23 | 2w 266 |INDUSTRISEMEN X % X % X X X X % X X X I3 % X % X % X % X X % X %
29 | 23 | 2w 267 |INDUSTRIKAPUR X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
20 | 234 | 2w43 268 |INDUSTRIGPS X % % X X X X % % X X X X % X X X % X X 2 % % X %
29 | 23% | w1 269 |INDUSTRIBARANG DARI SEMEN X % X % X X X X % X X X X X X X X X X X X X X X %
29 | 23% | o2ms2 270 |INDUSTRI BARANG DARI KAPUR X X X X X X X X X X X X % X X X X X X X X X X X X
29 | 23%5 | 29953 grgy |HROSTRISARANG DARISEMENDARKARURUINTIR X X X X X X X X X X % X X X X % X X X X X X X X X
KONSTRUKSI
29 | 23% | o2%0s4 272__|INDUSTRIBARANG DARI GIPS UNTUK KONSTRUKSI % X X % X X X X X X X X X X X X X X X % X X X X %
29 | 2305 | 2a085 z7g; | B EIRI AARANG DARIASBES INTUICKERERLUANTBAIAN X X X X X X X X X X X % X X X X x x x X X X X X %
29 | 23% | 20956 274_|INDUSTRIBARANG DARI ASBES UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI X X X x X X X X X X X X X X X X X % X X X X % X %
209 | 23% | o2ms7 275_|INDUSTRIMORTAR ATAU BETON SIAP PAKA! X % X % X X X X X X X X X X X X X B1,B3,B4 X X X X % X X %
29 | 2385 23959 276 'L")‘\?,f"NSJAR' BARANG DARI SEMEN, KAPUR, GIPS DAN ASBES X X X X X X X X X X X X X X X X X B1,B3,B4 X X X X X X X X
INDUSTRI BARANG DART MARMER DAN GRANIT UNTUK
29 | 23 | 261 el P il e X X X X X X X X X X X x X % x X x x % x X X x % x X
INDUSTRI BARANG DARI MARMER DAN GRANIT UNTUK
20 | 230 | 262 775 |MDUSTRIARANGDARIMARME x X x x x x x x x x % x x X X % X X X X % x x X X %
INDUSTRI BARANG DARI BATU UNTUK KEPERLUAN RUMAH
29 | 230 | 2me3 T | e A o X X x x x X x x x x x x x X x x x x x x x x x X x %
29 | 23 | 2me60 280 |INDUSTRIBARANG DARI MARMER, GRANIT DAN BATU LAINNYA % X X X X % X X X X X X X X X X x x % x X X x % x X
29 | 23% | 2399 281_|INDUSTRIBARANG GALIAN BUKAN LOGAM LANNYA YTDL X X X x X X % X % X X % X X X X % X X X X X X X X %
200 | 23 | 2m00 282 | INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA YTDL X X X X X X % X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
a1 | 2410 | 28101 283 |INDUSTRIBESI DAN BAJA DASAR (IRON AND STEEL MAKING) ¥ % x X ] % % x % x x X X x x x x x X % x X x X % X
1 | 2410 | os102 284_|INDUSTRIPENGGILINGAN BAJA (STEEL ROLLING) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
a1 | 2410 | 24103 285 |INDUSTRIPIPA DAN SAMBUNGAN PIPA DARI BAJA DAN BESI X % X % X b X X X X X X X X X X X % x X X % % x X %
22 | 240 | om0t 286 |INDUSTRIPEMBUATAN LOGAM DASAR MULIA % % X % X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X %
22 | 2a: | ow02 287__|INDUSTRIPEMBUATAN LOGAM DASAR BUKAN BESI X % X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
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42 | 2420 | 24205 289 :;‘B;‘JSEAP'PA BANSAMBUNGANEIEA DART EQGAMBONAN.SES] X X X % X X X X % X X X X X X X X X X X X X X X X X
22 | 24 | 2408 290 |INDUSTRIPENGOLAHAN URANIUM DAN BIUIH URANIUM
%3 | 2431 | om0 291 |INDUSTRIPENGECORAN BESI DAN BAJA X X X X X X X X X X X X X X X % X X X X % X X X X X
23 | 2@ | 24320 292 |INDUSTRIPENGECORAN LOGAM BUKAN BESI DAN BAJA % X x % X % X x % x X x x x x x x x X x x 1 x X x x
INDUSTRI BARANG DARI LOGAM BUKAN ALUMINIUM SIAP
21 [ 2511 | 25111 %95 INDUSTRIBARANG DARILOS x X x % x x X x % X X X x X x # x x x x x x x x x "
INDUSTRI BARANG DARI L OGAM ALUMINIUM SIAP PASANG
%1 | 281 | 25112 o [ x X x X x x x x X x X x x x x % x x x x X x x x x x
1 | 2511 | 25113 25 NS KONSTROKSL BERAT,SIP RASANG MR ARIALNIIK X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
INDUSTRI BARANG DARI LOGAM SIAP PASANG UNTUK
21| 2511 | 25119 g [ e X X e X X X X e X x x X x X X x X % X X x X % X X %
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1 | 2512 [ 25120 297 |INDUSTRITANGKI, TANDON AR DAN WADAH DARI LOGAM x X X x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
251 | 2513 | 25130 298| INDUSTRI GENERATOR UAP, BUKAN KETEL PEMANAS X X X % X X X X X X X X X X X X X X X X % X X X X %
%2 | 250 | 25200 299 |INDUSTRI SENJATA DAN AMUNISI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X % X X X X X
INDUSTRI PENEMPAAN, PENGEPRESAN, PENGETAKAN DAN
29 | 2501 | 25010 00 [ LA P X x x X x X x x X x X x X x x X x X X x X x x X X X
JASA INDUSTRI UNTUK BERBAGAI PENGERJAAN KHUSUS
250 | 25@ | 25020 e X X X x X X X X X x X X X X X X X X X X X X X X X %
250 | 250 | 25031 302 |INDUSTRIALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN UNTUK PERT X X X X % X X x X X X X X % X % X X X X X X % X X X
INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN
259 | 250 | 25032 a0y |NEUSTRIALET b x X x x x x x % x x X X % X % X X X X % x % % X %
INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN YANG
250 | 250 | 25033 B | N AL ok e e en X X X X X X X X % X X X X X % X % X % x X X x % % %
259 | 250 | 25034 305 | INDUSTRI PERALATAN UMUM X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
il a3 | B s06 | NDUSTRIENBER, KALENG, DRUM DAN WADAH SEJENS DAR % = e X < % % < % = % = % = % % = X = % % = % % < 2
250 | 255 | 25051 307 |INDUSTRIBARANG DARI KAWAT X X X % X % X X X X X X X X % X X X X % X X X X X X
259 | 25% | 25952 308 |INDUSTRIPAKU, MUR DAN BAUT X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
259 | 250 | 25091 309 |INDUSTRIBRANKAS, FILLING KANTOR DAN SEJENISNYA x x g 5% x X x x x x X X x % % X x X X % X x x x % %
259 | 2509 | 25002 310 ILI\gJGUASJ RIPERAATANDAPUR AN PERAUATAN MEIADAR! X X X X X X X X X X X X X X X X x x x X X x X X X X
INDUSTRIKEPERLUAN RUMAH TANGGA DARI LOGAM BUKAN
250 | 2500 | 25093 s e e e X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
259 | 259 | os094 312 |INDUSTRIPEMBUATAN PROFIL X X X X X X X X X X X X X X % X X X X % X X X X X X
259 | 259 | 25095 313__|INDUSTRILAMPU DARI LOGAM X X X X X X X X X X X X X % X X X X X X x X X X X X
259 | 259 | 25099 314 |INDUSTRIBARANG LOGAM LAINNYA YTDL X X X % X X X X X X X X X X X X X X X X X % X X X X
%1 | 2611 | 26110 315 |INDUSTRITABUNG ELEKTRON DAN KONEKTOR ELEKTRONIK X X X X % X x X X x X X X % X % X X X X X X % X X X
%1 | 2612 26120 316 :_“ﬂ"sl:' SEMTKONDUKTOR DANKOMEOREN ETEKTRORIC X X X X X X X X X X X X X X X X X B1,B3,B4 X X X X X X X X
20 | 2621 | 20210 317__|INDUSTRIKOMPUTER DAN/ATAU PERAKITAN KOMPUTER X X X X X X X X X X X X X X X X X B1,83,84 X X X X X X X X
%2 | 262 | 2620 318 |INDUSTRI PERLENGKAPAN KOMPUTER X X X X X X X X X X X X X % % X X X X % X ¥ X X X x
263 | 2631 | 26310 319 |INDUSTRI PERALATAN TELEPON DAN FAKSIMILI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
%3 | 262 | 26320 320 |INDUSTRIPERALATAN KOMUNIKAS! TANPA KABEL (WIRELESS) X X [ X X X X X X X X X X x X X x X X X X X X X X x
263 | 269 | 26391 321 |INDUSTRIKARTU CERDAS (SMART CARD) X X X X X X X X X 1 X X X X X X X X X X % X X X X X
263 | 260 | 26399 322 |INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKAS! LANNYA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X % X X X X X
%4 | 261 | o410 323 |INDUSTRITELEVIS| DAN/ATAU PERAKITAN TELEVIS| X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
INDUSTRI PERALATAN PEREKAM, PENERIMA DAN PENGGANDA
%4 | 2602 [ 28420 P, x x X x x X x x X x x X X x x X X X X % X ¥ x X x X
24 | 2049 | 26490 325 |INDUSTRIPERALATAN AUDIO DAN VIDEO ELEKTRONIK LAINNYA X % X X X X X X % X X X X X X x X X x X % x x X X X
25 | 2651 | o851 32 |INDUSTRIALAT UKUR DAN ALAT UJI MANUAL X X X X X X X X X X X % X X X X X X X X % X X X X X
265 | 2651 | 26512 327 |INDUSTRIALAT UKUR DAN ALAT UJI ELEKTRIK X X X X X X X X X X X X X % X X X X X X X X X X X X
265 | 2651 | 26513 328 |INDUSTRIALAT UKUR DAN ALAT UJI ELEKTRONIK X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X %
265 | 2651 | 26514 329 |INDUSTRIALAT UJI DALAM PROSES INDUSTRI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
265 | 265 | 26520 330 |INDUSTRIALAT UKUR WAKTU X % X X X X X X X X X X X % X X X X X % X ¥ X X X x
266 | 2660 | 26601 ;[ NMSIRIERALATANRADIASYSINARIX RERLENGKARAN DA X X X % X X X X X X X X X X X X x x X x X x X X X X
SEJENISNYA
26 | 2060 | 26602 332 |INDUSTRIPERALATAN ELEKTROMEDIKAL DAN ELEKTROTERAPI X % X X X b X X X X X X X % X X X X X X x X % X X
267 | 2611 | 26710 333__|INDUSTRI PERALATAN FOTOGRAFI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x
TNDUSTRI KAMERA CINEMATOGRAFI PROYEKTOR DAN
267 | 2670 | 26791 g |LEUSTRICMERASS x X X x X X X X X x x X X x X X X X X X X X X X X ®
7 | 2679 | 26792 335 |IUSTRITEROPONGDANINSTRUMEN OFTIKBUKANICAEH X X X X X b X X % X X X X X X X % X X X X X X X X %
268 | 2680 | 26800 335 |INDUSTRIMEDIA MAGNETIK DAN MEDIA OPTIK X x X x X X X X X X X X X x X X X X % X X X X X X X
o1 | o | ommt 337 |INDUSTRIMOTOR LISTRIK % X X X X X X X X X X X X % X % % X X X % X X X X X
o1 | otnt | omn2 333 |INDUSTRIMESIN PEMBANGKIT LISTRIK X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
TNDUSTRI PENGUBAH TEGANGAN (TRANSFORMATOR),
ot | am | 2711s 339 | PENGUBAH ARUS (RECTIFIER) DAN PENGONTROL TEGANGAN X X X X X X X X % X x X X X X X x X X X X X X X X %
(VOLTAGE STABILIZER)
a1 | 22 | om0 0 [P ERALATANRENGONIEOL DANFENDISTREUSIN X X ¥ X X X X X X x X X X X X % x X X X % X X X X %
o2 | ot | om0t 341__|INDUSTRIBATU BATERA X X X x X X X X X X X X X X X X X B1,83,84 X X % X X X X %
o2 | o0 | oo 342 |INDUSTRIAKUMULATOR LISTRIK X X X X X X X X % X x X X x X X X X % X X X X X X %
23 | o1 | 2m310 343 |INDUSTRIKABEL SERAT OPTIK X X X X X X X X X X X x X X % X X X X % X X X X X X
73 | ot | om0 344__|INDUSTRIKABEL LISTRIK DAN ELEKTRONIK LAINNYA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X % X X %
TNDUSTRIBOLA LAMPU PUAR, LAMPU PENERANGAN TERPUSAT
oa | om0 | 2701 ol e % % X X X X X X b x X X X X X X X X X X % X X X X %
o4 | om0 | 2702 346 |INDUSTRILAMPU TABUNG GAS (LAMPU PEMBUANG LISTRIK) X x X X X X X x x X X % X X X X X X X X X X X X X %
TNDUSTRI PERALATAN PENERANGAN UNTUK ALAT
oa | om0 | 2708 aiy, [OUSTRIFERA! X x x % x X x x % x x x X x x X x X x x X x x X X %
oa | ora0 | omaoa 348 |INDUSTRILAMPU LED X X ¥ % X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
o4 | ota0 | 27400 349 |INDUSTRIPERALATAN PENERANGAN LANNYA X X X X X X X X % X X X X X X X X X X X X X X X X %
o5 | a2 | 27520 350  |INDUSTRIPERALATAN ELEKTROTERMAL RUMAH TANGGA X X X X X X X X X X X X X % X X X % X X X x % X X X
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| = Diankan
T1 = Dibatasi jumishnya

Dibs Jumlahnya sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku
Dibatasi jumlahnya sesuai berdasarkan hasi kajian lapangan oloh tim toknis.

standar ki
T2 = Dibatasi jam beroperasinya
T3 = Dibatasi luas lantal bangunan dalam 1 kapling
Drbatasi luas lantal bangunan
Dibatasi luas lantai bangunan sesuai berdasarkan hasd kajian lapangan oleh tim teknis.
B Iuas bangunan hasil kapan.
T4 = Torbatas pada luasan kapling tertenty
luas kapling minimum gan standar kebutuhan

yang berlaku

Db
Dibatasi luas kapling minimum sesuai berdasarkan hasil kagan lapangan oleh tm teknis.
standar luas kajan. dl

e B8

X

Wajb melakukan kajan linglungan hidup sesual
peraturan perundangan yang berlaku

(AmdaVUKL-UPL/SPPL)

Wapb Analiss Dampak Lalu Lintas

Wapb menyediakan prasarana minmal sesual

Ketenksan (misanya - parkir, pengolahan imbah, dil)

Pengembangan penyediaan fasitas publik atau

perumahan untuk MBR yang didanai oleh pemerintah dan/atau swasta
. tidak diizinkan
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Zona
KoLl Mo
Kegiatan
a2 | 4221 | 42215 7 |ets X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x X X
a2 | a1 | aan 8| Tower Jaringan Listrik X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
360 | 3600 | 36003 9 |Rumah Pompa X X X X X X X X X x X X X X X X X X X X X X X X X X
360 | 3600 | 36003 10 |Reservar X X X X X X X X X X X X X X X X X _ X X X X X X X
361 3610 | 36101 1| Pembangk Listk X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
31| 3610 | 36102 12 |SUTTSUTET X X X X X X X % X X X X X X X X X X X X X X X X
522 | 6221 | 52210 13| Gorasi Bus X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
360 | 3600 | 36001 14| Instalasi Pengolaan Ar X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X

Perumahan dan Perdagangan/Jasa X X X X X X T | 11,18 X T | 118 X X X X X X X X X X X X X
2| Perumaian dan Perkantoran X X X X X X X N AR X X X X .13 X X X X X X X X X X X

3 | Perumahan, Perdagangan/Jasa, & Perkantoran X X x | x | x X X X .13 X T, T3 T, T3 X T, T3 X X X X X X X X X X X

KETENTUAN KEGIATAN
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KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI SERADANG

106



Zona Sub Zona Kode Jalan Arteri Jalan Kolektor Jalan Lokal/ Lingkungan Jalan Khusus
KDB KLB KDH KDB KLB KDH KDB KLB KDH KDB KLB KDH
Kawasan Lindung
ggt"é';:;a?ga” Sekitar Danau/ Waduk DW 5% 05 95% 5% 05 95% 5% 05 95% 5% 05 95%
Ruang Terbuka Hutan Kota RTH-1 10% 0.1 90% 10% 0.1 90% 10% 0.1 90% 10% 0.1 90%
Hijau Taman Kota RTH-2 10% 0.1 90% 10% 0.1 90% 10% 0.1 90% 10% 0.1 90%
Taman Kecamatan RTH-3 10% 0.1 90% 10% 0.1 90% 10% 0.1 90% 10% 0.1 90%
Taman Kelurahan/ Desa RTH4 10% 0.1 90% 10% 0.1 90% 10% 0.1 90% 10% 0.1 90%
Pemakaman RTH-7 30% 0.3 70% 30% 0.3 70% 30% 0.3 70% 30% 0.3 70%
Penyangga Sempadan Jalan & SUTET PE 5% 05 95% 5% 05 95% 5% 0.5 95% 5% 0.5 95%
Kawasan Budidaya
Perumahan Perumahan Kepadatan Tinggi R-2 70% 42 20% 70% 42 20% - - - - - -
Perumahan Kepadatan Sedang R-3 60% 18 30% 60% 1.8 30% 70% 2.1 30% - - -
Perumahan Kepadatan Rendah R-4 50% 40% 50% 1.0 40% 60% 1.2 40% - - -
Perdagangan & Perdagangan & Jasa Skala Kabupaten/ Ko ) ) B 70% 49 20% ) ) ) B B B
Jasa Perkotaan
Perdagangan & Jasa Skala BWP K-2 - - - 70% 1.8 30% 80% 1.8 30% - - -
Perdagangan & Jasa Skala Sub BWP K-3 - - - 80% 0.8 30% 80% 0.8 30% - - -
Perkantoran Perkantoran KT 60% 3.0 30% 60% 3.0 30% 70% 3.0 30% 70% 30 30%
Sarana Pelayanan |SPU Skala Kota/ Perkotaan SPU-1 60% 18 30% 60% 18 30% - - - - - -
Umum SPU Skala Kecamatan SPU-2 - - - 60% 18 30% 60% 18 30% - - -
SPU Skala Kelurahan/ Desa SPU-3 - - - - - - 60% 1.2 30% - - -
Industri Kawasan Peruntukan Industri KPI - - - 50% 15 40% 50% 1.5 40% 50% 15 40%
Sentra Industri Kecil & Menengah SIKM - - - 60% 18 30% 60% 18 30% - - -
Peruntukan Instalasi Pengolahan Air PL-3 - - - 20% 04 A0% 20% 04 A40% - - _
Lainnya Instalasi Pengolahan Air Limbah PL-4 - - - - - - 20% 0.4 40% - - -
Pergudangan PL-6 - - - 50% 15 40% 50% 1.5 40% 50% 15 40%
'T:r?;t;a;ﬁgrik Pembangkit Tenaga Listrik PTL ] ] i 10% 0.1 70% 10% 0.1 70% i i -
Campuran Perumahan & Perdagangan/ Jasa C-1 70% 56 30% 70% 56 30% - - - - - -
Perumahan & Perkantoran C-2 70% 5.6 30% 70% 5.6 30% - - - - - -
Perumahan, Perdagangan/ Jasa, & ca3 70% 56 30% 70% 56 30% ) ) ) ) ) )
Perkantoran
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Garis (m) (Diukur dari
Garis Sempadan Jalan Minimum (m) (Diukur dari Tepi batas ruang millk jalan atau pagar depan hal Garis Garis p Ki Jarak Bebas
No Zona Sub Zona Kode Badan Jalan ke batas terluar dinding bangunan) sampai batas terluar dinding bangunan) Samping Belakang Bangunan Bangunan Tampilan Bangunan
Minimum (m) Minimum (m) Maksimal Minimal
Arterl Kolektor Lokal Lingkungan Arteri Kolektor Lokal Lingkungan
1 |Perlindungan Sempadan Danau oW - - 8 7.5 - 7.5 7 4 4 4 meter 3 meter Jenis bangunan tunggal dan fidak mengganggu fungsi
Setempat (PS) sempadan danau/ waduk
2 |Zona Penyangga |Sempadan Rel & SUTT PE 11.5 10 8 7.5 95 9 75 7 4 4 4 meter 3 meter -
(PE)
3 |Ruang Terbuka|Hutan Kota RTH-1 - 10 8 7.5 9 75 7 4 4 4 meter 3 meter -Jenis bangunan tunggal, dan memiliki fungsi mendukung
Hijau (RTH) hutan kota
Taman Kota RTH-2 - 10 B - 9 7.5 - 4 4 4 meter 3 meter -Jenis bangunan tunggal, dan memiliki fungsi mendukung
hutan kota
- Memiliki ijin dari dari dinas/instansi terkait
Taman Kecamatan RTH-3 - 10 8 - 9 7.5 - 3 3 4 meter 3 meter -Jenis bangunan tunggal, dan memiliki fungsi mendukung
fasilitas umum
- Memiliki ijin dari dari dinas/instansi terkait.
Taman Desa/Kelurahan RTH-4 - - 8 - - 7.5 - 3 3 4 meter 3 meter -Jenis bangunan tunggal, dan memiliki fungsi mendukung
fasilitas umum
- Memiliki ijin dari dari dinas/instansi terkait.
Pemakaman RTH-7 - - 8 7.5 - 75 7 3 3 4 meter 3 meter -Jenis bangunan tunggal, dan memiliki fungsi mendukung
fasilitas TPU
- Memiliki ijin dari dari dinas/instansi terkait.
ZONA BUDIDAYA
1 |Perumahan (R) Kepadatan Bangunan Tinggi R-2 1.5 10 - 95 9 - 4 5 24 meter 11 meter § Ketentuan arsitektural bebas, dengan catatan tidak
bertabrakan dengan arsiteklur tradisional setempat serta letap
memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar.
Kepadatan Bangunan| R-3 115 10 B 7.5 95 9 7.5 7 4 2 12 meter 5 meter § Kelentuan arsitektural bebas, dengan catatan tidak
Sedang bertabrakan dengan arsitektur tradisional setempat seria tetap
memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar.
Kepadatan Bangunan| R-4 115 10 B 7.5 95 9 7.5 7 3 2 8 meter 3 meter § Ketentuan arsitektural bebas, dengan catatan tidak
Rendah bertabrakan dengan arsitektur tradisional setempat serta tetap
memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar.
2 |Perdagangan dan|Perdagangan dan Jasa| K-1 - 10 = - 9 - - 4 5 24 meter 11 meter § Ketentuan arsitektural bebas.
Jasa (K} Skala Kabupaten
Perdagangan  dan  Jasa| K-2 S 10 B 7.5 9 75 7 4 2 12 meter 5 meter § Kelentuan arsitektural bebas.
Skala BWP
Perdagangan  dan  Jasa| K-3 - 10 8 7.5 9 7.5 7 3 2 8 meter 3 meter § Ketentuan arsitektural bebas.
Skala Sub BWP
3 |Perkantoran (KT)  |Perkantoran KT 11.5 10 8 7.5 9.5 9 7.5 7 4 2 20 meter 9 meter Sesuai ketentuan tampilan bangunan perkanteran yang
berlaku
4 |Industri (1) Kawasan Industri KPI - 10 8 7.5 9 7.5 7 4 5 12 meter 5 meter § Kelentuan arsitektural bebas.
Sentra  Industri  Kecil &| SIKM 10 8 7.5 9 7.5 7 4 2 12 meter 5 meter § Ketentuan arsitektural mengikuti kekhasan daerah
Menengah
5 | Sarana Pelayanan [SPU Skala Kabupaten SPU-1 11.5 10 - - 9.5 9 - - 4 5 12 meter 5 meter Sesuai ketentuan tampilan masing-masing bangunan sarana
Umum (SPU)  |SPU Skala Kecamatan SPU-2 - 10 8 7.5 9 7.5 7 4 2 12 meter 5 meter pelayanan umum yang berlaku
SPU Skala Desa/Kelurahan | SPU-3 10 8 7.5 9 7.5 7 3 2 8 meler 3 meter
6 |Peruntukan Lainnya|instalasi Pengolahan Air| PL-3 10 8 7.5 9 7.5 7 dapat diatur dapat diatur 8 meter 3 meter § Ketentuan arsitektural bebas.
(PL) {IPA) tersendiri tersendiri
Instalasi  Pengolahan Air| PL4 10 8 7.5 L] 7.5 7 dapat diatur dapat diatur 8 meter 3 meter § Ketentuan arsitektural bebas.
Limbah (IPAL) tersendiri tersendiri
Pergudangan PL12 10 B 7.5 9 7.5 I 4 5 12 meter 5 meter § Ketentuan arsitekiural bebas.
Pembangkit Listrik PTL 10 8 7.5 9 75 7 dapat diatur dapat diatur 4 meter 3 meter § Ketentuan arsitektural bebas.
tersendiri tersendiri
7 |Campuran Perumahan & Perdagangan/| C-1 1.5 10 - 95 9 - 4 5 32 meter 17 meter § Ketentuan arsitektural bebas.
Jasa
Perumahan & Perkantoran C-2 11.5 10 - 9.5 9 - 4 5 32 meter /ﬂ% § Ketentuan arsitektural bebas.
Perumahan, Perdagangan/| C-3 15 10 - - 95 9 - - 4 5 17 § Ketentuan arsitektural bebas.
Jasa, & Perkantoran P el
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TABEL KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMUM

Zona Sub Zona Kode Prasarana Minimum Sarana Minimum
Zona Sempadan DwW 1)Jalur Pejalan Kaki - Fasilitas keamanan;
Perlindungan |Danau - Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang |- Jalan inspeksi pada lokasi-lokasi yang ditentukan sesuai standar yang
Setempat disertai dengan pemberian tanda atau rambu. ditentukan oleh instansi terkait.
- Jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. - Toilet umum;
- Kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan - Mushola/tempat ibadah;
2)Ruang Terbuka Hijau - Tempat pembuangan sampah;
3)Ruang Terbuka Non Hijau - Tempat duduk pengunjung.
4)Utilitas Perkotaan
5)Fasilitas Pendukung
6)Fasilitas Evakuasi Bencana
- Jalur evakuasi;
- Penandaan/rambu-rambu
Zona Sempadan Jalur, PE Tidak menyediakan prasarana dan sarana minimal
Penyangga Pipa
Zona RTH |Hutan Kota RTH1 1)Jalur Pejalan Kaki - Shelter bus wisata, Halte angkutan umum;

- Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang
disertai dengan pemberian tanda atau rambu.

- Jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.

- Jalur sepeda diperkenankan berupa jalan setapak dan di areal parkir.

- Menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan

- Kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan

2)Ruang Terbuka Hijau

3)Ruang Terbuka Non Hijau

- Berupa lapangan olahraga outdoor

4)Utilitas Perkotaan

- Jaringan air bersih:

Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air
antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya.
- Jaringan Listrik:

Jaringan listrik setiap kegiatan sub zona taman kota dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung
kegiatan pada sub zona tersebut.

- Jaringan Persampahan

- Alat pengangkut

- Tempat pengumpulan sampah

- Jaringan Drainase:

Taman kota harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan
yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu
ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.

- Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh
melebihi 10% dari luas lahan;

- Fasilitas toilet pria, toilet wanita;

- Fasilitas pusat informasi pengunjung;

- Aksesibilitas untuk ditabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot
parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang
difabilitas; dan

- Fasilitas keamanan Pos Jaga;

- Jalur evakuasi;

- Bak sampah; dan

- Penanda/rambu-rambu.
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Zona Sub Zona Kode Prasarana Minimum Sarana Minimum
Taman Kota RTH2 1) Vegetasi :
Taman RTH3 Kriteria pemilihanl vegetasi untuk taman lingkungan adalah sebagai berikut: N Shelter & Halte angkutan umum;
Kecamatan ) Merupakan habn.at tanaman_ khas Iok.aJ yang mudsah tumbuh dengan perawatan minimal; - Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh
- Tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah dan mampu menyerap cemaran udara; lebihi 10% dari luas lahan:
Taman RTH4 - Tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman g et L
Kelurahan bervariasi: dan - FasTI!taS toilet pria, tm\et'wanlta, ‘
B . e - Fasilitas pusat informasi pengunjung;
—2Tjrd_apat |en|csj tanlamEfn estetis dengan bentuk tajuk indah dan/ atau tanaman berbunga. - Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, sesuai
) Jaringan pe eslran : standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas; dan
Jalur pedestrian dan sepeda; - Fasilitas keamanan Pos Jaga;
- Plasa terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap; - Bak sampah: dan '
- Petunjuk arah dan informasi taman. pan.
" ) - Penanda/rambu-rambu.
3) Jaringan drainase :
- Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya, dan dilengkapi dengan
sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman.
4) Jaringan utilitas :
- Listrik, penerangan jalan dan pedestrian, air bersih; dan
- Sistem jaringan pembuangan limbah dan sistem pengolahan limbah cair dan limbah padat.
5) Jaringan dan Pengelolaan Persampahan :
- Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan
dan rekomendasi dari instansi terkait
Pemakaman RTH7 1) Jaringan pedestrian : - Shelter & Halte angkutan umum;
Jalur pedestrian dan sepeda; - Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh
- Plasa terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap; melebihi 10% dari luas lahan;
- Petunjuk arah dan informasi TPU. - Fasilitas toilet pria, toilet wanita;
2) Jaringan dan Pengelolaan Persampahan : - Fasilitas pusat informasi pengunjung;
- Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan |- Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, sesuai
dan rekomendasi dari instansi terkait standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas; dan
- Fasilitas keamanan Pos Jaga;
- Bak sampah; dan
- Penanda/rambu-rambu.
Perumahan |Kepadatan R2 Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani kawasan perumahan berkepadatan sedang | Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan berupa fasilitas bersama
Tinggi dan memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi warganya. di dalam maupun di luar bangunan hunian bertingkat sesuai dengan

1) Jaringan jalan dan utilitas

- Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang
disertai dengan pemberian tanda atau rambu.

- Jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.

- Jalur sepeda diperkenankan dengan konstruksi yang bisa meresap air disertai pemberian rambu-rambu.

- Kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan

2) Ruang Terbuka Hijau

- taman bermain/rekreasi

3) Ruang Terbuka Non Hijau

- lapangan olahraga outdoor

4) Utilitas Perkotaan

- Jaringan air bersih:

- Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air
antara 60 literforg/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis

Pemanfaatan Kawasan Budidaya.

Jaringan Listrik:

- Jaringan listrik setiap rumah dilayani dengan kapasitas minimal 900 Kwh.

Jaringan Persampahan

- Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan
dan rekomendasi dari instansi terkait.

- Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat.

Jaringan Drainase:

- Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/
perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di
perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.

persyaratan sarana dan prasarana lingkungan perumahan (SNI 03-1733-
2004 Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan).
Kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan yang disediakan antara
lain:

- Fasilitas Peribadatan:

Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar
minimum dalam peraturan yang berlaku

- Fasilitas Perdagangan:

Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar
minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas
perdagangan skala lingkungan.

- Fasilitas Pendidikan:

Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar
minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas
pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah.

- Fasilitas Kesehatan:

Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar
minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas
kesehatan skala lingkungan.

- Fasilitas Olahraga :

Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar
minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga
skala lingkungan.

- Fasilitas Evakuasi Bencana

Lokasi evakuasi; Jalur evakuasi; Penandaan/rambu-rambu.




Zona Sub Zona Kode Prasarana Minimum Sarana Minimum
Kepadatan R3 Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani kawasan perumahan berkepadatan sedang |Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan berupa fasilitas bersama
Sedang dan memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi warganya. di dalam maupun di luar bangunan hunian bertingkat sesuai dengan
1) Jaringan jalan dan utilitas persyaratan sarana dan prasarana lingkungan perumahan (SNI 03-1733-
- Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang 2004 Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan).
disertai dengan pemberian tanda atau rambu. Kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan yang disediakan antara
- Jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. lain:
- Jalur sepeda diperkenankan dengan konstruksi yang bisa meresap air disertai pemberian rambu-rambu. - Fasilitas Peribadatan:
- Kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar
2) Ruang Terbuka Hijau minimum dalam peraturan yang berlaku
- taman bermain/rekreasi - Fasilitas Perdagangan:
3) Ruang Terbuka Non Hijau Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar
- lapangan olahraga outdoor minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas
4) Utilitas Perkotaan perdagangan skala lingkungan.
- Jaringan air bersih: - Fasilitas Pendidikan:
- Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air | Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar
antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas
Pemanfaatan Kawasan Budidaya. pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah.
Jaringan Listrik: - Fasilitas Kesehatan:
- Jaringan listrik setiap rumah dilayani dengan kapasitas minimal 900 Kwh. Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar
Jaringan Persampahan minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas
- Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan |kesehatan skala lingkungan.
dan rekomendasi dari instansi terkait. - Fasilitas Olahraga :
- Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat. Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar
Jaringan Drainase: minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga
- Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ skala lingkungan.
perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di - Fasilitas Evakuasi Bencana
perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan. Lokasi evakuasi; Jalur evakuasi; Penandaan/rambu-rambu.
Kepadatan R4 Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani kawasan perumahan berkepadatan rendah |Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan berupa fasilitas bersama
Rendah dan memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi warganya. sesuai dengan persyaratan sarana dan prasarana lingkungan

1) Jalur Pejalan Kaki

- Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang
disertai dengan pemberian tanda atau rambu.

- Jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.

- Jalur sepeda diperkenankan dengan konstruksi yang bisa meresap air disertai pemberian rambu-rambu.

- Kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan

2) Ruang Terbuka Hijau

- taman bermain/rekreasi

3) Ruang Terbuka Non Hijau

- lapangan olahraga outdoor

4) Utilitas Perkotaan

- Jaringan air bersih:

Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air
antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya.
- Jaringan Listrik:

Jaringan listrik setiap rumah dilayani dengan kapasitas minimal 900 Kwh.

- Jaringan Persampahan

- Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan
dan rekomendasi dari instansi terkait

- Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat.

- Jaringan Drainase:

Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/
perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di
perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.

perumahan (SNI 03-1733-2004 Tata cara perencanaan lingkungan
perumahan di perkotaan). Kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan
yang disediakan antara lain:

- Taman Lingkungan, taman olah raga, taman bermain anak

- Pos Keamanan

- Tempat penampungan/ container sampah sementara; dan

- Shelter angkutan umum.




Zona Sub Zona Kode Prasarana Minimum Sarana Minimum

Zona Skala Kota K1 1) Jaringan Jalan 1) Fasilitas Pendukung

Perdagangan Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam - Shalter angkutan umum, tempat parkir umum, sudah termasuk

dan Jasa keadaan darurat. kebutuhan luas tanah;
- Jalan utama - Ruang Loading dan Unloading pengangkut barang;
- Jalan lingkungan - Pos keamanan; Sistem pemadam kebakaran;
2) Jalur Pejalan Kaki - Pengolahan limbah terpadu;
- Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang |- Fasilitas Peribadatan:
disertai dengan pemberian tanda atau rambu. Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di
- Jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana
- Kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan yang nyaman untuk beribadah.
3) Ruang Terbuka Hijau - Fasilitas Kesehatan:
- Wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%. Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di
4) Ruang Terbuka Non Hijau tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan
- berupa lapangan parkir prasarana yang nyaman.
5) Utilitas Perkotaan - Fasilitas Olahraga :
- Jaringan air bersih: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar
Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air |minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga
antara 60 liter/org/hari — 100 liter/org/hari. skala lingkungan
- Jaringan Listrik: 2) Fasilitas Evakuasi Bencana
Jaringan listrik setiap rumah dilayani dengan kapasitas minimal 900 Kwh. - Lokasi evakuasi;
- Jaringan Persampahan - Sistem Peringatan Dini;
- Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan |- Jalur evakuasi;
dan rekomendasi dari instansi terkait - Penandaan/rambu-rambu.
- Sistem jaringan persampahan yang terintegrasi dengan sistem persampahan perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya
- Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat.
- Jaringan Drainase:
Lingkungan perdagangan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/
perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di
perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.

Skala BWP K2 1) Jaringan Jalan 1) Fasilitas Pendukung

Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam
keadaan darurat.

- Jalan utama

- Jalan lingkungan

2) Jalur Pejalan Kaki

- Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang
disertai dengan pemberian tanda atau rambu.

- Jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.

- Kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan

3) Ruang Terbuka Hijau

- Wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.

4) Ruang Terbuka Non Hijau

- berupa lapangan parkir

5) Utilitas Perkotaan

- Jaringan air bersih:

Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air
antara 60 liter/org/hari — 100 liter/org/hari.

- Jaringan Listrik:

Jaringan listrik setiap rumah dilayani dengan kapasitas minimal 900 Kwh.

- Jaringan Persampahan

- Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan
dan rekomendasi dari instansi terkait

- Sistem jaringan persampahan yang terintegrasi dengan sistem persampahan perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya

- Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat.

- Jaringan Drainase:

Lingkungan perdagangan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/
perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di
perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.

- Shalter angkutan umum, tempat parkir umum, sudah termasuk
kebutuhan luas tanah;

- Ruang Loading dan Unloading pengangkut barang;

- Pos keamanan; Sistem pemadam kebakaran;

- Pengolahan limbah terpadu;

- Fasilitas Peribadatan:

Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di
tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana
yang nyaman untuk beribadah.

- Fasilitas Kesehatan:

Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di
tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan
prasarana yang nyaman.

- Fasilitas Olahraga :

Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar
minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga
skala lingkungan

2) Fasilitas Evakuasi Bencana

- Lokasi evakuasi;

- Sistem Peringatan Dini;

- Jalur evakuasi;

- Penandaan/rambu-rambu.




Zona

Sub Zona

Kode

Prasarana Minimum

Sarana Minimum

Skala Sub BWP

K3

1) Jalur Pejalan Kaki
- Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang
disertai dengan pemberian tanda atau rambu.

- Jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.

- Kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan

2) Ruang Terbuka Hijau

- Wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.

3) Ruang Terbuka Non Hijau

- berupa lapangan

4) Utilitas Perkotaan

- Jaringan air bersih:

Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air
antara 60 liter/org/hari — 100 liter/org/hari.

- Jaringan Listrik:

Jaringan listrik setiap rumah dilayani dengan kapasitas minimal 900 Kwh.

- Jaringan Persampahan

- Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan
dan rekomendasi dari instansi terkait;

- Sistem jaringan persampahan yang terintegrasi dengan sistem persampahan perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;

- Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat.

- Jaringan Drainase:

Lingkungan perdagangan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/
perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di
perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan. 1)
Fasilitas Pendukung

- Shalter angkutan umum, tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;

- Ruang Loading dan Unloading pengangkut barang;

- Pos keamanan; Sistem pemadam kebakaran;

- Pengolahan limbah terpadu;

- Fasilitas Peribadatan:

Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan
prasarana yang nyaman untuk beribadah.

- Fasilitas Kesehatan:

Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan
penyediaan prasarana yang nyaman.

- Fasilitas Olahraga :

Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas
olahraga skala lingkungan

2) Fasilitas Evakuasi Bencana

- Lokasi evakuasi;

Cini Do

layak dengan didukung

~ s

1) Fasilitas Pendukung

- Shalter angkutan umum, tempat parkir umum, sudah termasuk
kebutuhan luas tanah;

- Ruang Loading dan Unloading pengangkut barang;

- Pos keamanan; Sistem pemadam kebakaran;

- Pengolahan limbah terpadu;

- Fasilitas Peribadatan:

Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di
tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana
yang nyaman untuk beribadah.

- Fasilitas Kesehatan:

Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di
tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan
prasarana yang nyaman.

- Fasilitas Olahraga :

Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar
minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga
skala lingkungan

2) Fasilitas Evakuasi Bencana

- Lokasi evakuasi;

- Sistem Peringatan Dini;

- Jalur evakuasi;

- Penandaan/rambu-rambu.
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Zona l Sub Zona

Kode

Prasarana Minimum

Sarana Minimum

Zona Perkantoran

KT

1) Jaringan Jalan

Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam
keadaan darurat.

« Jalan utama

« Jalan lingkungan

2) Jalur Pejalan Kaki

- Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang
disertai dengan pemberian tanda atau rambu.

- Jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.

- Kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan

3) Ruang Terbuka Hijau

- Wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.

4) Ruang Terbuka Non Hijau

- berupa lapangan

5) Utilitas Perkotaan

- Jaringan air bersih:

Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air
antara 60 liter/org/hari — 100 liter/org/hari.

- Jaringan Listrik:

Jaringan listrik setiap kegiatan zona Perkantoran dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan
pada zona tersebut.

- Jaringan Persampahan

- Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan
dan rekomendasi dari instansi terkait

- Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat.

- Jaringan Drainase:

Lingkungan perkantoran harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/
perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di
perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.

- Jaringan Telekomunikasi

Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

1) Fasilitas Pendukung

- Tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;

- Pos keamanan;

- Sistem pemadam kebakaran;

- Pengolahan limbah terpadu;

- Fasilitas Peribadatan:

Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di
tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana
yang nyaman untuk beribadah.

- Fasilitas Kesehatan:

Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di
tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan
prasarana yang nyaman.

- Fasilitas Olahraga :

Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar
minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga
skala lingkungan

2) Fasilitas Evakuasi Bencana

- Lokasi evakuasi;

- Sistem Peringatan Dini

- Jalur evakuasi;

- Penandaan/rambu-rambu.

3) Ketentuan lainya yang tercantum dalam Undang-undang No. 28
Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

Kawasan
Peruntukan
Industri

Zona Industri

1) Jaringan jalan :

- Jalan utama dengan lebar minimum badan jalan 14 meter yang memenuhi persyaratan kendaraan angkutan barang.

- Jalan lingkungan satu jalur dua arah dengan lebar badan jalan minimum 8 meter yang memenuhi persyaratan kendaraan angkutan
barang.

- Pedestrian menerus di tepi jalan;

- Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan.

2) Jaringan utilitas :

- Sumber air baku industri;

Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/ perdesaan sesuai dengan
hirarkhinya;

- Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik zona industri di perkotaan/ perdesaan sesuai dengan
hirarkhinya;

- Sistem jaringan telekomunikasi;

Penerangan jalan dan pedestrian.

3) Jaringan drainase :

- Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya.

4) Jaringan limbah (sewerage) :

- Jaringan limbah merupakan saluran tertutup yang dipersiapkan untuk melayani kavling-kavling industri menyalurkan limbah yang telah
memenuhi standar influent ke IPAL komunal/terpadu. Di setiap ujung saluran yang terdapat di persimpangan jalan dari suatu blok
industri harus dibuat sumur kontrol (control pit)

- Jaringan dan Pengelolaan Persampahan :

- Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan
dan rekomendasi dari instansi terkait

- Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat.

1) Kawasan Industri wajib memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah
(IPAL) kawasan yang diolah secara terpadu. Air limbah yang diolah
dalam IPAL kawasan mencakup air limbah yang berasal dari proses
produksi industri, kegiatan rumah tangga (domestik) industri,
perkantoran, dan dengan kapasitas kelola memenuhi standar influent
yang ditetapkan oleh dinas/ instansi terkait;

1) Fasilitas Pendukung

- Shalter angkutan umum, tempat parkir umum, sudah termasuk
kebutuhan luas tanah;

- Ruang Loading dan Unloading pengangkut barang;

- Pos keamanan; Sistem pemadam kebakaran;

- Pengolahan limbah terpadu;

- Fasilitas Peribadatan:

Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di
tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana
yang nyaman untuk beribadah.

- Fasilitas Kesehatan:

Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di
tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan
prasarana yang nyaman.

- Fasilitas Olahraga :

Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar
minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga
skala kawasan.

2) Fasilitas Evakuasi Bencana

- Lokasi evakuasi;

- Sistem Peringatan Dini;

- Jalur evakuasi;

Penandaan/rambu-rambu.

3) Ketentuan lainya yang tercantum dalam Undang-undang No. 28
Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.




Zona Sub Zona Kode Prasarana Minimum Sarana Minimum
Sentra Industri SIKM Prasarana minimum subzona SIKM mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/6/2016 tentang Pedoman|1) W ajib memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) kawasan yang
Kecil & Teknis Pembangunan Kawasan Industri dengan penyesuaian terhadap skala industri kecil dan menengah. diolah secara terpadu. Air limbah yang diolah dalam IPAL kawasan
Menengah 1) Jaringan jalan : mencakup air limbah yang berasal dari proses produksi industri,
- Jalan utama dengan lebar minimum badan jalan 14 meter yang memenuhi persyaratan kendaraan angkutan barang. kegiatan rumah tangga (domestik) industri, perkantoran, dan dengan
- Jalan lingkungan satu jalur dua arah dengan lebar badan jalan minimum 8 meter yang memenuhi persyaratan kendaraan angkutan kapasitas kelola memenuhi standar influent yang ditetapkan oleh dinas/
barang. instansi terkait;
- Pedestrian menerus di tepi jalan; 1) Fasilitas Pendukung
- Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan. - Shalter angkutan umum, tempat parkir umum, sudah termasuk
2) Jaringan utilitas : kebutuhan luas tanah;
- Sumber air baku industri; - - Pengolahan limbah terpadu;
Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/ perdesaan sesuai dengan |- Fasilitas Peribadatan:
hirarkhinya; Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di
- Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik zona industri di perkotaan/ perdesaan sesuai dengan tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana
hirarkhinya; yang nyaman untuk beribadah.
- Sistem jaringan telekomunikasi; - Fasilitas Kesehatan:
Penerangan jalan dan pedestrian. Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di
3) Jaringan drainase : tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan
- Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya. prasarana yang nyamarn.
4) Jaringan limbah (sewerage) : - 2) Fasilitas Evakuasi Bencana
- Jaringan limbah merupakan saluran tertutup yang dipersiapkan untuk melayani kavling-kavling industri menyalurkan limbah yang telah |- Lokasi evakuasi;
memenuhi standar influent ke IPAL komunal/terpadu. Di setiap ujung saluran yang terdapat di persimpangan jalan dari suatu blok - Sistem Peringatan Dini;
industri harus dibuat sumur kontrol (control pit) - Jalur evakuasi;
- Jaringan dan Pengelolaan Persampahan : Penandaan/rambu-rambu.
- Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan  |3) Ketentuan lainya yang tercantum dalam Undang-undang No. 28
dan rekomendasi dari instansi terkait Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
- Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat.
Zona Sarana  |SPU Skalaj SPU 1 1) Jaringan jalan - Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang
Pelayanan Kabupaten Pembangunan sistem jaringan jalan dan prasarana yang memenuhi standar untuk melayani kawasan SPU transportasi skala regional |berwawasan lingkungan;
Umum dan kota yang menjamin kelancaran sirkulasi kendaraan dan rasa keamanan dan kenyamanan bagi pedestrian dari dan menuju pusat |- Fasilitas pusat informasi pengunjung;

kegiatan transportasi kota.

- Jalan utama dengan lebar minimum rumija 14 meter yang memenuhi persyaratan kendaraan angkutan barang dan penumpang;

- Pedestrian menerus di tepi jalan;

- Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;

2) Jaringan utilitas

- Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/ perdesaan sesuai dengan
hirarkhinya;

- Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik zona industri di perkotaan/ perdesaan sesuai dengan
hirarkhinya;

- Penerangan jalan dan pedestrian.

3) Jaringan drainase

- Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya.

4) Jaringan dan Pengelolaan Persampahan

- Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan
dan rekomendasi dari instansi terkait.

- Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat.

5) Vegetasi

Kriteria pemilihan vegetasi untuk subzona SPU Skala Kabupaten adalah sebagai berikut:

- Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal;

- Merupakan jenis tanaman khas lokal yang mampu dan efektif dalam menyerap polutan; dan

- Tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman
bervariasi.

Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir,
sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas;
- Fasilitas keamanan Pos Jaga;

- Shelter angkutan umum.

- Ketentuan lainya yang tercantum dalam Undang-undang No. 28 Tahun
2002 Tentang Bangunan Gedung.




Zona Sub Zona Kode Prasarana Minimum Sarana Minimum
SPU Skala SPU 2 1) Jaringan jalan - Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang
Kecamatan - Jalan lingkungan 2 arah dengan lebar badan jalan minimum 7 meter; berwawasan lingkungan;
- Pedestrian menerus di tepi jalan; - Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas;
- Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; - Tempat ibadah;
2) Jaringan utilitas - Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot
- Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/ perdesaan sesuai dengan |parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang
hirarkhinya; difabilitas;
- Sistem jaringan limbah terpadu yang terintegrasi dengan sistem pengolahan limbah perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; |- Shelter angkutan umum; dan
- Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan - Fasilitas keamanan Pos Jaga & Infomasi.
- Penerangan jalan dan pedestrian
3) Jaringan drainase
- Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya.
4) Jaringan dan Pengelolaan Persampahan
- Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan
dan rekomendasi dari instansi terkait
- Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat.
5) Vegetasi
Kriteria pemilihan vegetasi untuk subzona SPU Skala Kecamatan adalah sebagai berikut:
- Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal;
- Merupakan jenis tanaman khas lokal yang mampu dan efektif dalam menyerap polutan; dan
- Tajuk cukup rindang dan kompak sehingga menghasilkan keteduhan optimal, tetapi tidak terlalu gelap, dengan ketinggian tanaman
bervariasi.
SPU Skala SPU3 1) Jaringan jalan - Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang
Desa - Jalan utama dengan lebar minimum badan jalan 6 meter yang memenuhi persyaratan kendaraan angkutan penumpang dan barang; |berwawasan lingkungan;

- Jalan lingkungan 2 arah dengan lebar badan jalan minimum 6 meter yang memenuhi persyaratan kendaraan angkutan penumpang
dan barang.

- Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan.

2) Jaringan utilitas

- Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/ perdesaan sesuai dengan
hirarkhinya;

- Sistem jaringan limbah terpadu yang terintegrasi dengan sistem pengolahan limbah perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
- Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya.

3) Jaringan drainase

- Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya.

4) Jaringan dan Pengelolaan Persampahan

- Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan
dan rekomendasi dari instansi terkait

- Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat.

- Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas;
- Tempat ibadah

- Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot
parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang
difabilitas;

- Shelter angkutan umum; dan

- Fasilitas keamanan Pos Jaga & Infomasi.




Zona

Sub Zona

Kode

Prasarana Minimum

Sarana Minimum

Zona
Peruntukan
Lainnya

Instalasi
Pengolahan Air|
(IPA)

PL3

- Jaringan Jalan

Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam
keadaan darurat.

+ Jalan utama

« Jalan lingkungan

- Jalur pedestrian/pejalan kaki

Tersedia jalur pedesterian/pejalan kaki untuk menghindari konflik pengguna jalan.

- Jaringan air bersih:

Jaringan air bersih dilayani dengan kapasitas air bersih sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.

- Jaringan Listrik

Jaringan listrik setiap kegiatan zona IPA dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada
zona tersebut.

- Jaringan Persampahan

* Alat pengangkut

* Tempat pengumpulan sampah

- Jaringan Drainase:

Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah
berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase.

- Jaringan Telekomunikasi

Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

- Tempat parkir umum;

- Pos jaga;

- Fasilitas kesehatan;

- Sistem pemadam kebakaran;
- Mushola/tempat ibadah;

- RTH.

Instalalsi
Pengolahan Air
Limbah (IPAL)

PL4

- Jaringan Jalan

Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam
keadaan darurat.

= Jalan utama

» Jalan lingkungan

- Jalur pedestrian/pejalan kaki

Tersedia jalur pedesterian/pejalan kaki untuk menghindari konflik pengguna jalan.

- Jaringan air bersih:

Jaringan air bersih dilayani dengan kapasitas air bersih sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.

- Jaringan Listrik

Jaringan listrik setiap kegiatan zona IPAL dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada
zona tersebut.

- Jaringan Persampahan

» Alat pengangkut

* Tempat pengumpulan sampah

- Jaringan Drainase:

Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah
berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase.

- Jaringan Telekomunikasi

Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

- Tempat parkir umum;

- Pos jaga;

- Fasilitas kesehatan;

- Sistem pemadam kebakaran;
- Mushola/tempat ibadah;

- RTH.




Zona Sub Zona Kode Prasarana Minimum Sarana Minimum

Pergudangan PL6 Prasarana minimum subzona pergudangan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan industri maka mengacu kepada Peraturan 1) Fasilitas Pendukung
Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/6/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri dengan penyesuaian (- Shalter angkutan umum;
terhadap skala industri kecil dan menengah. - Ruang Loading dan Unloading pengangkut barang;
1) Jaringan jalan : - Pos keamanan; Sistem pemadam kebakaran;
- Jalan utama dengan lebar minimum badan jalan 14 meter yang memenuhi persyaratan kendaraan angkutan barang. - Fasilitas Peribadatan:
- Jalan lingkungan satu jalur dua arah dengan lebar badan jalan minimum 8 meter yang memenuhi persyaratan kendaraan angkutan Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di
barang. tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana
- Pedestrian menerus di tepi jalan; yang nyaman untuk beribadah.
- Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan. 2) Fasilitas Evakuasi Bencana
2) Jaringan utilitas : - Lokasi evakuasi;
- Sumber air baku industri; - Sistem Peringatan Dini;
Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/ perdesaan sesuai dengan |- Jalur evakuasi;
hirarkhinya; Penandaan/rambu-rambu.
- Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik zona industri di perkotaan/ perdesaan sesuai dengan 3) Ketentuan lainya yang tercantum dalam Undang-undang No. 28
hirarkhinya; Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
- Sistem jaringan telekomunikasi;
Penerangan jalan dan pedestrian.
3) Jaringan drainase :
- Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya.
4) Jaringan limbah (sewerage) :
- Jaringan limbah merupakan saluran tertutup yang dipersiapkan untuk melayani kavling-kavling industri menyalurkan limbah yang telah
memenuhi standar influent ke IPAL komunal/terpadu. Di setiap ujung saluran yang terdapat di persimpangan jalan dari suatu blok
industri harus dibuat sumur kontral (control pit)
- Jaringan dan Pengelolaan Persampahan :
- Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan
dan rekomendasi dari instansi terkait
- Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat.

Pembangkit PTL - Jaringan Jalan - Tempat parkir umum;

Listrik Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam - Pos jaga:

keadaan darurat.

+ Jalan utama

+ Jalan lingkungan

- Jaringan air bersih:

Jaringan air bersih dilayani dengan kapasitas air bersih sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.

- Jaringan Listrik

Jaringan listrik setiap kegiatan zona Perkantoran dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan
pada zona tersebut.

- Jaringan Persampahan

* Alat pengangkut

* Tempat pengumpulan sampah

- Jaringan Drainase:

Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah
berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase.

- Jaringan Telekomunikasi

Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

- Fasilitas kesehatan;

- Sistem pemadam kebakaran;
- Mushola/tempat ibadah;
-RTH.




Zona Sub Zona Kode Prasarana Minimum Sarana Minimum
Campuran Perumahan & C1 1) Jaringan jalan Dilengkapi shelter angkutan umum;
Perdagangan/ - Jalan akses melalui jalan dengan lebar rumija minimal 9 meter. -Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh
Jasa Pedestrian dengan jalur yang membuka pemandangan indah danau disediakan dengan kontruksi yang bisa menyerap air dan disertai | melebihi 10% dari luas lahan
tanda atau rambu keselamatan; Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir,
- Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan. sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas
2) Jaringan drainase
- Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya, dan dilengkapi dengan
sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan
3) Jaringan utilitas
- Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/ perdesaan sesuai dengan
hirarkhinya.
- Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
- Penerangan jalan dan pedestrian;
- Sistem jaringan dan pengolahan limbah.
4) Jaringan dan Pengelolaan Persampahan
- Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan
dan rekomendasi dari instansi terkait
Perumahan & c2 1) Jaringan jalan Dilengkapi shelter angkutan umum;
Perkantoran - Jalan akses melalui jalan dengan lebar rumija minimal 9 meter. -Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh
Pedestrian dengan jalur yang membuka pemandangan indah danau disediakan dengan kontruksi yang bisa menyerap air dan disertai |melebihi 10% dari luas lahan
tanda atau rambu keselamatan; Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir,
- Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan. sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas
2) Jaringan drainase
- Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya, dan dilengkapi dengan
sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan
3) Jaringan utilitas
- Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/ perdesaan sesuai dengan
hirarkhinya.
- Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
- Penerangan jalan dan pedestrian;
- Sistem jaringan dan pengolahan limbah.
4) Jaringan dan Pengelolaan Persampahan
- Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan
dan rekomendasi dari instansi terkait
Perumahan, C3 1) Jaringan jalan Dilengkapi shelter angkutan umum;
Perdagangan/ - Jalan akses melalui jalan dengan lebar rumija minimal 9 meter. -Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh
Jasa, & Pedestrian dengan jalur yang membuka pemandangan indah danau disediakan dengan kontruksi yang bisa menyerap air dan disertai melebihi 10% dari luas lahan
Perkantoran tanda atau rambu keselamatan; Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir,

- Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan.

2) Jaringan drainase

- Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya, dan dilengkapi dengan
sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan

3) Jaringan utilitas

- Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/ perdesaan sesuai dengan
hirarkhinya.

- Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;

- Penerangan jalan dan pedestrian;

- Sistem jaringan dan pengolahan limbah.

4) Jaringan dan Pengelolaan Persampahan

- Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan
dan rekomendasi dari instansi terkait

sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas
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